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Bab I. Pendahuluan 

Kesulitan di dalam mencapai kesepakatan pada perundingan perdagangan 

multilateral di bawah World Trade Organization (WTO) ditengarai menjadi salah satu 

penyebab semakin maraknya kerja sama perdagangan di tingkat regional .  Dalam 

perkembangan perdagangan internasional yang kian kompleks, WTO yang didirikan 

sebagai kerangka kerja sama multilateral yang mengatur norma dan relasi perdagangan 

internasional kerap kal i  sulit mempertemukan kepentingan negara sedang berkembang 

dan negara maju. Akibatnya, sejak putaran perundingan Doha di luncurkan pada tahun 

2001, hingga saat ini belum menghasilkan kesepakatan yang berarti. Di tengah lambatnya 

perkembangan perundingan di WTO, akselerasi perkembangan berbagai fora bi lateral 

dan regional (Free Trade Agreement I Preferential Trade Agreement) semakin menguat 

terutama membahas isu-isu yang saat ini belum memunculkan kesepakatan di WTO atau 

biasa disebut sebagai WTO-plus issues. 

Gam bar 1. Jumlah Preferential Trade Agreement yang telah dinotifikasi 
WTO di Asia-Pasifik pada tahun 1973-2013 

• De¥etoping-d8'1eloplng • Developed-developing • Developed-developed 
Sumber : ESCAP calculation, based on data from Asia-Pacific Trade and I nvestment Database (APTIAD) 

Sebagai bagian dari pencarian peluang perdagangan baru (pasar dan produk), 

partisipasi negara dalam Preferential Trade Agreement telah berkembang pesat dalam 

beberapa tahun terakhir ini. Sampai dengan bulan Agustus 2013, terdapat 223 perjanjian 
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terkait denga n kerja  sama ekonom i  d i  As ia dan  Pas ifi k. Dari a ngka tersebut, sekita r 150 

perj anj i an  ya ng te l ah  berla ku dan  s isa nya mas ih  berada di berbaga i ta hap  negos ias i  atau 

pertimba nga n (ga mbar  1 ). 

Partis ipas i  PTA d idom inas i  ke rjasa ma a ntar  nega ra berkem bang.  Terka it ha l  

tersebut, s et ida knya te rda pat 17 P TA/F TA ya ng me l i batka n I ndones ia . Tu ju h d ia nta ra nya 

mas ih  da l am  ta hap  negos ias i  sepert i  ASEAN -Hong Kong FTA, India-Indonesia 

Comprehensive Economic Cooperation Arrangement, Indonesia-Australia Comprehensive 

Economic Partnership Agreement, Indonesia-Chile Free Trade Agreement, Indonesia­

European Free Trade Association Free Trade Agreement, Regional Comprehensive 

Economic Partnership, dan  Republic of Korea-Indonesia Free Trade Agreement. 

Seda ngka n 9 FTA/PTA l a i nnya te l ah  d ita ndata nga n i  dan  berj a l a n  sepert i ,  ASEAN Free 

Trade Area, ASEAN-Australia and New Zealand Free Trade Agreement, ASEAN-India 

Comprehensive Economic Cooperation Agreement, ASEAN-Japan Comprehensive 

Economic Partnership, ASEAN-People's Republic of China Comprehensive Economic 

Cooperation Agreement, ASEAN-Korea Comprehensive Economic Cooperation Agreement, 

Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement, Pakistan-Indonesia Free Trade 

Agreement, dan  Preferential Tariff Arrangement-Gorup of Eight Developing Countries. 

Seda ngka n  satu d ia nta ra nya yaitu Trade Preferential System of the Organization of the 

Islamic Conference sudah  d itandatanga n i  n a m u n  be l u m  ber ja la n .  

Terka it dengan pe rdaga nga n i nternas iona l ,  sekt or perta n i an  dan  i nd ustri kec i l  d a n  

menengah menjad i  sektor sens itif untuk negara-negara berke m ba ng t idak terkecua l i  

I ndones ia . Kedua sektor i n i  merupaka n  sekt or vita l u ntuk I nd ones ia . Sebaga i nega ra 

agra ris, I n dones ia  memi l i ki kepent i nga n da l am sekt or perta n i a n  guna  me l i ndungi  peta n i  

dan  ne laya n loka l , me l i ndu ngi  sta b i l itas ha rga, serta men jaga keta hanan  pa nga n nas iona l .  

Da l am perjanj i an  perdaga nga n i nte rnas i ona l  terda pat be bera pa i s u  terka it perta n ia n ,  

ya itu public stockholding, special safeguard in agriculture for developing countries, food 

safety, environmental dan  keseja htera a n  para peta n i . Sed angka n sekt or industri keci l 

menengah d ia nggap sebaga i sektor ya ng pa l i ng terkena  da mpa k  da ri per ja n jia n ­

pe rja n ji an  perdaga nga n i nte rnas iona l .  Ketatnya peratu ra n  sepert i  perl i ndunga n HAKI 

serta kebij akan  kom petis i berd a m pa k  pada pe lem a h a n  pos is i  tawa r p rodusen loka l  ya ng 

a ka n  berhadapa n dengan perusahaan  m u l itnas ion a l  da r i negara ma ju .  
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Keikutsertaan pemerintah dalam berbagai PTA/FTA ditujukan untuk 

meningkatkan kapasitas perdagangan, produktivitas rakyat, peningkatan daya saing 

Indonesia, pembentukan kerja sama internasional yang adil sejajar  dan menguntungkan. 

Hal tersebut ditujukan untuk mendukung pencapaian cita-cita pembangunan nasional 

yang tertuang dalam visi-misi agenda prioritas pemerintah ( Nawa Cita) .  Namun apakah 

keseluruhan perjanjian perdagangan yang melibatkan pemerintah menimbulkan dampak 

positif? Pemerintah karenanya perlu mengetahui lebih dalam konsekuensi dari perjanjian 

perdagangan internasional sehingga dapat menyusun strategi kebijakan yang efektif guna 

mendukung kepentingan dan pembangunan nasional. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu adanya kaj ian khusus yang melakukan 

analisis dampak perjanjian perdagangan internasional yang melibatkan Indonesia 

terutama terhadap sektor pertanian dan usaha kecil menengah yang merupakan sektor 

strategis nasional. Kajian ini  juga akan menelaah kesiapan setiap sektor-sektor terkait. 

Hasi l akhir dari kerja sama penelitian kajian ini akan  berupa sebuah laporan 

komprehensif berisi rekomendasi kebijakan yang diperuntukkan bagi perumusan 

kebijakan luar negeri Indonesia khususnya terkait upaya penguatan kesiapan sektor 

strategis nasional dalam mengantisipasi komitmen perjanjian perdagangan internasiona l .  

Penelitian ini  ditujukan untuk menjawab pertanyaan dasar bagaimana integrasi 

I ndonesia terhadap perjanjian perdagangan internasiona l  dapat memberikan manfaat 

yang optimal bagi kesejahteraan rakyat Indonesia? 

Dalam upaya menjawab fokus kajian tersebut, maka penelitian ini j uga berusaha 

melihat beberapa isu terkait perjanjian perdagangan internasional, di antaranya; 

1.  Apa saja ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perdagangan internasiona l yang 

perlu diperhatikan terkait industri kecil dan menengah dan pertanian? 

2. Bagaimana ketentuan-ketentuan perjanjian perdagangan tersebut bersinggungan 

dengan ketentuan dan kondisi nasional terkait sektor-sektor strategis yang dekat 

dengan kepentingan publik secara luas terutama pertanian dan industri kecil 

menengah? Apa saja implikasi dari standar-standar dan ketentuan-ketentuan baru 

yang perlu diantisipasi dalam perjanjian perdagangan internasional ke depannya 
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untuk dapat memastikan dan melindungi sektor pertanian dan melindungi 

lapangan pekerjaan dan industri kecil menengah Indonesia? 

3 .  Baga imana prqyeksi kesiapan sektor-sektor strategis nasional terhadap perjanjian 

perdagangan baru di masa mendatang? Utamanya terkait komitmen-komitmen 

dalam perjanjian perdagangan mengena i sektor pertanian dan industri kecil 

menengah? 

4. Strategi kebijakan dan koordinasi nasional seperti apa yang dapat diapl ikasikan 

untuk melindungi sektor pertanian dan industri kecil menengah dalam 

mengantisipasi komitmen perjanjian perdagangan internasional di masa depan? 

Penelitian "Perdagangan dan Pembangunan Ekonomi: Tinjauan terhadap Sektor 

Pertanian dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Nasional" ini memil iki 

beberapa tujuan, ya itu : 

1. Menganalisis dan mengidentifikasi ketentuan-ketentuan prinsip perjanjian 

perdagangan internasional yang memil iki implikasi terhadap sektor pertanian dan 

pemgembangan industri kecil menengah d i  Indonesia; 

2 .  Menganalisis dan mengidentifikasi kesiapan sektor pertanian dan usaha kecil 

menengah dalam beradaptasi dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanj ian 

perdagangan terse but kedepannya; 

3 .  Merumuskan strategi kebijakan jangka panjang yang komprehensif terkait strategi 

nasional dalam memastikan bahwa integrasi I ndonesia ke dalam perdagangan 

internasional terus mendukung pembangunan ekonomi nasional dan tidak 

menghambat tujuan-tujuan tersebut. 

Preferential Trade Agreement dan Free Trade Agreement 

PrP.ferential Trade Agreement (PTA) dan Free Trade Agreement ( FTA) merupakan 

bagian dari proses integrasi ekonomi.  Tinbergen mengatakan, integrasi ekonomi 

merupakan penciptaan struktur perekonomian internasional yang lebih bebas dengan 
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ja l an  meng hapus semua  ha m bata n-ha m bata n da l am perdaga nga n .  lntegras i  juga da pat 

d i pa ka i  sebaga i a lat u ntu k menga kses pasar  ya ng leb ih  besa r. Pri ns ip  dan  mekan isme 

i ntegras i  ekonomi  mem i l ik i  kesa maan  denga n perdaga nga n bebas .  lntegras i  ekonomi  

da pat men jad i  bebera pa proses, 2 d i a nta ra nya (Sa lvatore, 1997 ) ;  

1 .  Pengatura n perdaga nga n P referens ia l (preferential trade arrangements) d ibentuk 

o leh negara-nega ra ya ng sepa kat menu ru n ka n  h a m bata n-ham bata n perdagangan 

ya ng ber langsung d ia nta ra mereka dan  membedaka nnya dengan nega ra-negara 

ya ng buka n  a nggota . Leb ih  ja uh ,  per ja n ji an  perdagangan preferens ia l ( PTA ) 

merupaka n  kesepa kata n a nta ra dua  nega ra ata u leb ih  u ntuk  menetapka n  tar if 

ya ng d ikenaka n  pada ba ra ng ya ng d i pe rdaga ngka n bagi  negara anggota leb ih  

renda h d i ba nd ing dengan ta rif ya ng d i perdaga ngka n dengan nega ra d i  lua r 

a nggota . P TAs dapat d i a rt ikan seca ra l uas  me l iputi Regional Trading 

Arrangement ( R TAs ) ya ng merupa ka n  kesepa kata n ya ng d ibentuk da la m satu 

kawasan,  kesepa kata n perdaga nga n a nta r nega ra-nega ra berke m ba ng, 

kesepakata n perdaganga n a nta r kawasan  dan  bentuk kesepa kata n l a i n nya ya ng 

bertu juan  u ntuk memperl anca r  a rus barang dan jasa .  

2 .  Kawasa n perdaganga n bebas (free trade area) a d a l a h  bentu k i ntegras i  ekonom i 

ya ng leb i h t inggi d imana  semua ha m bata n perdaga nga n ba i k  ta rif maupun  non -ta rif 

d ia nta ra nega ra-negara a nggota te la h d i hi l a ngka n  sepen u hnya, namun  mas ing ­

mas ing negara a ngg ota tersebut mas i h be r ha k  menentu ka n send i r i  a pa ka h teta p 

mem perta ha n ka n  atau meng hi la ngka n ha m batan- ha m bata n perdaganga n ya ng 

d iterapka n  ter hadap nega ra-negara di l ua r a nggota . Free Trade Agreement da pat 

mengacu pada per ja n jian  di a nta ra dua nega ra ata u leb i h u ntuk membentuk 

wi laya h  perdaga ngan bebas .  

Sa l ah  satu pri ns ip  dasa r s istem perdaga nga n m u lt i late ra l d i  bawa h WTO 

meng haruska n  set iap nega ra a nggota u ntuk  menerapka n  pr ins ip  non-d i skr im i nas i  (Most 

Favored Nation). Ole h  ka rena itu, per lu mencermati baga imana  PTA/FTA d i ke lo la  di da l am 

W TO.  Negara-nega ra a nggota W TO memi l i ki kebebasa n da l am membentu k P TA/FTA. Ha l  

tersebut tertuang da lam GA TI Pasa l XXIV. Pasa l tersebut mema parka n pem bentu ka n  

P TA/F TA ya ng dapat berupa F TA da n C U  (Custom Union) .  Berikut kutipa n pasa l  PTA da l am 

Pasa l XXIV GA TI: 
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• GA TT Pasa l  XXIV: S mem berika n justifi kas i  nega ra -negara a nggota u ntuk  

mem bentu k perdaga nga n bebas :  

Accordingly, the provisions of this Agreement shall not prevent, as  between the 

territories of contracting parties, the formation of a customs union or a free-trade 

area or the adoption of an interim agreement necessary for the formation of a 

customs union or a free-trade area. 

• GA TT Pasa l  XXIV:  8 ( b ) menje laska n  ba hwa pem bentuka n  P TA te l ah  

menc ipta ka n per la kuka n  khusus  te rhadap  p i hak  l a i n nya sebaga i m a na d isebut :  

A free-trade area shall be understood to mean a group of two or more customs 

territories in which the duties and other restrictive regulations of commerce (except, 

where necessary .. .) are eliminated on substantially all the trade between the 

constituent territories in products originating in such territories. 

• GA TT Pasa l XXIV:4, menyata ka n bahwa tuj uan  P TA ada l ah  u ntu k memuda h ka n  

perdaganga n a nta ra p i ha k -p i hak  b u ka n nya mend iskri m inas i  p i hak  ketiga; 

The contracting parties recognize the desirability of increasing freedom of trade by the 

development, through voluntary agreements, of closer integration between the 

economies of the countries parties to such agreements. They also recognize that the 

purpose of . . .  free-trade area should be to facilitate trade between the constituent 

territories and not to raise barriers to the trade of other contracting parties . .. .  

• GA TT Pasa l XXIV: S ( b ) j uga menduku ng tujuan  F TA/P TA ya ng t ida k bers ifat 

d iskri m i nas i ;  

With respect to a free-trade area . . .  the duties and other regulations of commerce . .. shall not 

be higher or more restrictive than the corresponding duties and other regulations of 

commerce existing in the same constituent territories prior to the formation of the free­

trade area. 

Sya rat -sya rat resm i  penye lengga ra a n  F TA d iatu r da l am Art ike l  V GA TT ( 1994 ) 

ya ng menyata ka n :  

1 .  F TA d idefi n is i kan  sebagai  per ja n ji an  a nta ra d u a  ata u le bi h  nega ra d imana ta rif dan  

peratu ra n  sebagia n besa r perdagangan pr od u k  a ntara nega ra -nega ra terse but 

d i hapuska n .  

2 .  Kriteria "sebag ian besa r perdaganga n " mempunya i d imens i  kua l itatif da n 

kuantitati f, ya itu me li puti  90% d a ri kese l ur uha n per daga ngan a ntara p i ha k  y ang 

ter l i bat ta npa mengecua l i ka n  sektor uta m a .  Kriteria "sebagia n besa r perdaga nga n " 

ha nya d igu nakan  bagi p rod u k  yang termasuk  da l am l i be ra l isas i  perdaga ngan 

pen u h .  
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3. Perj anj i an  as imetri, d imana  pe l aksa naannya t idak ha rus  bersamaan .  Satu p iha k 

d iperbo lehka n  menda patkan wa ktu ya ng leb ih  l ama da lam melaksanaka n  has i l  

kesepa kata n tertentu 

FTA/PTA memi l ik i  tujuan  pa l i ng mendasa r yaitu untuk men i ngkatkan volume 

perdaganga n ba rang dan jasa,  men i ngkatkan mob i l itas ka p ita l dan  tenaga kerja,  

men ingkatka n p rodu ks i, men i ngkatkan efis iens i  p rodu ks i  serta men ingkatka n daya sa i ng 

prod u k  ya ng d ihas i l ka n .  Pembentuka n  tersebut pada akh i rnya bertuj uan  u ntuk  

menc ipta ka n keseja hteraan  negara-nega ra a nggota secara kese l u ruhan  ka rena  a ka n  

menga rah  pada pen i ngkata n spesia l isas i  produ ksi ,  ya ng d idasarka n pada keu ntungan 

kompa ratif ( La pi pi, 2005) .  

Kera ngka PTA j uga memberikan pengecua l ia n ya ng memungkin ka n  nega ra ya ng 

terl ibat u ntuk  memberi ka n sera ngka ian  konsesi  ta rif u ntuk sejumlah  negara .  

Pengecua l ian  p rod u k  seperti  ya ng sebe lumnya d i sebutka n, merupa ka n  has i l  dari proses 

tawar-menawa r  da lam negos ias i  PTA (Grossman dan  He lpman ,  1995) .  H a l  tersebut 

merupa ka n  so lus i  untuk menga komodas i  konfl i k  kepenti nga n da ri  kedua  nega ra ya ng 

ter l ibat. FTA/PTA dapat d ia ngga p sebaga i l i bera l isas i  pa rs ia l yang menawa rkan 

kesempata n ya ng leb ih  besa r bagi negara-negara u ntuk mema ksima l ka n  keu ntungan 

ekonomi po l it ik  da ri pe rdaganga n .  Kesepa kata n per la kua n istimewa pada PTA 

d iwujudka n  da lam daftar p rodu k  yang d i kecua l i ka n  dari ketentuan  a kses pasa r ya ng leb ih  

besa r. 

Li bera l isas i  preferens ia l  da lam PTA t idak ber laku segera setel ah  perjanj i an  

berlaku namu n  terdapat periode dan  kond is i  tertentu sebe lum produ k  tersebut d i  

l i be ra l isas i  sepenuhnya kepada mitra terka it (Damu ri, 2009) .  Konsesi ta rif da l am PTA 

men imbu l ka n  kekhawati ra n, p roses tawa r-menawa r  a nta ra negara-negara ya ng ter l i bat 

memuncu l ka n  perseps i umum ba hwa proses tersebut cenderung memberika n  pos is i  tawa r 

leb ih  ba ik  untuk negara maju da lam mengejar  kepentinga n mereka . D is is i  l a i n  muncu l  

berbaga i kecurigaa n  ba hwa nega ra-nega ra besar ha nya member ika n  sedikit rua ng u ntuk 

negos ias i  ke  negara-negara berkemba ng ( Dam u ri, 2009) .  

Mengingat mas ih  berla kunya ta rif-tar if ya ng berbeda terhadap  nega ra non 

a nggota, FTA/PTA umumnya d iduku ng o leh a pa ya ng d isebut dengan skema rules of origin 
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(ROO). Skema ROO diberlakukan untuk mencegah kasus di mana barang-barang diimpor 

melalu i  negara anggota FTA/PTA dengan tarif terendah dan barang-barang tersebut 

kemudian d id istribusikan ke negara anggota dengan tarif yang lebih tinggi. 

Bagi Indonesia FTA/PTA merupakan sarana lain untuk mencapai kepentingan di 

luar kerangka WTO. Berdasarkan riset Cadot {2011), terdapat tiga keuntungan dari 

pembentukan suatu FTA dua diantaranya dapat menjadi keuntungan bagi Indonesia . 

Pertama, FTA menjadi satu ajang kompensasi bagi negara-negara yang tidak memiliki 

dominasi dalam WTO. Ada berbagai anggapan bahwa WTO selama ini didominasi oleh 

kekuatan-kekuatan perdagangan besar seperti AS dan UE, sehingga konsekuensinya 

adalah negara-negara berkembang memil iki porsi kecil dalam menyuarakan kepentingan. 

Kedua, FTA/PTA dapat memberikan penurunan proteksi yang akhirnya memberikan 

kesejahteraan. Peran FTA/PTA akah lebih efektif untuk mengikat pihak yang terlibat 

dalam suatu kepentingan yang sama. 

Dari berbagai deifinisi dan konsep mengenai FTA/PTA sesungguhnya dapat 

menjadi sebuah peluang bagi Indonesia. Keberhasilan Indonesia dalam FTA/PTA 

bergantung pada negosiasi perjanjian dan juga strategi kesiapan sektor-sektor dalam 

menghadapi FTA/PTA. Dengan kesiapan dan strategi yang matang maka kesempatan 

yang ada dalam konsep FTA/PTA tentu dapat mendukung pembangunan nasional secara 

keseluruhan. 

Pengumpulan data pada kaj ian ini secara umum di lakukan dengan tahapan 

berikut ini :  

1 .  Tahapan pertama melakukan kajian pustaka untuk penyusunan laporan awal 

mengenai pembahasan latar belakang kajian, kerangka anal isis yang digunakan dan 

melakukan anal isis dokumen isi perjanjian-perjanj ian perdagangan internasional 

yang melibatkan Indonesia. 

2 .  Tahapan kedua adalah penyelenggaraan Focused Group Discussion ( FG D) yang 

mel ibatkan pelaku usaha, akademisi, serta pengambi l  kebijakan .  Kegiatan ini 

dimaksudkan untuk melengkapi penyusunan anal isis dan identifikasi kesiapan 

sektor-sektor terkait dalam perjanjian-perjanjian perdagangan. 
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Kaj i an  i n i  d i l a ku ka n  da l am ja ngka wa ktu 4 bu l an  denga n tahapan kegiata n 

me l iput i :  penyusuan  proposa l ,  kaj i an  pusta ka denga n pengu mpu lan  dan  pengo lahan  

data, penyusunan  I ncept ion Report, Focused Group Discussion, penyusunan  I nterim 

Report, penyusunan  la pora n akh i r  dan  l apora n  pe rta nggu ngjawa ba n .  Ca kupa n  Pene l it ian 

me l iput i perta ma, kaj i an  terhada p is i  perjanj ian-perjanj i an  perdaga nga n i nternas iona l 

I ndonesia ya ng berka ita n denga n  sektor perta n ia n dan  U M KM .  Kedua,  a na l is i s  kebij akan  

pemerinta h terka it ketentuan domesti k .  Ketiga, peru m usan strategi kebij aka n  

pemerinta h ya ng komprehens if u ntuk  menghadap i  i ntegras i  denga n pe rjanj i an  

perdaga nga n internas iona l .  
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Bab II. Ketentuan dan lsu-lsu Dalam FTA/PTA Terkait 

Sektor Pertanian dan UMKM 

Berbaga i ketentua n  dan  skema FTA/PTA d ituj u ka n  u ntuk  mengatu r sega la  

pen u ru n a n  da n/ata u pengha pusan ta rif bea  masuk .  Seh i ngga memungki n ka n  u ntuk  

mengh i langka n atau mengu ra ngi u nsu r-u nsu r  yang d i a ngga p mengh am bat ke la ncaran 

arus  bara ng sepert i  tariff barriers dan non-tariff barriers. Set iap  FTA m e m i l i k i skema 

yang berbeda n a m u n  teta p mengacu kepada peratu ra n  WTO sebaga i orga n i sas i  ya ng 

mem on it or dan  mem beri ka n rek omendas i  terkait perdaga ngan d u n i a .  

Sekt or perta n i an  berpera n  pent ing bagi nega ra-nega ra d i  ASEAN khususnya 

I n d ones ia ya ng mas ih  menga n d a l ka n  perta n i an  sebaga i ekspor uta ma d i  sektor non  

m igas se l a i n  ha s i l  i nd ustri . N a m u n, has i l  da ri BPS  ta h u n  2003-2013 mencatat kontr ibus i  

sekt or pertan i an  terhadap  G DP menu ru n d a ri 15, 19% menjad i  14,43%. Pad a h a l  j u m l a h  

pend u d u k  ya ng beker ja d i  sektor perta n i an  m a s i h  t i nggi sekita r 38,07 juta ora ng .  Di s is i  

l a i n , pada peri ode  ya ng sa ma i m por  p rod u k  perta n i an  me lonjak  dar i  $3,34 m i lya r 

men jad i  $14,90 m i lya r .  

Berbeda dengan sekt or U M KM ya ng dari ta h u n  ke ta h u n  menga l a m i  

pen ingkata n ekspa ns i  usa h a  se ir ing pertumbuhan  ek on o m i .  Data BPS tah u n  2012 

men u n ju ka n  ju m la h  U M K M  d i  I n d onesia sebanya k  57,89 j uta u n it dan mem ber ikan 

k ontr i bus i  terhadap  kesem pata n ker ja sebesa r 96,99%. J u m la h  tersebut a ka n  sem a ki n  

men i ngkat se i r ing kebi ja ka n  pemerintah ya ng terus mendorong U M KM denga n  

berbaga i kem u d a h a n .  N a m u n, ta nta nga n U M KM a ka n  sem a ki n  berat d i  era g loba l isas i  

dan keterbu ka a n  pasa r saat i n i .  Akses m od a l  ke rja  ata u kredit usaha, hak kekayaan  

i nte lektua l ,  deregu las i ,  fas i l itas eksp or, mana jemen usaha ,  serta persa i nga n usaha 

dengan pe la ku usa h a  as ing men jad i  beberapa  kele m a h a n  U M KM menghadap i  

persa i ngan g l oba l .  
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1. ASEAN FTA dengan Negara Mitra 

Saat ini  semakin meningkatnya kerja sama maupun perjanjian perdagangan 

dengan negara-negara la in yang mengisyaratkan keterbukaan pasar tentu akan 

menjadi peluang dan juga tantangan bagi sektor pertanian dan UMKM. Untuk dapat 

memanfaatkan FTA/PTA secara maksimal, setiap komponen harus memahami isi-isi 

perjanjian perdagangan baik yang telah ditandatangani maupun sedang dalam 

negosiasi khususnya terkait sektor pertanian dan UMKM. Dalam perkembangannya 

setidaknya terdapat 8 PTA/FTA yang telah ditandatangani oleh Indonesia. Berikut 

beberapa ringkasan skema FTA/PTA dalam kerangka ASEAN dengan negara-negara 

mitra yang telah diratifikasi; 

ASEAN FTA (AFTA)- ATIGA 

AFTA lahir pada pada pertemuan tingkat Kepala Negara ASEAN (ASEAN Summit) 

ke-4 di Singapura pada tahun 1992, para kepala negara mengumumkan pembentukan 

suatu kawasan perdagangan bebas di  ASEAN (AFTA) dalam jangka waktu 15 tahun. 

ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) merupakan penyempurnaan dari skema 

ASEAN Free Trade Area-Common Effective Preferential Tariff (AFTA-CEPT) yang muncul 

tahun 2009. Skema AFTA CEPT hanya fokus pada tarif, yaitu penurunan atau 

penghapusan tarif barang yang diperdagangkan di ASEAN. Sedangkan ATIGA 

merupakan salah satu perjanjian yang merupakan bagian dari Free Trade Agreement. 

Selain Trade-in-Goods terdapat pula Trade-in-Service (TIS). ATIGA tidak hanya mengatur 

mengenai tarif, akan tetapi juga mengatur elemen non-tarif, antara lain Sanitary and 

Phytosanitary measures (SPS), Customs Procedures, Trade Facilitation, dan sebagainya. 

ATIGA d itujukan oleh kebutuhan negara-negara ASEAN dalam mengembangkan 

perdagangan barang yang komprehensif. Secara lebih jauh ATIGA menjad i landasan 

upaya ASEAN mempercepat integrasi ekonomi kawasan, membawa AFTA menjadi rule 

based system dan menyelaraskan CEPT dengan mitra FTA ASEAN lainnya . 

Mayoritas negara-negara ASEAN masih mengandalkan ekspor berupa produk­

produk pertanian.  Sehingga dalam perjanjian ATIGA, produk-produk pertanian 
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khususnya ya ng be l u m  d i  p roses d i kategor ikan da l am sensitive and highly sensitive. 

Terdapa beberapa peratu ra n ya ng terkait pertan i an, pada  Chapter 2 Tariff 

Liberalisation khususnya Art ic le  19 Reduction or Elimination of Import Duties; 

a .  Pengha pusan ta rif bea i m por  semua  p rod u k  ya ng d i perdaga ngka n d i  ASEAN ; 

19 (i) Except as otherwise provided in this Agreement, Member States shall eliminate 

import duties on all products traded between the Member States by 2010 for ASEAN-6 

and by 2015, with flexibility to 2018, for CLMV. 

b .  Terdapat dua  perbedaan  terkait pengurangan ta rif u ntuk  p rod u k-prod u k  perta n i an  

ya ng be lu m  d i  p roses (sensitive and highly sensitive list); 

19 (2d} Import duties on unprocessed agricultural products listed in Schedule D of 

each Member State on its own accord shall be reduced or eliminated to zero to five 

percent {0-5%) by 2010 for ASEAN-6; 2013 for Viet Nom; 2015 for Lao PDR and 

Myanmar; and 2017 for Cambodia, in accordance with the schedule set out therein. 

Notwithstanding this, import duties on sugar products af Viet Nam shall be reduced to 

zero to five percent (0-5%} by 2010; 

19  (2e} Unprocessed agricultural products placed in Schedule E of each Member State 

on its own accord shall have their respective applied MFN import duties reduced in 

accordance with the schedule set out therein; 

Da l a m  Sched u l e  D (Sens itive List ) ,  i m por  bea p rod u k -prod u k  perta n i an  

menga l a m i  pengu ra nga n 0-5% u ntuk  ASEAN-6, te rmasuk  I ndones i a .  Seda ngka n da l am 

sched u l e  E ( H igh ly  Sens itive List ) p rod u k-p rod u k  perta n i a n  tersebut mas i h  d i kenaka n  

ta rif M F N .  Se l a i n  itu p a d  a Art ic le  2 0  Elimination of Tariff Rate Quotas; 

Unless otherwise provided in this Agreement, each Member State undertakes not to 

introduce Tariff Rate Quotas (TRQs) on the importation of any goods originating in 

other Member States or on the exportation of any goods destined for the territory of 

the other Member States. 

Art ic le  20 mewa ji bka n  l a ra ngan pada setia p  nega ra anggota menya nggu pi  u ntuk  

t ida k  mem perkena l ka n  Tariff Rate Quotas1 ( TR Qs )  pada i m po rtasi  ba rang  ya ng berasa l  

d a ri nega ra anggota l a i n nya ata u pada ekspor  barang -ba ra ng ya ng d itu ju ka n  ke wi l aya h 

nega ra anggota l a i n nya . Terkecua l i  terda pat perat u ra n  da l am per ja n ji an  tersebut.  

Dika renaka n  gula dan beras men ja d i  dua komod itas ya ng sens it if bagi nega ra ­

nega ra ASEAN, A TIGA seca ra terperi nc i  mengatu r pada Art ic le  24 ya ng mengacu pada 

p rotokol  terka it  Special Treatment on Rice and Sugar. Berdasa rka n protokol tersebut , 

1 Tariff Rate Quotas ada lah  a lat kebija ka n perdagangan yang d igunakan untuk me l ind ungi komoditas da l am negeri 
yang d iprodu ksi atau produ k  dari impor  kompetitif. Li hat J. Womach, Report for Congress : Agricu lture :  A Glossa ry of 
Terms, Programs, and  Laws, 2005 Ed it ion, Congress iona l  Research Service. 
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nega ra a nggota dapat memi nta pe nga ba ia n ata s pe l a ksa naa n jadwa l l i bera l i sas i  pada 

dua komod itas tersebut .  pe ngaba ia n ha rus  d iberika n a lasa n de nga n tetap mem ber ika n 

moca l itas i nd i katif terka it pe nu ru na n  ta rif. Se l a i n  itu d i sya ratka n me nu nju ka n i nformas i  

te nta ng data impor  produ k  bersa ngkuta n da l am t iga tah u n tera kh i r.2 

Da l am per ja njian  ATIGA terda pat beberapa pe nje lasa n terkait sektor U M KM 

d ia nta ra nya; 

1 .  Art ic le 3 9  (2b ) Sub-Comm ittee on Ru les  of Origi n (ATI GA ) 

Reviewing, as and when necessary, this Chapter to provide appropriate 

recommendations with the view to enhancing this Chapter to make it responsive 

to the dynamic changes in the regional and global production processes so as to 

facilitate trade and investment among Member States, promote a regional 

production network, encourage the development of Small and Medium 
Enterprises (SMEs) and narrowing the development gaps; 

Pada a rt ike l  39 tersebut ATIGA berkomitme n mempromos ika n  ja ri ngan 

prod u ks i  regio na l  denga n me ndoro ng pe ngemba ngan usaha keci l da n me ne nga h da l am 

mem persemp it kese nja nga n pem ba ngu na n. U M KM d idoro ng u ntu k da pat 

mema nfaatka n peratu ra n RoO da l am ATIGA da n me ngeta hu i  berbaga i peratu ra n 

terkait sertifi kas i  origin. 

2 .  Cha pter 5 Trade Facilitation da l am Art ic le 45  ( 1 ) Work Progra mme o n  Trade 

Fac i l itatio n a nd its  Ob jectives (ATIGA ) ;  

Member States shall develop and implement a comprehensive ASEAN Trade 

Facilitation Work Programme, which sets out all concrete actions and measures 

with clear targets and timelines of implementation necessary for creating a 

consistent, transparent, and predictable environment for international trade 

transactions that increases trading opportunities and help businesses, including 

small and medium sized enterprises (SMEs}, to save time and reduce costs. 

Seda ngka n pada Chapter 5 me negaska n bahwa nega ra - nega ra ya ng 

me nyepa kati ATIGA ha rus me ngemba ngka n da n me nerapka n ASEAN Trade Facilitation 

Work Programme seca ra komprehe nsif de nga n me neta pka n ta rget da n batas wa ktu 

pe laksa naa n ya ng je las .  Se l a i n itu d iper l u ka n l i ngku nga n ya ng ko nsiste n, tra nspa ra n 

da n da pat me ni ngkatka n tra nsa ksi perdaganga n i nter nas io na l  da n juga memba ntu 

sektor usaha  keci l d an me ne nga h u ntuk  me nghemat wa ktu serta me ngura ngi  b iaya 

terte ntu .  ASEAN Trade Facilitation Work Programme berdasa rka n AEC B l uepri nt 

d itu ju ka n u ntuk  me nyederha na ka n, harmo nisasi  da n juga sta nda risas i  proses da n 

prosedu r  a rus  perdaga nga n terka it .  

2 Protocol To Provide Specia l Consideration For Rice And Sugar 2007. 
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ASEAN - CHINA FTA {ACFTA) 

Pada November 2002, ASEAN dan  Ch ina  menandatangi the Framework 

Agreement on ASEAN-China Comprehensive Economic Cooperation ya ng menandakan  

semak in  kokohnya kerjasama ekonomi a nta ra ASEAN dan  Ch i na .  Seda ngka n  ASEAN 

China Free Trade Agreement (ACFTA) mu la i  ber laku pada ta h u n  2010. Da l a m  kera ngka 

kerjasama tersebut terda pat skema Early Harvest Program ( E H P) da l am b idang 

kerjasama perta n i an  dan  i ndustri a l , E H P  d i setuj u i  u ntuk  d i imp lementas ikan pada tah u n  

2004-2006. Perjanj i an  mengena i  skema d isebutkan d a l a m  the Framework Agreement 

on ASEAN-China Comprehensive Economic Cooperation, article 3, Tariff Reduction and 

Elimition; 

The tariff lines which are subject to the tariff reduction or elimination programme 

under this Agreement shall include all tariff lines not covered by Early Harvest 

Programme under Article 6 of the Framework Agreement, and such tariff lines shall 

be categorised for tariff reduction and elimination as follows : 

a) Normal Track: Tariff lines placed in the Normal Track by each Party on its own 

accord shall have respective applied MFN tariff rates gradually reduced and 

eliminated in accordance with the modalities set out in Annex 1 of this 

Agreement with the objective of achieving the targets prescribed in the 

thersholds therein. 

b) Sensitive Track : Tariff lines placed in the Sensitive Track by each Party on its 

own accord shall have their respective applied MFN tariff rates reduced or 

eliminated in accordance with the modalities set out Annex 2 of this 

Agreement. 

Da lam kera ngka perjanj i an  ACFTA t idak  d ije laskan seca ra mendeta i l  mengena i  

imp lementasi  E H P, d ije laskan p rodu k  yang  masuk  da l am kategori E H P  t idak  masuk  

da l am kategori Normal Track ata u p u n  Sensitive Track. Namu n  terda pat ketentuan  

khusus  u ntu k p rodu k  ya ng mas u k  da l am EHP .  Denga n d i setuj u i  perjanj i an  ACFTA, 

negara anggota ASEAN dan  Ch ina  aka n  mengura ngi hambata n ta rif dan  non -ta rif seca ra 

berta hap. Da lam perjanj i an  i n i  j uga menga komod i r  ada nya p rod u k  ya ng d ia ngga p 

sens itif seh i ngga ta rif a ka n  d i ku ra ngi  sebesa r 0-5% pada 2018.3 Ber ikut ada l ah  prod u k­

p rodu k  ya ng berada da lam skema Early Harvest Program ( E H P ) :  

3 Jun Yang d a n  Chun l a i  Chen, "The Economic Impact o f  the ASEAN-Ch ina  Free Trade Area : A computationa l  ana lysis 
with spec ia l  emphas is on  agr icu ltu re", p .  372-377. 
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Tabel l. Produk-produ k  skema Early Harvest Program ( E H P) 

Bab Deskripsi 

1 Hewan h i dup  

2 Dagi ng 

3 l kan  

4 Prod uk  ya ng terbuat dari susu 

5 Produ k  dari hewan 

6 Pohon h idup  

7 Sayur  yang dapat d imakan 

8 Buah  dan  kacang yang da pat d imakan 

Sumber : ASEAN-Ch ina  FTA Framework Agreement {2002) 

Wa laupun  sudah  d iatur  terda pat Ba b 1-8 mengena i  ha rmon i sas i  ta r if d a l a m  

kategori E H P, nega ra a nggota ASEAN dan  C h i n a  dapat meminta u n t u k  p rod u k  

perta n i an  tertentu d i masukka n d a l a m  Exclusion List. N a m u n  terda pat j uga p rod u k  ya ng 

masuk da l am  E H P  n a m u n  d i setuj u i  ked ua  be lah p i hak  u ntuk  t idak d ija l a n ka n .4 

Di l a i n  p i hak, d i l u a r  ke rjasa ma ACF TA ked ua be lah  p i hak  ba i k  ASEAN dan  Ch ina  

mem i l i k i p rodu k-prod u k  ya ng d i a ngga p sens it if. Bagi ASEAN sens it if p rod u k  mas ing ­

mas ing negara d iatu r  da l am Protocol on the Special Arrangement for Sensitive and 

Highly Sensitive Products . da l am protoko l tersebut d ije laska n  seca ra deta i l  tenggat 

wa ktu mas i ng-mas ing nega ra h a rus  mengura ngi h a m bata n ta rif sekita r 0-5%. U ntuk  

nega ra ASEAN +6 tenggat wa ktu nya pa l i ng l a m bat 1 J anua ry 2010, seda ngka n bagi 

negara Ka m boja,  Laos, Myn m a r  dan Vietnam pa l i ng l a m bat sa mpa i  denga n  1 J anua ri 

2015.  

Di p ihak la in  Ch ina j uga mem i l i ki p rod u k  perta n i an  sens itif ya ng d i kategor ikan 

da l am TR Q ta be l  sebaga i  ber i kut : 

44 Tham Siew Yea dan Andrew Kam j ia  Vi, "Re-examining the Impact of ACFTA on ASEAN's Exports of Manufactured 

Goods to China", Asian Economic  Papers 13 :3 ,  p.66 
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Ga mbar  2 .  Prod u k-prod u k  pertan i an  Ch ina  ya ng d i kategori ka n  da l am TRQ 

Share o f  SOE (lli) Quotas by year 

2002 Terminating year 2002 2003 2004 2005 

Wheat 90 90 8.468 9.052 9.636 

Corn 71 60 5.850 6.525 7.200 

Rice 50 50 1.995 2.328 2.660 

Soybean oil 42 10 2.518 2.818 3.118 3.587 

Palm oil 42 10 2.400 2.600 2.700 3.168 

Rape-seed oil 42 10 0.879 1.019 1.127 1.243 

Sugar 70 70 1.764 1.852 1.945 

Wool n.a. n.a. 0.265 0.276 0.287 

Cotton 33 33 0.819 0.856 0.894 

In-quota tariff Out-of-quota tariff 

2002 2003 2004 2005 

Sumber : World Trade  Wheat 71 68 65 

Corn 71 68 65 Organ ization, 2001. 
Rice 1 74 71 65 Access ion of the 
Soybean oil 9 75 71.7 68.3 65 

People's Repub l i c  of 
Palm oil 9 75 71.7 68.3 65 

Rape-seed oil 9 75 71.7 68.3 65 China,  yang d itetapkan 
Sugar 20 90 72 50 pada 10 November 
Wool 38 38 38 2001, World Trade 
Cotton 54.4 47.2 40 

Organ ization, Geneva. 

Dengan d i setuj u i nya skema E H P, maka ASEAN dan  Ch ina  berkomitmen u ntuk 

men u ru n ka n  ta rif sa mpa i  dengan 0% sebe l u m  1 J a n u a ri 2006 u ntuk prod u k-prod u k  

pertan i an  ya ng sudah  d isepa kati d a l a m  skema E H P .  Da l am perjanj i an  ACFTA, berfokus 

mengena i  perdaganga n barang a nta ra ASEAN dan China,  seh i ngga da l am The 

Framework Agreement on ASEAN-China Comprehensive Economic Cooperation t ida k 

d ite m u ka n  pasa l yang membahas  mengena i  Usaha M ikro Kec i l  Menenga h ( U M KM ) .  

ASEAN - KOREA FT A (AKFT A) 

Pada ta h u n  2005, ASEAN dan  Korea menandata nga n i  perj anj i an  kerjasa ma 

ekonomi  yang d isebut Agreement on Comprehensive Economic Cooperation ya ng 

merupaka n  kera ngka perjanj i an  a nta ra ASEAN dan Korea . Da l am kesem pata n ya ng 

sama ASEAN dan Korea juga mena ndata nga n i  4 (em pat) perjanj i an  la in ya ng berfu ngsi 

sebaga i l a ndasa n  h u kum bagi terwujud nya kerjasama ekonomi  ASEAN-Korea Free 

Trade Area (AKFTA) .  Terda pat tiga perjanj ian  utama d ibawa h AKFTA ya kn i : 

1 )  The ASEAN-Korea Trade in Goods Agreement ya ng mu l a i  berl a ku pada J u n i  

2007 . 

2 )  The ASEAN-Korea Trade in Services Agreement ya ng m u la i  ber laku pada Me i  

2009 . 

3) The ASEAN-Korea Investment Agreement ya ng mu l a i  ber la ku pada J u n i  2009 . 
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AKF TA merupaka n  kesepa kata n a nta ra nega ra a nggota ASEAN dengan Korea 

ya ng bertu juan  u ntuk  mencapa i  kawasa n perdaga nga n bebas ya ng mengh i l a ngka n atau 

mengurang i  ham bata n perdaga nga n ba rang  ba i k  ta rif m a u p u n  non tariff, pen ingkatan 

a kses pasa r jasa, peraturan dan ketentua n  investas i ,  serta men ingkatka n ker jasa ma 

ekonomi  u ntu k men i ngkatka n perekonomian  ked ua  be l a h  p i hak. 

Ker jasa ma ASEAN dan  Korea d a l a m  Framework Agreement on Comprehensive 

Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the 

Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea d i ja ba rka n mengena i  

a rea kerjasa ma a nta ra ked ua  p i hak  tersebut .  Da l a m  Chapter 3, Article 3.1 scope and 

implementation of cooperation d ij abarka n ba hwa sma l l  a nd  med i u m  enterpr ises dan  

agriculture, fisheries, livestock, plantation commodities and forestry masuk  da l am 

ra nah  kerjasa ma ekonomi  a nta ra ked ua be l ah  p i hak  ASEAN dan  Korea . Seca ra l eb ih  

mendeta i l  d a l am Annex of the Framework Agreement on  Comprehensive Economic 

Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of 

Southeast Asian Nations and the Republic of Korea, d i je laska n  seca ra mendeta i l  

mengena i  ke r jasa ma U M KM ata u yang d isebut dengan Small and Medium Enterprises 

da l am Article 3, sebaga i ber i kut : 

The Parties, recognizing the fundamental role of small and medium enterprises 

(hereinafter referred to as "SMEs") in maintaining the dynamism of their respective 

national economies, shall cooperate in promoting close cooperation among SMES 

as well as the relevant agencies of the Parties. Such cooperation shall include : 

a) Establishing networking opportunities for SMEs of the Parties to facilitate 

collaboration and/or sharing of best practices, such as in the field of 

management skill development, technology transfers, product quality 

improvements, supply-chain linkages, information technology, access to 

financing as well as technical assistance; 

b) Facilitating the investment flows by Korean SMEs in the ASEAN Member 

Countries, and vice versa; and 

c) Encouraging their relevant agencies to discuss, cooperate and share 

information and experiences in the development of SMEs policy and 

programmes. 

Sed angka n ker jasama b idang perta n i an  d ibahas  da l am Article 9 Agriculture, 

Fisheries, Livestock, Plantation Commodities and Forestry : 

The Parties, recognising that there remain opportunies for collaboration and 

technical cooperation in agriculture, fisheries, livestock, plantation commodities and 
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5 1 b id .  

forestry, including the field of ecosystem agroforestry and ecotourism, shall establish 

cooperation for mutual benefits of the Parties. 

1. The areas of cooperation shall include, but not limited to : 

a) Information exchange; 

b) Capacity building and human resource and development; 

c) Joint research and development; and 

d) Technical assistance in sustainable development. 

2. The forms of cooperation shall be : 

a) Promoting exchange of information and sharing experiences related to 

the areas described in paragraph 1 including new technologies; 

b) Promoting joint research projects; 

c) Exchanging experts; 

d) Providing technical assistance including post-harvest; 

e) Conducting seminars, training and workshop; 

f) Encouraging study visits to farms and related productions centers; 

g) Strengthening technology, capacity and know-how of laboratory; and 

h) Cooperating in other fields as may be identifies and mutually agreed 

upon by the Parties. 

Seca ra umum d i  b idang perdaga nga n bara ng AKFTA mengadopsi  pr ins ip  

Reciprocal Arrangements dan  Rules of Origin (ROO) .  Seda ngka n  u ntuk  skema 

l i bera l isas i  ba rang da lam AKFTA, d i bagi keda lam dua  kategori, ya ng pertama ada l ah  

Normal Track ( NT) ya ng d imu l a i  imp lementas inya pada  1 Ju l i  2006-2010 dan  Sensitive 

Track (ST) ya ng d imu l a i  implementasi nya pada 1 J anua ri 2012-2016.  Di b idang 

perdaganga n barang kerjasama in i  mengadopsi  konsep Reciprocal Arrangements dan 

Rules of Origin ( RoO) .  

U ntuk  p rod u k  ya ng masuk  da l am kategori NT merupa ka n  prod u k  ya ng 

d i percepat proses pen u ru n a n  ataupun  penghapusan ta rif bea masu knya dengan 

ha rapan  akan men ingkatka n vo l ume perdaga nga n  a nta ra ASEAN dan Korea . U ntuk  

I ndonesia menda patka n batas wa ktu men imp lementas ikan NT h i ngga ta h u n  2012 .  

Komitmen bag i  penu runan  ta rif Norma l Track bag i  ASEAN6 ada lah sebagai beri kut 5: 
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6 1 bid 

ASEAN6 ( I ndonesia ,  M a laysia, S inga p u ra,  Tha i l a nd, Ph i l i pp ina ,  Bru ne i ) ;  

1 .  Aka n menurunka n  0% pos ta rifnya menjad i  0-5% pa l i ng  l ambat pada 1 J anua ri 

2007.  

2 .  Aka n menghapuska n  pa l i ng sed i kit 90% pos ta rifnya menjad i  0% se lam bat­

l am batnya pada 1 J anua ri 2009. 

3. Aka n menghapuska n se l u ru h  pos ta rifnya menjad i  0% pa l i ng  l ambat 1 J anua ri 

2010 denga n  fleks ib i l itas maks i m u m  5% pos ta riff d i hapus  menjad i  0% pa l i ng 

l am bat 1 J anua ri 2012 .  

4. Aka n menghapus  se l u ru h  pos ta rif 0% pa l i ng l am bat 1 J a n uar i  2012.  

Sedangka n  u ntuk  Korea; 

1. Aka n menghapus pa l i ng sed i kit 70% pos ta rifnya menjad i  0% pada saat 

perjanj i an  te l ah  d isepakati u ntu k d i l a ksanaka n .  

2 .  Aka n menghapus  pa l i ng sed i kit sekita r 9 5 %  pos ta rifnya menjad i  0 %  pa l i ng 

l am bat 1 J anua ri 2008 . 

3 .  Akan menghapus  se l u ru h  pos ta riff menjad i  0 %  pa l i ng l am  bat 1 J anua ri 2010. 

Sedangka n u ntuk  Sensitive Track (ST) merupakan p rod u k  ya ng d i a nggap sens itif 

a ka n  a ka n  d itu ru n ka n  ta rifnya leb ih  l ambat da ri kategori Normal Track ( NT) . Kategori 

da l am ST mas ih  d i bagi keda l am 2 skema yakn i 6: 

i )  Sensitive List (SL) 

• Se lam bat- lambatnya pada 1 J anua ri 2012 para p ihak  a kan  men u ru n kan  tarif 

M FN menjad i  20%. 

• Se lam bat- l ambatnya pada 1 J anua ry 2016 ta rif SL  a ka n  d itu ru n ka n  seca ra 

bertahap  menjad i  0-5%. 

i i ) Highly Sensitive List (HSL) denga n  batas maks im u m  200 pos ta rif (HS 6-d igit) atau 

sekita r 3% dari kese l u ruhan  post a rid (berdasa rka n HS d igit ya ng d ip i l i h )  dan  sekita r 

3% dari tota l i m por masing-mas ing negara a nggota ASEAN dari Korea dan  ber la ku 

seba l i knya berdasa rkan berdasarkan statist ik  perdagangan tah u n  2004. 
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HSL mas ih  d i ke lom pokka n  da l am da l am 5 group  seperti yang da pat d i l i hat 

da l am Ta be l  ber ikut i n i : 

Ta be l  2 .  Pembag ian group  p rod u k  Highly Sensitive List 

Group Keterangan 

G roup  A 

G roup  B 

G roup  C 

G roup  D 

G roup E 

Produ k  dengan ta rif d iatas 50% dan  a ka n  menjad i  50% pada 1 J anuari 

2016.  

Prod u k  yang pada 1 J anua ri 2016 a kan  menga l am i  penurunan  ta rif 

sebesa r 20%. 

Produ k  yang pada 1 J anua ri 2016 a kan  menga l am i  penu runan  ta rif 

sebesa r 50%. 

Tariff Rate Quota (TRQ) 

Excl us ion List. Tidak  terda pat penurunan  ta rif da l am kategori i n i, 

seh i ngga akan berl aku  ta rif M FN, denga n  maks im u m  40 pas ta rif (HS  

6-d igit ) .  

* U ntuk  produ k-prod u k  HSL I ndones ia berada pada group  A,  B dan  E .  

ASEAN - IN DIA FTA (AI FTA) 

Pertu m b u h a n  ekonomi  I n d ia ya ng begitu pesat berada  pada a ngka 7,3% d i  

ta h u n  2015 .  Se l a i n  itu I n d ia merupaka n  m itra daga ng ketuj u h  te rbesa r bagi ASEAN . 

Pada Oktober  2003, Pa ra Kepa la  Nega ra/Pemeri nta h ASEAN dan  I nd i a  te l ah  

menandatanga n i  Framework Agreement on  Comprehensive Economic Cooperation 

between ASEAN and India . Peru nd i nga n ASEAN - I nd i a  F TA sem pat terhent i  kem ud i an  

perund i nga n perdaga nga n ba ra ng se lesa i  pada bu l an  Agustus  2008 yang 

d ita ndata nga n i  pada Perte m u a n  ke-41 Ti ngkat Menteri  E konomi  ASEAN pada 13 

Agustus 2009 di Bangkok.  

Ti ngkat l i bera l i sas i  perdaga ngan ba ra ng da l am AI F TA tid a k  seti nggi l i bera l i sas i  

perdaga nga n barang  ya ng te l a h  d ica pa i  da l am ASEAN denga n  m itra F TA l a i n nya . Terkait 

sektor perta n i an ,  A I F TA t idak  te rl a l u  ba nya k menje laska n d a l a m  chapter tertentu . 

N a m u n, A I F TA mengakomodas i  me la l u i  pengu ra ngan ta rif ya ng te l ah  d i  atu r d a l a m : 
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Ta bel  3 .  Schedule Pengu ra nga n Ta riff AI FTA 

I n d ia ,  S i ngapu ra, I n d ia ,  Ka mboja, La os, 

Kategori P as Ta rif Bru n e i, I n d ones ia ,  I nd i a  & Fil ip i na  Mya n m a r  & Vietn a m  

Malays ia  & Tha ila n d  (CLMV) 

Normal 0% pada ta h u n  
I nd i a  : 0% pada tah u n  2013 . 

Track 1 71% 0% pada ta h u n  2013 
2018 

CM LV : 0% pada ta h u n  
2018 

Normal 0% pada ta h u n  
I nd i a  : 0 %  pada ta h u n  2016.  

Track 2 
9% 0% pada ta h u n  2016 

2019 
CM LV : 0% pada ta h u n  
202 1 

Tidak  l eb ih  d a ri 
I n d ia : Tidak  leb ih  d a ri 5% 

Tida k  leb ih  d a ri 5% 
5% pada ta h u n  

pada ta h u n  2016.  C LMV : 
pada ta h u n  2016 Tidak  l eb ih  da ri 5% pada 

2019 
ta h u n  202 1 .  

Pengha pusan bea 
masuk  (4% p as ta rif 
d a l a m  ST) pada ta h u n  
2019 

Sensitive 
10% Penghapusan  

Track 
Sta ndsti l l ,  ya itu 50 p as bea masuk  (4% Penghapusan  bea masuk  

ta rif pada  ti ngkat 5%.  pos  ta rif d a l a m  (4% pos tar if da l am ST ) 

Se leb ih nya a ka n  S T) p a d a  ta h u n  pada tah u n  2022 

d itu ru n ka n  menjad i  2024 

4 ,5% pada saat Entry 
i nto Force dan  akan  
menjad i  4% pada 
ta h u n  2016 .  

Pen u ru n a n  bea 
Pen urunan  bea masuk  masuk  da ri 

Highly d a ri 25% - 50% pada 25% - 50% Pen u ru n a n  bea masuk  da ri 
Sensitive - 3 1  Desem ber  2019 pada 3 1  25% pada 31  Desember 

Track u ntu k I ndones ia ,  Desember 2024 u ntuk  CM LV 
Ma l aysia & Tha i l and  2022 u ntu k 

F i l i p i na  

Special Pen urunan  bea masuk  37 ,5% u ntuk  m inya k sawit menta h,  50% u ntu k 
-

Products l ada  & 45% sisa nya pada 3 1  Desem ber  2019 

Exclusion terd ir i  da ri 489 p as ta riff da l am 6 d igit dan  menca ku p 5% n i l a i  i m por  
-

List perdaganga n .  
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Komod itas CPO dan  l ada  menjad i  dua  komod itas ya ng d igo longka n da l am 

Special Products dengan penurunan  bea  masuk  ya ng berbeda .  P rod u k-prod u k  

perta n i an  l a i n nya ya ng men i kmat i  ta rif 0 %  d ia nta ra nya da ri b inatang h i dup, dag ing 

hewa n,  kaca ng mede, p rod u k  per ika n a n, susu ,  mentega, te l u r,p rod uk hewa n i ,  pohon 

h i d u p  dan bu nga potong, sayu ra n,  buah-buahan ,  kopi ,  teh, rem pah,  b ij i -b ij i an ,  geta h­

geta h a n, ka ret, l emak  dan m i nya k nabati ,  p rod u k  daging dan i ka n, gu l a  dan kembang 

gu l a, coklat, d a n  sebaga i nya . Da l a m  perjanj i an  AI FTA t idak  terda pat peraturan spesifi k 

terkait U M KM .  

ASEAN - AUSTRALIA & NEW ZEALAND FTA (AANZFTA) 

ASEAN AUSTRALIA & N EW ZEALAN D FTA (AANZ-FTA ) menjad i  FTA reg iona l  ya ng 

bers ifat kom p rehens if ya ng menggu nakan  po la  single undertaking ya itu h a m p i r  set iap 

item d a ri negos ias i  merupakan bagi an  pa ket seca ra kese l u ru h a n  dan  t idak  da pat 

d isepa kati seca ra terp isa h .  La ngka h awa l pem bentuka n  AANZFTA denga n d i sepa kati nya 

Jo i nt Dec l a rat ion of the Leaders ASEAN -Austra l ia and  New Zea l and  Com memorative 

S u m m it pada tangga l 30 Nove m ber  2004 di Vient iane, Laos ya ng di da l am nya tertuang 

Gu id i ng Pri nc ip les for Negotiat ion on  ASEAN -Austra l i a  and  New Zea l and  Free Trade 

Area . P roses negos ias i  AANZ-F TA d i m u l a i  pada tah u n  2005, sete lah  me la l u i  15 puta ra n 

peru n d i ngan,  persetuj uan  AANZ-F TA d ise lesa i ka n  pada bu l an  Ag ustus  2008 dan  

d ita ndatanga n i  o leh  pa ra Menteri  E konomi  ASEAN, Austra l i a  dan  N ew Zea l and  pada  

ta ngga l 27 Februa ri 2009 d i  H u a  H i n , Tha i la nd .  Tu jua n  AANZ-FTA d i a nta ra nya perta ma,  

mem perkuat dan men i ngkatka n ker jasama ekonomi, perdaganga n bara ng, 

perdaga nga n ja sa d a n  i nvestas i  a nta ra nega ra-nega ra anggota . Ked ua,  l i be ra l i as i  

perdaga nga n seca ra p rogresif dan menc ipta ka n suatu s istem ya ng tra nspara n  dan 

u ntuk  mempermudah  i nvestas i .  Ketiga, men i ngkatka n ker jasa ma da l am b ida ng-b idang  

ba ru a nta ra nega ra-nega ra a nggota . 

Pe rsetu juan  AANZFTA terd i ri da ri 18 Bab, 212  Pasa l dan  4 La mp i ran ,  ya ng 

menca k u p :  Perdaga ngan Ba ra ng, Jasa,  lnvestasi ,  Rules of Origins ( RoO ), Customs, 

Sanitary And Phytosanitary Measures {SPS ) ,  Technical Barriers to Trade (TBT ), 

Safeguard Measure, H a k  Kekayaa n  lnte lektua l ,  Kebijakan  Persa i ngan,  Movement Of 

Natural Persons ( M N P ), Ke rjasa ma E konomi, Dispute Settlement Mechanism ( DSM ) dan  
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£-commerce. ASEAN Austra l i a -New Zea l and  FTA da l am Chapter 8 menje laska n  tenta ng 

Safeguards Measure. Peraturan terka it  pem batasa n i m por  tentu sangat sens it if bagi  

nega ra-nega ra berkembang  ya ng mayoritas menga nda l ka n  sektor perta n i a n  sebaga i 

komod itas uta m a .  Cha pter 8 d a l a m  AANZFTA khusus  denga n  pertan ia n  mas ih  mengacu 

dengan Art ic le 5 Agreement on Agr icu ltu re Annex 1 .  Seda ngka n mengena i  Safeguards 

seca ra kese l u ru h a n  mengacu d i bawa h Artic le XIX GATT 1994 dan  Safeguards 

Agreement WTO. 

Tida k  terda pat peratura n  ata u pembahasa n  Sektor U M KM da l am agreement 

AANZFTA da l am chapter ya ng spes ifi k .  Ha nya terda pat sa l ah  satu bagi an  da l am Cha pter 

10 Electronic Commerce da l am Art ic les 9 1 (b )  Cooperation on Electronic Commerce 

ya ng mend u ku ng U M KM ya ng terka it dengan e-commerce; 

Assisting small and medium enterprises to overcame obstacles encountered in 

the use of electronic commerce; 

Ka l imat da l am pasa l tersebut ha nya menegaska n bahwa p ihak-p i hak  ya ng 

mena ndata nga n i  perjanj i a n  AANZFTA a ka n  membantu U M KM da l am mengatas i  

kenda l a  da lam e-commerce. Se l a i n  i tu  terda pat kom itmen Austra l i a  dan  New Zea l and  

da l am mem ber ika n  Technical Assistance to Small and Medium Enterprises {SME's) in 

the Indonesian Fisheries Sector. Se leb ih nya tidak  terda pat pasa l spes ifi k te rka it 

d u ku ngan ata u isu U M KM ya ng d i a ngkat da l am perj anj i an  i n i .  

Da l am perjanj i an  terkait perdaga nga n barang kh ususnya sektor perta n ian ,  

AANZFTA menyepa kati pen u ru nan  ata u penghapusan ta rif sebaga i ber i kut ; 

a. Normal Track ( NT) 

90% dari Pos Ta rif ya ng berj u m lah  + 10 .000 pos ta rif. P rod u k  ya ng termasu k 

da l am NT a nta ra l a i n :  b i nata ng h idup  dan  buah -buahan, daging, ikan,  susu,  

mentega, keju ,  te l u r, sayuran ,  buah -buahan ,  p rod u k  perta n ian ,  agro dan  k im ia,  

barang-barang fa rmasi ,  ku l it, p rod u k  ku l it, kayu, kertas, dan sebaga inya .  
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Ta bel 4 .  Jadwa l  pen urunan  I penghapusan ta rif AANZFTA 

Tingkat tarif bea Tahun 

masuk (X%) 
2008 2009 2010 2011 

X <:: 20 20 15 10 7 

15 :5 X <  20 1 10 7 5 

10 :5 X <  15 1 7 5 3 

5 < X <  10 5 5 3 0 

X :5 5  teta p 0 0 0 

X = Ti ngkat Ta rif App l ied MFN  2005 

*5% pos ta rif d i ha pus pa l i ng l ambat pada ta h u n  2015 

b. Sensitive Track (ST) 10% Ta rif 

2012 

5 

3 

0 

0 

0 

2013 

0 

0 

0 

0 

90% d a ri Pos Ta rif ya ng berj u m l ah  + 10 .000 pos ta rif .  P rod u k  ya ng termasuk  

da l am NT a nta ra l a i n :  b i natang h id u p  dan  buah-buahan ,  dagi ng, i kan ,  susu,  

mentega, keju ,  te l u r, sayu ra n,  buah-buahan ,  p rod u k  perta n ian ,  agro dan  k imia ,  

ba ra ng-ba ra ng fa rmas i ,  ku l it, p rod u k  ku l it, kayu,  kertas, dan  sebaga inya .  

c .  ST1 (Sensitive List) :  6% da ri pos ta rif, denga n  j u m l a h  pos ta rif sekita r 1 .000, 

d i a nta ra nya ada l ah  beef & dairy product, dan  jadwa l  penurunan  ta rif sebagai  

ber ikut :  

Tingkat tarif 

bea masuk (X%) 

. . - . . . . - . . - . 

Jadwal Penurunan/Penghapusan Tarif 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020* *  

X �30 30 30 20 18 15 13 10 8 0-5 0 
B i nd i ngs 

20 �X �30 20 20 18 15 13  10  8 0-5 0-5 0 

15 �X �20 Tarif B ind ing Pada Tingkat 15 13 10 8 0-5 0-5 0-5 0 

10 �X �15 App l ied M F N  10 10 8 0-5 0-5 0-5 0-5 0 

5 �X �10 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0 

X = Tingkat Tarif Ap l l ied M F N  2005 

* *  = I ndones ia dan  Ph i l i p ina  tetap memperta hankan  t i ngkat ta rif 0-5 % 

Batasan :  Penu runan  ta rif menjad i  0-5% mengikut i :  

Tahun  2016 sebanya k  2% 

Tahun  2017 sebanya k  4% 

Tah u n  2018 sebanyak 6% 
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d. ST2 (Highly Sensitive List): 4% da ri pos tar if, dengan j u m l a h  pos ta rif sekita r 400, 

termasuk  di da l amnya Exclusion pa l i ng  ba nya k 1% pos ta rif. 

Mod a l itas u ntuk  pen urunan  ta rif terga ntung pada negos ias i  b i l atera l ked ua  nega ra . H a l  

i n i  termasuk  ja ngka wa ktu pen u run a n  tar iff dan  t ingkat ta rif a kh i r . Exclusion t idak 

bo leh me leb ih i  1% d a ri pos  ta rif nas iona l .  

2. FTA/PTA Bilateral I ndonesia 

Se l a i n  FTA/PTA d a l a m  fora reg iona l ,  I n dones ia  j uga mem i l i ki FTA/PTA da l am 

l i ngku p  kerjasa ma b i l atera l .  J epang  dan  Pa kistan meru pa ka n  dua  nega ra ya ng mem i l i ki 

h u b u ngan FTA/PTA de�ga n I ndones ia . I ndones ia  mem i l i ki kepenti nga n terhadap  

Jepang terkait prod u k  ekspor dan  impor  non migas .  M e n u rut BPS  ta h u n  2014, Ekspor 

Nonm igas I ndones ia  ke Jepang berada pada u ruta n ketiga sete l ah  C ina dan Amer ika 

Seri kat yaitu $ 14.565 j uta . Seda ngka n l m por  nonm igas d a ri Jepang pada ta h u n  ya ng 

sama menem pati u rutan ked ua  sete l ah  Ci na  denga n $ 16 .938 j uta . Seda ngkan ,  Pa kista n 

menjad i  sa l ah  satu tujuan  ekspor CPO dari I n dones ia . Ha nya saja ekspor CPO I n dones ia 

ke Pa kista n menga l am i  pen u ru n a n  d a ri $552 j uta pada ta h u n  2007 menjad i  $91,2 J uta 

di ta h u n  2010 (Joint Press Release, Kemendag ) .  Seh i ngga sa l a h  u ntu k mencapa i  

kepenti nga n I ndones ia  terkait ha l  tersebut d i l a ku ka n  me la l u i  fora peru n d i nga n 

b i l atera l ya ng se l anjutnya menjad i  Indonesia Japan Economic Partnership ( IJ E PA) 

Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement ( I P PTA) .  

Indonesia Japan EPA (IJ EPA) 

Pada ta ngga l 20 Agustus 2007, pres iden Sus i lo  Ba m bang Yudhoyono dan  

Perdana  Menteri Sh i njo Abe  menandata nga n i  perj anj i an  kerjasama Ekonomi  b i l atera l 

ya ng d i sebut sebaga i lndonesia-Jepang Economic Partnership Agreement ( IJ E PA) . 

Perjanj i an  IJ EPA send i r i a ka n  m u l a i  berl a ku pada J u l i  2008 . Da l am h a l  perdaga nga n 

barang ba ik  ekspor dan  i m por, Jepang merupakan sa l a h  satu pa rtner  pent ing bagi 

I ndones ia .  Men u rut Bada n  Pusat Stat ist ik  ( BPS) I ndones ia ,  ekspor I ndones ia  dengan 

Jepang menca pa i  19 .06% dan i m por  sekitar  13 .07% pada ta h u n  2004.  Seda ngka n 

men u rut Menteri Keuanga n Jepa ng, n i l a i  ekspor Jepang ke I ndones ia sekita r 1 .60% dan  

4. 1 1% untuk  n i l a i  i m pornya pada  tah u n  2004.7  

7 Jo int Study G roup Report, "Japan- I ndones ia Economic Partnersh ip  Agreement", Mei  2005, p .  3 ,  D i unduh  dar i  
<http://www. mofa .go . jp/region/asia -paci/indonesia/summ it0506/jo i nt-3-2.pdf>, pad a 20 Apr i l  2016. 
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Perj anj i an  I J EPA se la i n  d iatu r seca ra u m u m  da l am "Agreement Between Japan 

and The Republic of Indonesia for An Economic Partnership" j uga d iatur  

imp lementas inya da lam perj anj i an  tersp isa h  ya ng d isebut "Implementing Agreement 

Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Japan 

Pursuant to Article 13 of The Agreement Between The Republic of Indonesia and Japan 

for an Economic Partnership", d a l a m  perjaj i an  i m p lementas i  d i ba has seca ra l eb ih  

mendeta i l  h a l- ha l  ya ng per l u d iatu r o leh  Pemer intah Jepang dan  I ndonesia . 

Se l a i n  ked ua perjanj i an  ya ng berka ita n denga n J I EPA tersebut  terda pat berbaga i 

perj a nj i an  l a i n  seperti "Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an 

Economic Partnership Operational Procedures referred to in Chapter 2 (Trade in Goods) 

and Chapter 3 (Rules of Origin)", "The Sectors or Matters specified in Annex 4 and in 

Annex 5", d l l .  J I E PA sebaga i sebuah  perjanj i an  internas iona l  kem u d ia n  d i rat ifi kas i  o leh  

pemer intahan  I ndones ia  da lam Peratu ran  P res iden Nomor  36 Ta h u n  2008 tenta ng 

pengesa h a n  Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic 

Partnership-/JEPA . 

Seca ra u m u m, pemer i nta han  I ndones ia  dan  Jepang da l am sektor perta n i an  

sepa kat u ntuk  menghapuska n  ta rif sebag ian besa r d a ri komod iti perta n i a n  se l ama  

kurun  wa ktu  10 tah u n .  Peratu ra n mengena i  imp lementas i  perta n i a n, keh uta nan  da n 

peri ka n a n  d iatur  da l am  "Implementing Agreement Between The Government of The Republic 

of Indonesia and The Government of Japan Pursuant to Article 13 of The Agreement Between 

The Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership", Section 2 Cooperation in the 

Field of Agriculture, Forestry and Fisheries, article 25 mengena i  Basic Principles dan article 26 

mengena i  Areas and Forms of Cooperation. 

Section 2 
Cooperation in the Field of Agriculture, Forestry and Fisheries 

Article 25 

Basic Principles 

Pursuant to Chapter 13 of the Basic Agreement, the Parties, recogmzmg the 

importance of food security, of multifunctionality of agriculture, of sustainable 

development of agriculture, forestry and fisheries, and of fostering the well-being of 

people in rural fisheries, shall cooperate in the field of agriculture, forestry and 

fisheries on the basis of mutual benefit. 
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Article 26 
Areas and Forms of Cooperation 

Pursuant to Article of 135 of the Basic Agreement : 

(i) the areas of cooperation under this Section may include : 

(ii) efficient and sustainable utilization of natural resources; 

(iii) human resources development related to agriculture, forestry and fisheries; 

(iv) development and promotion of technologies related to agriculture, forestry 

and fisheries; 

(v) improvement of market infrastructure, including the gathering and 

dissemination of market information related to agriculture and fisheries; 

(vi) improvement of productivity and quality in the field of agriculture, forestry and 

fisheries; and 

(vii) fostering the well-being of people in rural areas; and . . . .  

Da l am sektor perta n i an, keh uta n a n, dan  per i kanan  ba i k  pemeri nta h Jepang  dan  

I ndones ia  m e m i l i k i bebera pa produ k  perta n i an  ya ng mas ih  d i angga p sens itif. Bagi 

Jepang prod u k  sens itif perta n i an  ada l ah  beras, p rod u k  ya ng terbuat dari bera s, jelly, 

ga n d u m, daging, nanas, p isa ng, pati ,  gu la  serta prod u k  gu la ,  p rod u k  susu,  pane l  kayu, 

tu na,  ca ngka l a ng, p rod u k  per i ka n a n  terka it denga n I� m i nya k, l emak  dan m a kanan  

o l ahan .  Sedangka n bagi I ndones ia  p rod u k  sens itif ya ng d i m a ksud ada l ah  beras, jag u ng, 

kede la i  dan  gu l a .  P rod u k  sens it if da ri ked ua  be lah  p i h ak  d iatu r  da l am  pasa l fleks i b i l itas 

E PA.8 

Berbeda denga n kerja  sa ma Economic Partnership Agreement ( E PA) ya ng 

d i l a ku ka n  Jepang denga n nega ra ASEAN ya ng l a i n .  E PA a nta ra Jepang dan I ndones ia 

mem i l i k i perj anj i an  ta mbahan  mengena i  capacity-building ya ng bertujuan  

men i ngkatka n kema mpuan  tekno logi  I ndones ia ,  mendorong perusahaan  loka l  

I ndones ia  u ntuk  mampu  menembus  pasa r Jepa ng, l eb ih  mem berdayaka n ka pasitas 

Usaha  M i kro, Kec i l  dan Menenga h ( U M KM )  I ndones ia  serta mengem bangka n  kea h l i a n  

tenaga kerj a .  Da l am skema ya ng sa ma d i kemba ngka n pu l a  ke rjasa ma da l am ha l  

bantuan  tekn is  d i berbaga i b i dang  sepert i  man ufa ktu r, energ i ,  perta n ia n, dan  

per i ka n a n .9 Pemer intahan  Jepang j uga akan member ika n  pe lat ih a n  bag i  b i sn i s  d i  

I ndones ia  ya ng mengunaka n  b a h a n  menta h ya ng terbuat da ri Jepa ng, dan  akan  

menda patkan d i spensas i  da lam skema "User Specific Duty Free" yang memu ngki n ka n  

perusahaan  I ndones ia  mendapatka n a kses ba han  menta h da ri Jepa ng . 10 

8 Jo int Study Report, p .7 .  
9 David Adam Stott, "The Japan-Indonesia Economic Partnership : Agreement Between Equals?", The Asia-Pacific 
Journa l  : Japan Focus, Vo l ume 6, Issue 7, Ju ly  2003, p. 4. 
10 Antara, "Implementation of RI-Japan EPA to begin in November", August 3, 2007. 
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Seca ra mendeta i l  perjanj i an  ya ng memba has mengena i  capacity building yang 

d i ber ika n  oleh Jepang terda pat da l am "Implementing Agreement Between The 

Government of The Republic of Indonesia and The Government of Japan Pursuant to 

Article 13 of The Agreement Between The Republic of Indonesia and Japan for an 

Economic- Partnership" Art ic le  15 mengena i  Technical Cooperation sebaga i beri kut : 

The Parties agree that it is in their common interest for the competition authorities 

to work together in technical cooperation activities for capacity building related to 

strengthening of competition policy and implementation of competition law. 

The forms of technical cooperation activities for capacity building referred to in 

paragraph 1 shall be : 

a) Exchange of personnel of the competition authorities for training purposes; 

b) Participation of personnel of the competition authorities as lecturers or 

consultants as training courses on strengthening of competition policy and 

implementation of competition law organized or sponsored by either or both 

competition authorities; 

c) Assistance by the competition authority of a Party to advocacy and 

educational campaign of the competition authority of the other Party for the 

consumers, business sector and related agencies of its Country; and 

d) Other forms to be mutually agreed upon by the competition authorities. 

Indonesia Pakistan Preferential Trade Agreement ( IPPTA) 

Pa kista n merupaka n  pasar  potens ia l  bagi  d iversif i kas i  p rod u k  non m igas 

I ndonesia .  Me l i hat  berbaga i potens i  ya ng d i m i l i k i ked ua  nega ra, I ndones ia - Pa kista n 

_ mem u l a i  peru nd i ngan pada perte m u a n  b i l atera l ya ng d igel a r  d i  se l a -se la  Developing 

Eight ( D-8) Organization for Economic Cooperation Summit, d i  I s l amabad,  Pak ista n .  l su  

ya ng d i a ngkat pada perte m u a n  b i latera l tersebut u paya u ntuk  meng imp lementas ika n 

Preferential Trade Agreement ( PTA) a nta ra I ndones ia  dan  Pa kista n seca ra pen u h  ya ng 

te l a h  d ita ndatanga n i  d i  J a ka rta pada 3 Februa ri 2012.  PTA R I -Pakista n d i ratifi kas i  

I n dones ia  pada 20 Novem ber 2012 me l a l u i  Pe rpres No .  98/2012 dan efekt if berl a ku 

m u l a i  18 J a n u a ri 2013 sete l ah  Peratura n  M enteri  Keua ngan ( P M K) No .  26/2013 

tenta ng ta rif bea masuk d a l a m  ra ngka PTA R I -Pa ki sta n terb it .  

I ndones ia menawa rka n 232 pas tar if  terhadap  Pa kista n denga n ta rif 

p referens ia l .  Sed angka n bea 103 pas tarif l a i nnya dengan penghapusan  bea . Pas ta r if 

tersebut  mencakup  prod u k  ekspor ya ng potens ia l  Pa kista n sepert i  buah-buahan  sega r 

Ueru k ki no) ,  benang katun ,  ka i n  katu n, paka ian  readymade, penggemar, ba rang  

o l a h raga, ba ra ng-barang  ku l it dan  prod u k  i ndustri l a i n nya . Pa kista n menawa rka n 313  

Pusat P2K-OI I 35  



pas tarif dengan tarif preferensial dan 82 pas tarif nol. Tarif tersebut termasuk produk 

kelapa minyak nabati, penganan gula, produk kakao, barang konsumsi, bahan kimia, 

peralatan makan, dapur serta karet, kayu, gelas dan produk  elektronik dari Indonesia. 

Selain itu Pakistan juga menawarkan perlakuan istimewa pada produk minyak sawit 

dari Indonesia. 

Dalam perjanjian ini tidak terdapat peraturan spesifik terkait pertanian maupun 

UMKM selain standarisasi seperti SPS dan juga pengaturan RoO. Hanya saja akan 

bersinggungan dengan sektor pertanian berhubung beberapa pas tarif yang di  

bebaskan maupun dikurangi dari dan menuju pakistan terdapat komoditas pertanian. 

Sehingga perlu di l ihat bagaimana statistik perdagangan terkhusus produk-produk buah 

segar dari Pakistan yang d iberi tarif 0% dan konsesi tarif minyak sawit Indonesia yang 

diberi tarif 15% MOP dari tarif MFN oleh Pakistan. 

Ringkasan FTA/PTA 

Tabel 6.  Karakteristik lntegrasi Ekonomi yang telah di implementasikan oleh Indonesia 

ASEAN Indonesia Indonesia 

Japan Pakistan 

Kategori oCS "0 
Economic Preferential <I: <I: <I: c � � t- � t- � t- � .� ro t-u.. u.. u.. ro <I: u.. Partnership Trade <I: (.!) t- t- t-t- ro u.. ro u.. .� u.. ro <ll t- N i= '-- N z Agreement Agreement u.. c <I: � :..:: <i: .... u.. 

� u � "0 Vl ;: <I: ..c 0 c ::J � (IJEPA) (I PPTA) u :..:: <I: <ll z 

M ulai Berlaku 1992 & 

di Indonesia 2009 2005 2007 2010 2011 2008 2012 
{ATIGA) 

Ukuran 
Pasar 599 1,939 647 726 1,814 625 n.a. 

Tarif Yang 
98.871 97.85 93.63 94.09 92.87 98.96 232 Diturunkan 

Jumlah Pos 
Tarif Yang 
Dihapus 98.871 84.268 82.261 73.205 39.073 88.773 103 
Tarifnya 

Jumlah Pos 
Tarif Dengan 1.1286 2.147 6.3624 5.908 7.121 1.038 97.802 
Tarif MFN 
Tarif Rata-
Rata (Diluar 0% 2.11% 1.42% 0.99% 4.25% 1.28% 0.07% 
Tarif M 
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Daging, Binatang 
lkan, Hidup, Daging, lkan, 
Rempah, Daging, Krustasea, Beras Gula, 

Beras, MMEA, Produk Dairy Susu dan MMEA, 

Gula, Hasil Hewani, Produces, produknya Hasil 

Produk Makanan Tembakau, Bunga, Beras, Gula, , Buah, sayur, Tembakau, 

dengan Tarif Olahan, Film, Sayur, dan MMEA, dan bunga, Mesin 
Buah, Logam non Bumbu dan Pertanian n.a. 

MFN Tank dan Limbah, 
Peralatan Karet, 

Olahan, Mul ia, rempah, dan 
Kue, Olahan Peralatan Beras, Pengolah 

I> Mil iter Beras, Gula 
Sayur dan Mil iter, Tepung, Hasi l  
Buah, Mainan dan MMEA, Pertanian 

��;:2-� MMEA, Peralatan TPT, Besi 

L::::: ;�:>:> ="&"'!l,j TPT, Besi Olahraga 
Sumber : Ditjen Bea Cukai, Kemenkeu, 2016. 

Secara keseluruhan setiap FTA/PTA yang telah di implementasikan oleh Indonesia 

memil iki ciri khas yang berbeda seperti preferensi pos tarif, peraturan dan tentu 

potensi pasar. Apabila di l i hat pada tabel 6.  Maka ukuran pasar terbesar yaitu pada 

ACFTA yang melibatkan ASEAN dengan Cina disusul dengan Austra l ia dan New Zealand. 

Sedangkan AFTA-ATIGA menjadi yang pal ing l ibera l dengan jumlah pos tarif yang 

diturunkan dan dihapuskan tertinggi la lu kemudian disusul FTA Bilateral dengan 

Jepang. Apabila d i l ihat dari dua indikator tersebut, besarnya pasar dan pos tarif yang 

tentu mendorong potensi ekspor dari dalam negeri. Terkait sektor pertanian dapat 

di l ihat bahwa beberapa perjanjian FTA/PTA masih mensyaratkan produk pertanian 

dalam skema produk dengan tarif MFN ( l ihat tabel 6 . ) .  Sedangkan sektor terkait 

UMKM, tidak semua FTA/PTA mengatur tentang UMKM .  

3. Regional Comprehensive Economic Partnership {RCEP) dan Trans Pacific Partnership 

{TPP)11 

Pada bagian ini akan dijelaskan setidaknya terdapat 2 kerangka negosiasi FTA 

yang telah berjalan dan berpotensi melibatkan Indonesia. Yaitu Regional 

Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Trans Pacific Partnership (TPP). 

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) pertama kali disosia l isasikan 

pada bulan November 2011 saat KTI ASEAN ke-19 di  Bal i .  RCEP dibentuk dengan 

tujuan untuk memperluas dan memperdalam relasi ekonomi ASEAN dengan enam 

negara partner dagangnya seperti Australia, Cina, India, Jeoang, Selandia Baru dan 

11 Bagian ini didasarkan pada Winanti, P. et.al, Diplomasi Ekonomi Indonesia antara Regional Comprehensive 

Economic Partnership (RCEP) dan Trans-Pacific Partnership (TPP). Yogyakarta: Pusat Studi Perdagangan Dunia UGM. 
2014. 
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Korea Selata n .  Apa b i l a  sebe l u m nya ASEAN mem i l i k i FTA/PTA tersend i ri dengan setia p  

nega ra re las i  tersebut, dengan ada nya RCE P memu ngki n ka n  u ntuk  l e b i h  teri ntegras i .  

Seca ra u m u m, pr ins ip  negos ias i  RCE P ada l ah  mengena i  kons istens i  dengan atu ran WTO 

dengan pem bentu ka n  regiona l isme ya ng leb ih  l uas  dan  ko m p rehens if. Negos ias i  RCE P 

te l ah  d i m u l a i  sejak  ta h u n  2013 dan  a ka n  d i  fi n a l i sas i  pada puta ra n  ke 14 akh i r  

September  2016 .  Peru nd i nga n RCEP  memfokuska n  pada  a kses pasa r Akses pasa r  u ntuk 

barang  dan  jasa ,  i nvestas i ,  serta i su  ba ru perdaga nga n ya itu l i ngku ngan ,  bu ru h  dan 

per l i n d u nga n H K I .  

Seda ngka n Trans-Pacific Partnership (TPP)  merupakan perjanj i an  perdaga nga n 

bebas ya ng d i p royeks i ka n  u ntuk  menjad i  sebua h 'comprehensive and high standard 

free trade agreement' d i  a rea Tra ns-Pas ifi k ya ng bertujuan  u ntuk  me l i bera l i sas i  

perdaga nga n d i  hamp i r  semua  sektor ba rang dan jasa termasuk ha l -h a l  d i  l u a r  

kom itmen ya ng te l ah  d iatu r da l am World Trade Organization {WTO) ( Fe rgusson, e t  a l .  

2013,  p .  2 ) .  TPP  t i dak  hanya membahas  i su - isu trad is iona l  da l am perdaga nga n namun  

j uga i su- i su  ba ru dan  l i ntas sektora l .  Perj anj i an  TPP  te l ah  d i sepa kati dan  d itanda  

tanga n i  pada 4 Februa ri 2016 o leh  12  nega ra ya itu S inga p u ra, Bru ne i  Da russa l am, 

Se l and i a  Baru,  Ch i le,  Amer i ka Seri kat, Austra l ia ,  Peru, Vietnam,  Ma l ays ia ,  Meksi ko, 

Ka nada dan  Jepa ng.  TPP terd i ri da ri 30 Bab pembahasan ya itu National Treatment and 

Market Access, Rules of Origin and Origin Procedures, Textiles and Apparel, Customs 

Administration and Trade Facilitation, Trade Remedies, Sanitary and Phytosanitory 

Measures, Technical Barriers to Trade, Investment, Cross Border Trade in Services, 

Financial Services, Temporary Entry for Business Persons, Telecommunications, 

Electronic Commerce, Government Procurement, Competition, State-Owned 

Enterprises, Intellectual Property, Labour, Environment, Cooperation and Capacity 

Building, Competitiveness and Business Facilitation, Development, Small and Medium­

Sized Enterprises, Regulatroy Coherence, Transparencey and Anti-Corruption, 

Administrative and Institutional Provisions, dan  Dispute Settlement. Seca ra ri ngkas 

perband i nga n RCEP dan TPP ter l i hat da l am bebera pa ha l ,  sebaga imana  d ita m p i l ka n  

d a l a m  tabel  berikut; 
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Ta be l  7 .  Perba nd inga n  Kom ponen Region a l isme TPP dan  RCE P 

lndikator RCEP TPP 

Nega ra Anggota 

Ketentuan  

kea nggotaa n  

Bentuk awa l 

i n i s ias i  

Skema awa l 

pem bentukan 

perj anj i an  

Puta ran negos ias i  

Kom ponen 

F i l i p ina ,  I nd ia ,  I ndones ia ,  Kam boja ,  
A 

.
k 

5 '
k Ch

'
l 

L h I d T
. 

k k 
men a en at, 1 e, Peru, Meks iko, 

aos, Myanmar, T ai an , 1ong o , 
K d 

Korea Selata n 
ana  a 

Austra l ia ,  Brune i  Da russa lam,  Jepang, Ma laysia, S ingapura,  Se land ia  
Ba ru, dan  Vietna m .  

Peserta ba ru dapat bergabung ha nya 

sete l ah  proses negosias i  se lesa i 

EAFTA dan  CEPEA 

Skema perjanj i an  b i l atera l ASEAN+ 1 

denga n  m itra dagang 

Te l ah  ber la ngsu ng 11  puta ra n sej ak  

ta h u n  2012 .  Dijadwa lkan kesepakatan 

a ka n  se lesa i  pada putaran ke 14 pada 

bu lan Septem ber 2016. 

Peserta baru da pat bergabu ng kapan 

saja dengan persetuj uan  se luruh nega ra 

peserta 

TPSEP atau P4 

Regiona l i sme Asia  Pas ifi k  

Te l a h  d isepakati dan  d i  tandatanga n i  

o l e h  semua  anggota 4 Februari 2016.  
Menunggu ratifi kasi  seti ap  nega ra 

a nggota . 

National Treatment and Market Access, 

Rules of Origin and Origin Procedures, 

Textiles and Apparel, Customs 

Administration and Trade Facilitation, 

Trade Remedies, Sanitary and 

Phytosanitory Measures, Technical 

Barriers to Trade, Investment, Cross 

Border Trade in Services, Financial 

Akses pasa r u ntuk  bara ng dan  jasa,  Services, Temporary Entry for Business 

i nvestasi ,  serta i su  ba ru perdaga ngan 

ya itu l i ngkungan,  buruh dan 

perl i ndungan H KI yang 

d i negos ias ikan da lam working groups. 

Persons, Telecommunications, Electronic 

Commerce, Government Procurement, 

Competition, State-Owned Enterprises, 

Intellectual Property, Labour, 

Environment, Cooperation and Capacity 

Building, Competitiveness and Business 

Facilitation, Development, Small and 

Medium-Sized Enterprises, Regulatroy 

Coherence, Transparencey and Anti-

Corruption, Administrative and 

Institutional Provisions, dan Dispute 

Settlement. 

Sumber : D ip lomas i  Ekonomi  I n dones ia anta ra RCEP dan  TPP, Pusat Stud 1  Perdagangan Duma UGM, 2014. 

TPP dan  RCE P meng ingi n ka n  skema FTA ya ng leb ih  komprehensif d a ri ya ng 

te l a h  ada sebe l u m nya . TPP mencakup l i be ra l isas i  ya ng leb ih  komprehens if 

d i band i ngkan dengan RCE P .  Sektor d a n  i su- i su  baru d i a ngkat d a n  d iatu r  pada 

perj anj i an  TPP .  J i ka d i l i hat  da r i kea nggotaan  ked ua nya, anggota RCEP merupaka n  

nega ra yang te l a h  mem i l i k i perjanj i a n  FTA sebe l u m nya dengan ASEAN sebaga i pusat, 
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begitu j uga dengan keanggotaan  TPP j uga terd i ri nega ra anggota NAFTA, beberapa 

a nggota ASEAN, nega ra m itra dagang ASEAN ya ng mem i l i k i h ubu nga n pol it ik dekat 

yaitu Austra l i a  dan  Se l and i a  Baru ,  serta Ch i l e  dan  Peru . Sek i l as, TPP menawarka n 

l i bera l isas i  ya ng leb ih  l uas dan  komprehens if d iba nd i ng RCE P, n a m u n  demiki an  h a l  i n i  

j ustru menjad i  a l asan kea rguan  nega ra-nega ra berkembang u ntuk  berga bung da l am 

negos ias i  TPP .  H a l  tersebut d i ka renaka n  beberapa sektor yang sensit if sepert i  hukum 

buru h, l i ngkungan serta per l i ndunga n HK I .  

Saat i n i  I ndones ia te l a h  te rga bu ng da l am negos ias i  RCEP  sej ak  ta h u n  2012 

sebaga i bagian  d a ri ASEAN . I ndones ia  berpera n a ktif da l am set iap  peru nd i nga n denga n 

terus mendorong kepenti nga n nas iona l  da pat d i akomodas i  keda l am RCEP sepert i  

m isa l nya i su  U M KM atau SME-Friendly ya ng d i  bahas  pada Workshop on Sharing of 

Best Experience and Knowledge on Policy Making in Optimising The Negotiation and 

Implementation of Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) for Small and 

Medium enterprises (SMEs). Negos ias i  RCEP yang d i rencanaka n  a ka n  se lesa i akh i r  

ta h u n  2016  dan  I ndones ia berpotens i  besa r menandata ngan i  serta meratifi kasi 

perj anj i an  i n i .  Namun  secara mengejutka n, Da l a m  pertemuan  denga n P res iden 

Ameri ka Seri kat Ba rack Obama pada 26 Oktober 2015 d i  Wash i ngton,  Pres iden Jokowi 

di hadapan para wa rtawa n mengu ngka pka n  kei ngi nan  I ndones ia  berga bung da l am 

Trans Pacific-Partnership (TPP ) .  H a l  tersebut membuat berbaga i speku las i  d a n  a n a l is is  

da r i berbaga i p i hak  te rhadap  potens i  berga bu ngnya I ndones ia  da l am TPP .  TPP dan  

RCE P memungki n ka n  adanya peratu ran -peratura n  ya ng berpotens i  mem pengaruh i  

sektor perta n i an  dan  U M KM j i ka I ndones ia  berga bung  ked a l a m nya . Terka it h a l  

tersebut set ida knya seca ra ri ngkas terdapat beberapa peratu ra n  da l am perjanj i an  

ataupun  negosias i  sepert i  ya ng d i  ra ngku m da l am ta be l  beri kut; 

Ta be l  8. Ketentua n  RCE P - TPP te rka it Sektor Perta n i an  dan U M KM 

K 
Regional Comprehensive Trans-Pacific Partnership (TPP) 

etentuan . . 
Economic Partnership (RCEP) 

Sektor 

Pertanian 
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Trade in Goods Moda l it ies (Te l ah  
d isepakati )  

•!• Chapter 2 Nat iona l  Treatment and 

Market Access for Goods 
•!• Chapter 7 Techn ica l  Ba rr iers to 

Trade (TBT) 



Sektor UMKM Konsep SME Friendly 

Sumber : D io lah o leh penu l i s  

•:• Chapter 18 I nte l lectua l  Property 
•:• Chapter 21  Cooperation a nd 

Capacity Bu i ld ing  (Art ic le  2 Areas 

of Cooperation and Capacity 

Bu i l d i ng) 
•:• Chapte r 23 Deve lopment (Art ic le 4 

Women and  Economic  G rowth )  
•:• Chapter 24 Sma l l  and  Med ium­

Sized Enterprises 

Berbeda denga n TPP, puta ran peru nd i nga n RCE P mas ih  ber langsung dan  

d ijadwa l ka n  se lesa i pada  akh i r  ta h u n  2016 .  Sementa ra i n i , be l u m  ada peratura n  yang 

spes ifi k terka it dengan perta n i a n .  Pen u l i s meya k in i ,  sektor perta n i an  masih m enjad i  isu 

sens it if bagi nega ra-nega ra ASEAN . Oleh ka rena  itu sektor perdaga nga n produ k  

perta n i a n  d a n  j uga keterka ita n denga n  keta hanan  pa nga n tid a k  a ka n  d i  l i bera l i sas i  

seca ra pen u h .  Ha nya saja pada pertemuan  Menteri RCEP ke-3 pada 24 Agustus  2015 di  

Kua la  Lu mpur  menyetuj u i  mod a l itas ta rif perdaga nga n bara ng.  Ta rif ata u bea cu ka i  

d a s a r  a k a n  per lu  d i h i l a ngka n da l am pas ta rif ya ng d itawa rka n da l am penawa ra n awa l .  

T ingkat ta rif dasa r d a ri m a n a  ta rif a ka n  d i e l im i nas i  yang mencakup  3 t ingkata n sebaga i 

ber ikut ( N atioa l l nformatics Centre, I nd i a )  ; 

1 .  Ti ngkat Perta ma dengan  N ega ra-nega ra ASEAN 

Ber la ku a m ba ng batas 80%, mencakup  65% ket i ka pemberl akuan  (entry i nto 

force) dan  15% l eb i h  d a ri 10 ta h u n .  

2 .  Ti ngkat Ked ua  a nta ra nega ra-nega ra m itra ASEAN FTA denga n FTA ya ng ada .  

Sem u a  nega ra a ka n  meneta pka n  a mbang batas 80% seda ngka n I nd i a  a ka n  

meneta pka n  a m bang batas 65% se l ama  per iode 1 0  ta h u n .  I nd i a  me lakuka n  i n i  

ke Jepang d a n  Korea Se lata n .  

3 .  Ti ngkat Ketiga a nta ra nega ra m it ra ASEAN FTA denga n  nega ra tan pa FTA. 

I nd i a  a ka n  me l aku ka n  a m ba ng batas 42,5% dan  res ip roka l  denga n  C ina  sebesa r 

42,5%. Seda ngka n Se l and i a  Ba ru meneta pka n  a m bang 62,5% dan  Austra l i a  

meneta pka n  a m bang batas 80% se l ama  10 ta h u n .  

Sektor perta n i an  d a l a m  perjanj i an  T P P  a ka n  leb ih  ba nya k  terka it pad a Chapter 2 

National Treatment and Market Access fo Goods .  Sel a i n  itu, konses i  pas ta rif u ntu k 

produ k-p rod u k  baru d a pat d i  a n a l i s is  ket ika I ndones ia  sudah  menjad i  a nggota . Seca ra 
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kese l u ru h a n  Chapter 2 ber is i ka n ba hwa sel u ru h  anggota sepa kat u ntuk  mengh i l angkan 

dan  mengu ra ngi  ta rif dan  hambatan non-ta rif pada bara ng-ba rang i nd ustri . Pada 

produ k  perta n ian ,  para p ihak a ka n  mengh i la ngka n atau mengura ngi ta rif dan keb ij ka a n  

restri ktif l a i n nya . T P P  j uga mengisya ratka n u ntuk  mengh i l a ngka n subs id i  ekspor 

perta n i an  dan me lakuka n  kerja  sama dengan WTO u ntuk  mengembangka n  kred it 

ekspor dan  pem batasan ja ngka wa ktu da l am pem batasan ekspor pa nga n .  Seh i ngga ha l  

tersebut da pat mem beri ka n pe l u a ng kea manan  panga n  l eb i h  besa r kepada wi l aya h 

te rsebut .  TPP juga menje laska n  tenta ng pen i ngkata n transpara ns i  dan  kerjasama pada 

kegiata n tertentu ya ng berka ita n dengan b iotekno logi perta n i an  (ustr .gov) . 

Pada TPP Agreement terda pat peratu ra n  ya ng terka it U M KM,  tertuang pada 

beberapa Chapter .  Intellectual Property juga menjad i  sa l a h  satu i su  yang d i  atu r sangat 

r inc i  da l am TPP .  Ketentua n  da l am Chapter 18 tersebut da pat menjad i  sa l a h  satu h a l  

ya ng h a rus d i perhat ikan khususnya u ntuk  sektor U M KM .  Terkait sektor i n i , d i  

khususka n  pada a rt ic le  1 3  Cooperation Activities and Initiatives menyebutka n  para 

p i hak  berusaha  u ntuk  me lakukan kerja  sa ma me la l u i  koord i nas i ,  pe lat i han ,  pertu ka ra n  

i nformasi  dan  l a i n nya terka it kekayaan  i nte lektu a l .  Sa l a h  satu b ida ng-b idang tersebut 

menyebutka n U M KM .  

Perj anj i an  TPP da l am Chapter 2 3  Development pasa l 2 3  Women and Economic 

Growth mengatur  baga imana  setia p  negara a nggota d i h a ruska n  men i ngkatka n pe l u a ng 

u ntuk  perempuan  ba ik  da l am pekerjaan  dan  kepem i l i ka n  usa ha  seh i ngga da pat 

berpart i s i pasi da l am ekonomi  domesti k  dan  g loba l .  D iatu r se l anjutnya set iap a nggota 

mem pert imba ngka n u ntu k me lakuka n  kegiata n ( pe lat ihan ,  d i skus i ,  dan  sebaga i nya ) 

ya ng bertuj uan  untuk pen i ngkatan kema mpuan  perempuan  da l am mengakses ma nfaat 

dan  pe luang  da ri agreement tersebut .  Ha l  in i  tentu mendukung keterka ita n pera n 

pekerja perempuan  ya ng mempu nya i j u m l a h  yang besa r da l am sektor U M KM da pat 

d i berdaya kan serta d iberi ka n  a kses ya ng sama u ntuk  men i kmati kemudahan  dan  

keu ntu ngan dari perjanj i an  tersebut .  

Se l a i n  itu seca ra terperi nc i  terka it U M KM berada pada Chapter 24 tentang 

Small and Medium-Size Enterprises ya ng menje laskan d ia nta ranya; 
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1 .  Terka it dengan kewaj iban  set iap anggota da l am pember ian a kses i nformas i  

pub l i k  terka it  se l u ruh  doku men perjanj i an  khususnya i nformasi  ya ng d i ranca ng 

u ntuk  U M KM yang ber is ika n ketentuan-ketentua n  ya ng re leva n terkait U M KM .  

Peratu ra n-peratua n  termasuk  bea cuka i ,  kekayaan  i nte lektua l ,  sta nda risasi ,  SPS, 

l nvestas i  as i ng, pendafta ra n usaha ,  ketenag_a kerjaan  dan  informasi  perpajaka n .  

2 .  Pem bentu ka n kom ite U M KM ya ng terd i ri da ri perwak i l an  set ia p pemer intah 

dengan tugas dan  fungsi u ntu k mem bantu dan  mengidentifi kasi pe l ua ng 

komers ia l berdasa rka n perj anj i an  TPP .  Kom ite U M KM j uga sebaga i sa rana  

berupa sem ina r  dan  d iskus i  da l am pertuka ra n  penga l aman  berbagai p i hak  

da l am prakt ik  ekspor- impor  u ntu k memaj u ka n  U M KM .  Kom ite U M KM juga 

bertugas member ika n  dan  bertuka r  i nformas i  ata u rekomendas i  tam bahan  

pen d u kung ki ne rja berbaga i U M KM d i  set iap nega ra . 

Ba i k  TPP d a n  RCEP mempu nya i ci ri khas mas ing-mas i ng.  N a m u n  per l u  d i a ku i  

bahwa ketentua n-ketentua n yang te l a h  d i sepakati pada TP P mengisya ratkan 

l i be ra l isas i  ya ng leb ih  l u as dan  modern . Sepert i  m isa l nya ketentuan  U M KM dan  BU M N  

ya ng ikut d i l i be ra l isas i  pada TP P .  RCE P meru paka n  kera ngka yang leb ih  l ua s  dengan 

m itra FTA ASEAN sebe l u mnya menjad i ka n  ha l  tersebut leb ih  mudah  u ntu k 

d i negos ias ikan te rhap kepenti nga n I ndonesia terkait sektor sens itif seperti perta n i an  

d a n  U M KM .  
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1. Sanitary And Phytosanitary (SPS) 

Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) merupakan pengaturan perdagangan 

dalam kaitannya dengan kesehatan manusia, hewan dan tanaman. Materi pokok 

perjanjian SPS ini adalah : 

1 Setiap anggota dibenarkan untuk memperlakukan peraturan sanitasi dan 

phitosanitasi untuk melindungi keselamatan dan kesehatan konsumen, hewan 

dan tanaman. 

2 Setiap peraturan SPS harus di landasi oleh prinsip dan kajian i lmiah (Scientific 

Justification) .  

3 Peraturan SPS tidak boleh dipakai sebagai hambatan terselubung (Disguised 

Restriction) dalam perdagangan komoditi pertanian pangan .  

Berdasarkan ketentuan dari WTO yang telah disepakati bersama, bahwa semua 

peraturan yang akan diberlakukan oleh suatu negara yang berhubungan dengan 

ketentuan SPS dan mempunyai pengaruh yang berarti terhadap perdagangan 

internasional perlu dinotifikasikan kepada WTO. Dalam rangka implementasi perjanjian 

SPS d i  Indonesia telah ditetapkan Sekretariat Jenderal Pusat Standardisasi dan 

Akreditasi Kementerian Pertanian sebagai Central Goverment Authority (Notification 

Body) dan Badan Karantina Pertanian sebagai Enquiry Point untuk perjanjian SPS. 

Tindakan sanitasi dan phitosanitasi berupa Undang-Undang, Keputusan, 

Peraturan-peraturan dan prosedur  antara lain; kriteria produk  akhir, metode 

pengolahan dan produksi, pengujian, pengawasan, prosedur  sertifikasi dan perizinan, 

perlakuan karantina termasuk persyaratan yang relevan berkaitan dengan 

pengangkutan hewan atau tanaman atau material yang diperlukan untuk 

kelangsungan hidupnya selama pengangkutan; ketentuan mengenai metode statistik 

yang relevan, prosedur pengambilan contoh dan metode peni laian resiko, persyaratan 

pengemasan dan pelabelan yang secara langsung berhubungan dengan keamanan 

makanan. Rancangan peraturan yang berhubungan dengan hal tersebut perlu 

dinotifikasikan sebelum disahkan.  
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Ketentua n  SPS i n i  ber laku seca ra g loba l ,  ka rena te l ah  d isepakati o leh se l u ru h  

nega ra anggota WTO pada pembentuka n  pada ta h u n  1994. I ndones ia  te l ah  

meratifi kas i  perj anj i an  tersebut dan  mengu nda ngka n nya da l am hukum posit if 

I ndones ia . Regu las i  i n i  tertuang da l am UU No. 7 ta h u n  1994 tenta ng pengesa han  

Agreement Establishing the World Trade Organization (Puj iatmoko, 2009} . Set iap 

nega ra berh a k  u ntuk  menetapkan ketentuan SPS mas i ng-mas ing denga n mengacu 

pada persya ratan ya ng ada da l am kesepa kata n SPS.  Meruj u k  pada lem baga sta ndar  

i nternas iona l  ya ng merekomendas i  p r i n s i p  ha rmonisas i  da l am SPS.  

Saat in i  berbaga i FTA/PTA tetap meruj u k  pada pengaturan SPS Agreement d i  

WTO. Ha nya saja  u ntuk  negara-nega ra maju ,  meneta pkan sta ndar  SPS yang lebih ketat. 

Wa l a u p u n  da l am FTA/PTA h a m bata n ta rif da l am bentu k bea masuk  te l ah  d itu ru n ka n  

ba h ka mencapa i  n o l  persen, a ka n  teta pi  h a m bata n n o n  ta rif d a l a m  bentu k SPS te l ah  

menjad i  h a m bata n perdaga ngan ya ng pent ing bagi negara-nega ra berkembang 

khususnya .  Da l am u paya men ingkatka n daya sa i ng prod u k  ekspor I ndones ia  d i  pasa r 

regiona l  maupun  i nternas iona l ,  pe laku usaha  maupun  pemer i nta h da l am h a l  i n i  

Kementer ian Perta n i an  ( Badan  Ka ra nti na )  h a rus  memahami  dan  memen u h i  sta ndar­

sta nda r  terka it sanitary and phytosanitary, ya ng a rt i nya ha rus bebas d a ri berbaga i 

ba han  ad it if, konta m inan ,  hama  dan  penya kit yang da pat merugi ka n  bukan  ha nya 

kesehatan man us ia  tap i  j uga kesehata n hewan dan  tu mbuhan .  

2. Rules of Origin 

Setia p  me l aku ka n  kegi ata n perdaganga n set iap  nega ra meneta pka n  sya rat da l am 

menge lua rka n pordu k-prod u k  da l am negeri dan  mener ima  barang  l ua r  negeri .  U ntuk 

bebera pa komod itas ya ng merupaka n  has i l  bum i  da ri suatu  nega ra tentu t idak  su l it bagi 

s i apapapun  d a l a m  mengeta h u i  ketera nga n asa l barang te rsebut .  N a m u n  berbeda j i ka 

prod u k  ya ng d i buat  me la l u i  p roses prod u ks i  denga n menggu n a ka n  bahan  baku yang 

d i i m por d a ri nega ra l a i n .  Seh i ngga d i bentu k adanya peratu ra n  u ntuk  menentu ka n  

keasa l a n  da ri sebuah  prod u k  ya ng d i perj ua l  be l i ka n  d a l a m  ra ngka perdaga ngan 

i nternas iona i Y 

12 Dedi Abdu l  Had i , Ru les Of Orig in, Kementerian Keuangan Repub l i k  I ndonesia Bad an  Pend id i kan  Dan Pelati han 
Keuangan Pusd ik lat Bea Dan Cuka i ,  Jakarta, 2013 ,  h im 13 .  
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Dalam Article 1 Agreement on RoO d isebutkan : 

For the purpose of Parts I to IV of this Agreement, rules of origin shall be defined as 

those laws, regulations and administrative determinations of general application 

applied by any member to determine the country of origin of goods provided such 

rules of origin are not realed to contractual or autonomous trade regimes leading to 

the granting of tariff preferences going beyong the application of paragraph 1 of 

Article I of GATT 1994. 

Defin is i  dar i  RoO sebaga i sega l a  bentuk  peru nda ng-u ndangan,  peraturan­

peraturan dan  ketentuan-ketentuan  ad m i n istratif l a i n nya ya ng d iterapka n  o leh  mas ing­

mas ing nega ra a nggota da l am menentu ka n nega ra asal ba ra ng.  Fu ngsi d a ri RoO j uga 

seca ra tersi rat untuk  tujuan  preferens i  ada l ah  sebaga i a lat da l am menentukan a pa ka h  

komod itas barang ya ng d i perdaga ngka n laya k  untuk  mendapatka n ta rif p referens i  ata u 

t idak .  U ku ra n  layak  atau t ida knya u ntuk  mendapatka n tar id preferens i  d iatu r da l am 

mas ing-mas ing perjanj i an  FTA. 

RoO da l am tujuan  ta rif p referens i  meru pa ka n  i nt i  d a ri skema FTA. Se l a i n  itu 

terdapat kriteria or ig in yang termasuk  da l am perj anj i an  perdaga nga n p referens ia l  yaitu 

a }  wholly obtained goods definitions dan b)  Substantial/Transformation ( be rdasa rka n 

pada Change in Tariff Classification, Value Added ( ad  va lorem percentages} ata u pabr ik  

ata u operasi  pengo l ahan . 13 

1. Wholly Obtained/ Wholly Produced ( d i pero leh seca ra 

kese l u ruhan/d ip rodu ks i  kese l u ru ha n } .  Kriter ia who l ly obta ined leb ih  banya k  

d iterapka n  pada produ k-produ k  a l am i  ata u bara ng-ba rang tertentu ya ng 

d i has i l ka da ri materi a l  a l a m i  ya ng s leuruh nya bersumber  da ri nega ra yang 

sama,  sepert i :  has i l  perta n i an  ya ng d i panen l angsung  d i nega ra tersebut, 

b inatang ternak, has i l  bu ruan ,  dan  sebaga i nya, ya ng bena r-benar  

mengecua l i ka n  prod u k  ata u materi a l  i m por .  

2 .  Not Wholly Obtained/Wholly Produced (t i dak  d i pero leh seca ra 

kese l u ruha n/t idak sepenu h nya d i p rodu ks i } .  Berdasa rka n skema ASEAN FTA 

ya ng d i anut o leh ATIGA, maka origin criteria not wholly obtained/ wholly 

produced ada l ah  : 

13 Desy Di nasar i ,  Han if NW & l kan i ngtyas, Kesesua ian Atu ra n M u lti l atera l Agreement On Trade I n  Goods WTO 
Dengan Atiga (Asean Trade I n  Goods Agreement), Faku ltas Hukum Un iversitas Brawijaya, 2013, H im .  14 
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a )  D ip rodu ks i  secara khusus  ( PE )  

b )  Regional Value Content ( RVC 40%), dan  RVC 35% u ntuk  ASEAN - Ind i a  

FTA 

c) Change Tariff Classification, ya ng terd i r i da ri : Cha nge Ta riff Head ing 

(CTH ) dan Cha nge i n  Ta riff Sub Head ing (CTSH )  

d )  Product Specific Rules ( PSR) 

Peraturan Domestik 

Sete l ah  mengadopsi  perj anj i an  Rules of Origin baik da l am  WTO maupun  berbagai  FTA, 

pemer i ntah me laku ka n  i m p lementasi  peratu ra n  terka it pe la ksa naan  RoO me la l u i  

bebera pa peru nda nga n;  

1 .  Peratu ra n  M enteri Keua nga n Repu b l i k  I ndones ia  Nomor . 178/PM K.04/2013 

tenta ng Pengenaan  Ta rif Bea Masuk  Da l am Skema ASEAN Trade i n  Goods 

Agreement (ATIGA) denga n  Menggu n a ka n  S istem Sert ifi kasi Mand i ri (Self 

Certif icat ion ) .  

2 .  Peratu ra n D i rektu r Jendera l  Bea dan  Cuka i  Nomor . PER-55/BC/201 1  tenta ng 

Pedoman  Tekn is  Pene l it i an  Su rat Ketera nga n Asa l da l am Ra ngka Persetujuan  

ASEAN-Austra l i a -New Zea l and  Free Trade Area (AANZFTA) 

Ked ua  i m p lementas i  peratu ra n  peru nda nga n te rsebut mem ber ikan penga ruh posit if 

terhadap  arus bara ng bebas ke I n donesi a .  Ha l  tersebut senada denga n tujuan  I ndones ia 

u ntu k membangun  I ndones ia  S ing le  Window yang mem beri ka n  tujuan  u ntuk  ke l anca ra n  

perdaganga n ekspor dan  i m por  p a d a  l i ngku p region a l .  

Rules of Origin t i a p  FTA ata u PTA mem i l i ki skema perh itu nga n dan  persya rata n ya ng 

berbeda-beda .  Apa b i l a  ketentua n-ketentuan  tersebut da pat d ija ngka u dan  

d imanfaatka n denga n  ba ik  o leh  pe l aku  U M KM maka a ka n  men i ngkatka n n i l a i  ta mbah  

da ri prod u k-prod u knya . 

3.  Hak Kekayaan lntelektual (HKI )  

H a k  Kekayaa n  l nte lektua l  atau ya ng seri ng d i sebut sebaga i HaK I  merupakan  sa l ah  

satu i s u  ya ng d ib ica ra ka n  da l am berbagai  FTA/PTA. H a K I d iyak i n i  mampu  mem ber ikan  

keu ntu ngan bagi para peb isn is, d imana  d ia ngga p mampu  me l i ndungi h a k  kekayaan  

i nte lektua l  dan  men i ngkatka n komers ia l i sas i  terhadap  i novas i  ya ng d i has i l ka n .  
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Wa laupun  HaK I  meru pa ka n  ha l  yang mengu ntungka n,  n a m u n  hanya sed i kit U M KM yang 

memi l i ki a kses terhadap  penggu naan  HaK I . Bebera pa bentuk  H a KI yng berkaitan erat 

dengan U M KM ada l ah  merek daga ng ( trademarks), i nd i kas i  geografis (geographical 

indication), ra has ia  dagang, h a k  c ipta, per l i ndunga n va rietas ta naman  (plant variety 

protection) dan  desa i n  i ndustri ( industrial designs) .  Merek dagang meru paka n  sa l a h  satu 

HaK I  ya ng pa l i ng ba nya k d igu naka n  oleh U M KM, d imana  berfu ngsi sebaga i pembenda 

suatu produ k  d a ri prod uk-prod u k  ya ng l a i n nya . 

Se l a i n  bentu k-bentu k HaK I  ya ng d i sebutka n  d iatas, terda pat juga h a k  paten keci l 

seperti traditional knowledge (TK) ata u pengetah u a n  trad is iona l  dan  traditional cultural 

expressions (TCE)  ata u ekspresi kebudayaan  trad is iona l  ya ng ba nya k d igunaka n  d i nega ra 

berkembang seperti  I ndones ia . Jen i s  paten keci l sepert i  TK dan  TCE d i butu h ka n  o leh  

para U M KM ya ng memi l i ki i novas i  trad is iona l  dan  i novasi ya ng d i kem bangkan send i ri 

dengan tekno logi ya ng t ida k  te r l a l u  ti nggi n .  Jen is paten i n i  b iasanya d ite m u ka n  d i  

produ k-prod u k  trad is iona l  sepert i  J a m u, Bat ik, d l l . 14 

Pemer inta h I ndones ia te l a h  meneta pkan berbaga i perta ruran ya ng berka ita n 

dengan isu H a Ki dengan berbagai  U nda ng-Undang ya ng mengatu r seperti : 

1 .  U nda ng-U ndang Nomor 19 Ta h u n  2002 Tenta ng Hak  Ci pta 

2 .  U ndang-U ndang Nomor  14  Ta h u n  2001 Tentang Hak  Paten 

3 .  U nda ng-U ndang Nomor 1 5  Ta h u n  2001 Tenta ng Hak  Merek  Dagang 

4 .  U nda ng-Undang Nomor 30 Ta h u n  2000 Tenta ng Rahas ia  Daga ng 

5.  U ndang-U ndang Nomor 31 Ta h u n  2000 Tentang Desa i n  l n d ustri 

6. U ndang-Undang  Nomor 29 Ta h u n  2000 Tentang Perl i ndunga n Va rietas Tanaman  

Da l am negosias i  TPP i s u  mengena i  HaK I  menjad i  i s u  ya ng d iperdebatkan, 

Amer ika Seri kat mengingi n ka n  bahwa nega ra a nggota TPP menggunaka n  sta nda r  World 

Intellectual Property Organization's Performances dan  Phonogram Treaty. Ked ua 

sta ndar  ya ng d itetapka n  o leh  Amer ika tersebut memi l i ki sta nda r  ya ng leb ih  ti nggi j i ka 

d iband ingka n  dengan TRI PS ( Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights )  ya ng 

d iteta pka n  oleh WTO. D i l a i n  p i hak  Seland ia Ba ru memi l i ki kei ngi nan  aga r sta nda r  HaK I  

14 Selvie S inaga, "Management and Programs of Intellectual Property Rights for Small Medium Enterprises in 

Indonesia", I nternationa l  Journa l  of Arts & Sciences, CD-ROM.  I SSN :  1944-6934: 6 (2 ) :615-636, Un ivers ity 
Pub l i cation .net, 2013, pp .  615-617. 
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mengi kuti standar  TRI PS da l am  WTO. P roposa l HAKI  l a i n  ya ng coba d iaj u ka n  o leh  AS 

ada l ah  pema l suan  merek dagang  de ngan sengaja dan  pembajakan h a k  cipta pada 'ska l a  

komers ia l '  a ka n  menda patka n h u ku ma n  p ida n a . 15 

Seda ngka n  isu H a KI da l am peru nd inga n  RCEP meru paka n  isu ya ng cukup sens itif. 

ASEAN sebaga i sa l a h  satu a ktor sentra l da l am RCEP mem i l i k i kesad a ra n  mengena i  

pent i ngnya HaK I  da lam per l i ndunga n dan  pema nfaata n ekonomi  ya ng terwuj ud  da lam 

ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan 20 1 1 .  ASEAN juga mend i ri ka n  ASEAN 

Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWG I PC) yang menghas i l ka n  

ASEAN IPR Action Plan . AWG I PC d i d i r i ka n  u ntu k mengharmon isas ika n  berbagai  s i stem 

regiona l  mengena i  H a K I ya ng mampu  menye l a raskan berbagai t ingkat pembangu nan  

dan  perbedaan  h u ku m  d imas i ng-mas ing nega ra . 

15 l an  F. Fergusson, pp .  34-35 .  
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Bab I l l .  Peraturan Domestik dan Kondisi Nasional Terkait 

Sektor Pertanian dan UMKM 

Kesepakatan FTA dan PTA baik secara multilateral dan bilateral diharapkan 

menghasilkan manfaat bagi para pihak yang terlibat secara fair, seimbang dan terukur 

mela lui  l iberalisasi akses pasar, fasilitasi, serta pengembangan sektor-sektor tertentu. 

Kebijakan l iberalisasi terutama melalu i  keterbukaan pasar diharapkan  akan 

berkontribusi positif terhadap pertumbuhan produktivitas, pendapatan nasional dan 

pertumbuhan ekonomi. Pada kenyataannya, kesepakatan FTA/PTA tidak secara 

otomatis membawa manfaat seperti yang diharapkan. Pemaparan  selanjutnya akan 

menganalisis lebih jauh apakah  kondisi nasional terkait sektor pertanian dan U M KM 

sejalan dengan ketentuan FTA/PTA baik yang telah berjalan maupun berpotensi 

seh ingga mendukung pembangunan ekonomi nasional .  

Untuk memahami kondisi nasional, penting untuk menganal isis dampak 

keterlibatan Indonesia dengan berbagai FTA/PTA terhadap peraturan domestik. 

Peraturan apa saja yang terkait sektor pertanian dan U M KM yang berpotensi sebagai 

pelindung sektor tersebut atau memungkinkan  terjadinya pertentangan dengan 

ketentuan dalam FTA/PTA. Lebih jauh, kondisi nasional saat ini apakah sejalan dengan 

tujuan terbentuk dan keterlibatan Indonesia dalam FTA/PTA. Selain itu apakah  

pembangunan ekonomi nasional saat in i  khususnya sektor pertanian dan UMKM 

dipengaruhi oleh FTA/PTA atau tidak. Pada bagian in i  akan membahas dan melihat 

terkait peraturan domestik dan kondisi nasional pada sektor pertanian dan UMKM. 

A.  Peraturan Domestik Terkait Sektor Pertanian dan UMKM 

1. Ratifikasi Ketentuan FTA/PTA 

Indonesia telah meratifikasi 7 FTA/PTA baik dalam kerangka ASEAN maupun 

bi lateral. Hal tersebut ditujukan agar FTA dapat segera d iimplementasikan.  Setelah di 

ratifikasi maka FTA mulai efektif pemberlakuannya sesuai dengan tanggal 

implementasi yang telah disepakati. Secara praktik menurut WTO implementasi FTA 
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da l am wa ktu 10 ta h u n, n a m u n  atu ra n tersebut t idak  cukup je las  terkait per iode 

imp lementasi  kesepa kata n sektora l .  Bebera pa nega ra ser ing merevisi seca ra period i k  

u ntuk  mengu ra ngi ata u menamba h ka n  sektor ya ng d i a nggap per l u .  Se l a i n  itu terka it 

moda l itas ta rif, FTA menggu naka n  dafta r negatif (dafta r sektor perdagagan ya ng tidak  

a ka n  d i l i be ra l i sas i )  dan  positif (dafta r sektor perdaga ngan ya ng terbu ka l i be ra l isas i ) .  

Da l am ta bel  9 dapat d i l i hat  beberapa peratu ra n  ya ng merupaka n  has i l  ratifi kasi da ri 

FTA/PTA ya ng te l ah  d i setuj u i  o leh  I ndones ia . 

Ta be l 9 .  Rat ifi kas i  terka it FTA/PTA d i  I ndones ia  

FTA/PTA Ratifikasi 

Keppres No .  85 Ta h u n  1995 (AFTA) 

ASEAN FTA Perpres No . 2 Ta h u n  2010 (AT IGA) 

(ATIGA) Peratu ra n Menteri  Keu a nga n No. 128 Ta h u n  2010 (ATIGA) 

Peratu ra n Menteri  Ke uanga n No. 208 Ta h u n  2012 (ATIGA) 

Keppres No. 48 Ta h u n  2004 

ASEAN - Ch ina  Perpres No .  25 Ta h u n  2011  

FTA (CAFTA) Peratu ra n Menteri Keuangan  No. 53 Ta h u n  2007 

Peratu ra n Menteri  Keuangan  No .  117 Ta h u n  2012 

Perpres No .  1 1  Ta h u n  2007 

Perpres No. 12 Ta h u n  2007 

ASEAN - Korea Peratu ra n  Menter i  Keu a nga n No. 75 Ta h u n  2007 

FTA (AKFTA) Peratu ra n Menteri Keu a nga n No .  41 Ta h u n  2008 

Peratu ra n Menteri Keu a nga n No .  200 Ta h u n  2009 

Peratura n  Menteri  Keuanga n No .  118 Ta h u n  2012 

ASEAN - Perpres No .  26 Ta h u n  201 1  

Austra l i a  & New Peratu ra n  Menteri Keu a ngan No .  166 Ta h u n  2011 

Zea l and  FTA Peratu ra n  Menteri Keua nga n No .  208 Ta h u n  2013 
(AANZFTA) 

Keppres No .  69 Ta h u n  2004 

ASEAN - I nd ia  Perpres No .  40  Ta h u n  2010 

FTA (AI FTA) Peratura n  Menteri  Keu a ngan No .  144 Ta h u n  2010 

Peratu ra n  Menteri  Keuanga n No. 221 Ta h u n  2012 

I n dones ia - Perpres No .  36  Ta h u n  2008 

Japan  Economic  Peratu ra n Menter i  Ke uanga n No .  94 Ta h u n  2008 

Pa rtnersh ip  Peratu ra n Menteri  Keu a nga n No .  95 Ta h u n  2008 

Agreement Peratu ra n Menteri Keu a nga n No .  3 1  Ta h u n  2010 

( IJ E PA) Peratu ra n Menteri  Keu a nga n No. 209 Ta h u n  2012 

I ndones ia - Perpres No .  98 Ta h u n  2012 

Pa kista n Peratu ra n Menter i  Keuanga n No .  26 Tah u n  2013 

Preferenti a l  Peratura n  Menteri  Keuanga n No .  116 Ta h u n  2014 
Trade Agreement 

( I P PTA) 
Sumber : D io lah  o leh  penu l i s  
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l m p lementasi  ketentuan FTA/PTA d i rat ifi kasi  o leh  Pres iden ya ng kem u d ian  

d i ke l ua rka n moda l itas ta rif tertentu da lam FTA/PTA me la l u i  Peratu ra n  Menteri 

Keua ngan ( P M K) .  Seca ra kese l u ruhan, pemerinta h me la l u i  P M K  meneta pka n  skedu l  

ta rif pada barang-barang tertentu sesua i  dengan ketentu a n  ya ng a d a  da l am FTA/PTA. 

U ntuk  menjaga kepenti nga n nas iona l , pemer i ntah j uga beberapa ka l i  me lakuka n  revis i  

baik terka it moda l itas ta rif, keterbukaan  ba ra ng-ba rang da l am sektor tertentu, 

maupun  masa ber laku ketentuan  te rsebut sesua i  denga n negos ias i  da l am FTA/PTA 

terka it . 

2. Sektor Pertanian 

Sela i n  ratifi kasi  has i l  perj anj i an  FTA/PTA, peratu ra n pemer intah h a rus  tetap 

mengacu pada beberapa peratu ra n  sebe l u m nya . l su  kea manan  pa ngan,  keadu lata n 

pa nga n dan  kemand i ri an  panga n  menjad i  i su- isu da l am menuntun  kebij aka n  perta n i an  

I ndones i a .  Ber ikut bebera pa peratu ra n  peru ndanga n ya ng mengatu r  sektor perta n ian ;  

a .  U U  No .  1 8  Ta h u n  2012 Tenta ng Pangan 

Keb ij aka n  UU Panga n  menga ma natka n bahwa penye lengga raa n  pangan 

h a rus  d i l a ku ka n  u ntuk  memen u h i  kebutu han  dasa r man us ia  ya ng mem ber ika n  

manfaat seca ra ad i l ,  merata dan  berke l anjuta n berdasarkan kedau l ata n pa ngan,  

kemand i ri an  pangan,  dan ketahanan  pangan nas iona l .  Mewujudka n  keda u lata n, 

kemand i ri an  dan ketahanan  panga n  merupaka n  h a l  mendasa r yang sa ngat besar 

a rt i  dan  manfaatnya u ntuk  mend u ku ng pe la ksa naan  kebij aka n  terka it 

penye lengga raa n  pangan di I ndones ia .  

D a l a m  U U  N o m o r  18 Ta h u n  2012 tenta ng Pangan,  d isebutka n j uga bahwa 

penye lengga raa n  pa nga n bertujuan  u ntuk  men i ngkatka n kemampuan  produ ksi 

pangan seca ra mand i ri , menyed iakan pangan ya ng beraneka raga m dan  

memen u h i  persya rata n kea ma nan,  mutu,  dan  g iz i  bagi konsums i  masya rakat, 

mewujudka n  t ingkat kecu kupan pangan,  teruta ma panga n  pokok denga n  ha rga 

ya ng waja r  dan  terjangka u sesua i  dengan kebutu h a n  masya ra kat .  Se l a i n  itu juga 

u ntuk  mempermudah  ata u men ingkatka n a kses pa nga n bagi masya ra kat, 

terutama masya ra kat rawan pa nga n dan  giz i ,  men i ngkatka n n i l a i  ta mbah  dan  daya 

sa ing komod itas pangan di pasa r da l am negeri dan  l ua r  negeri, men ingkatka n 
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pengetahuan  dan  kesada ra n  masyara kat tentang pangan ya ng ama n, bermutu, 

dan bergizi bagi konsumsi  masyara kat. Tujuan  penting l a i nnya j uga men ingkatkan 

kesejahteraan  bagi petan i ,  ne laya n, pembud i  daya ikan,  dan  pe la ku usaha panga n  

d a n  mel indungi dan  mengembangka n kekayaan  sumber daya pangan nas ion a l .  

Dari penje lasan U U  Pangan bahwa je las  pemeri ntah ha rus  tetap 

memperhatikan beberapa i su  terkait implementasi FTA/PTA sepert i  swasembada 

da lam produksi bahan pokok ma ka nan  ya ng d ip i l i h  (pad i, jagu ng, kede la i, gu l a  dan  

daging sapi) ,  penjaminan  keama n a n  pangan,  akses pa nga n denga n harga yang 

terjangkau  (memungki n ka n  skema subs id i ) , men i ngkatka n n i l a i  tambah,  dan  

pen ingkatan kesejahteraan  bagi pe laku sektor perta n i an  dan  panga n .  

b .  U U  N o  19 Tah u n  2013 Tentang Perl i n d u nga n  d a n  Pemberdayaan  Peta n i  

Da lam mewujudka n  keda u l ata n panga n, kemand i ri an  pangan serta 

ketahanan panga n  pera n  dan  kontribus i  petan i  sa ngat nyata . Da lam U U  i n i, 

pemerintah dapat men ingkatkan kemampuan  dan  kapasitas petan i  da lam 

menja lanka n  usaha tan i  ya ng prod u ktif, maju,  modern, bern i l a i  tambah,  berdaya 

saing dan memp unya i  pa ngsa pasa r ya ng berke la njuta n .  Se l a i n  itu U U  i n i  

mengisyaratka n pemberia n  subs id i  sa rana  p rod u ksi, peneta pan ta rif bea masuk  

komoditas pertan i an ,  serta penetapan  tempat pemasuka n  komoditas pertan ian  

dari l uar  negeri da lam kawasan pa bean tertentu . Sa l a h  satu keb ijakan  

perl indungan petan i  memu ngkin ka n  pemerinta h u ntuk  melaku ka n  pengaturan 

impor komod itas pertan ia n  sesua i  dengan mus im pa nen  atau kebutuhan konsumsi 

d i  dalam negeri .  

c .  U U  N o .  4 2  Tah u n  2014 Tentang Peternakan dan  Kesehata n Masyara kat Veteri ner. 

UU ini seca ra lebih j auh  menje laskan terka it impor b inata ng h idup dari 

wi layah yang bebas da ri penyakit men u l a r. Berdasa rka n U U  tersebut, impor daging 

sapi dari Braz i l  dan I nd i a  menjad i  p i l i h an  pert imbangan sel a i n  da ri Austra l ia .  

d .  Peratura n  Pres iden No .  71  Ta h u n  2015 Tenta ng Peneta pan dan  Penyimpa nan 

Barang Kebutuhan  Pokok d a n  Barang Penti ng.  
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La ngkah- l angka h  p ra ktis da l am  keb ij aka n  perdaganga n mencakup  t i ndaka n  ta rif 

dan  ti ndaka n  non-ta rif ya ng berka ita n dengan UU Pa ngan ya ng memungkin ka n  u ntuk  

me laku ka n  pem batasa n impor makanan  pokok d a n  ekspor j i ka pemer intah te l a h  

meme n u h i  kecu ku pan atau cada ngan makanan  dan  kebutu han  konsums i  maka n a n  

pokok. Denga n  kata l a i n, impor  ha nya da pat d i l a ksa n a ka n  j i ka produ ks i  pa nga n d a l a m  

negeri t idak c u k u p  atau t ida k  dapat d i prod u ks i  d i  da l am negeri (Suda rya nto, 2015 ) .  

Keb ijaka n  perta n i an  pemeri nta h saat i n i  berkomitmen u ntuk  mencapa i  

swasem bata 5 ba han  pokok ya itu pad i ,  jagu ng, kede la i ,  gu la  dan  daging sap i .  Ta rget 

d iteta pka n  ta h u n  2017 u ntuk beras, jagung dan  kede l a i  serta daging sap i  dan  gu la  d i  

ta h u n  2019.  U ntuk  mencapa i  h a l  tersebut pemerintah pemer inta h member ika n 

d u ku ngan ha rga beberapa komod itas tersebut .  pada tah u n  2012 -2014 me la l u i  Bu log 

pemer i nta h menetapka n  h a rga m i n i m u m  pembe l i an  u ntuk  gu la  dan  kede la i  bagi pabr ik  

dan  pedaga ng (Sudarya nto, 2015 ) .  Seda ngka n  beras tetap mengacu pada operas i  pasa r 

dan  fu ngsi pembe l i an  ya ng d iatu r o leh  Bu log. Khusus  u ntu k me l i ndungi masya rakat 

kura ng mampu, Bu log menya l u rka n beras da l am s istem RASK IN  ya ng menghab iska n  

a ngga ran besa r sekita r $2 m i lya r d i  ta h u n  2012 .  

Da lam perkemba nga n nya, u ntuk  mencapa i  bebera pa tuj uan  da lam UU Pangan,  

pengatu ra n  kebij aka n  perta n i an  d i  I ndones ia mas i h bertumpu  pad a kebij aka n  su bsid i .  

Subs id i  pend u ku ng sektor pertan i an  berka ita n dengan subs id i  ba han  bakar  m i nya k, 

pupuk  dan  ben i h .  Se l a i n  itu pemerinta h juga member ika n  ba ntuan  berupa i nfrastru ktur  

serta a lat penduku ng l a i n nya . Se l a i n  subs id i  d a n  ba ntua n  tekn is  l a i n nya ,  DPR 

mengesa h kan  R U U  Perkebu n a n  ya ng meneta pka n  atu ra n  ketat terhadap kepemi l i ka n  

perkebunan  d a n  pertan i an  o leh  as ing .  Pada RUU  tersebut d i m u ngki n ka n  kepemi l i ka n  

as ing ha nya 30%. 

I ndones ia mu l a i  membatasi impor  komod itas strategis dan  j uga member ika n  

pajak  pada ekspor uta ma seperti  C P O  dan  Kakao. Pembatasan impor  da pat d i l i hat da ri 

bebera pa kebij aka n  seperti mem perkatat atu ra n  impor  beras, l a ra nga n importas i  

kede la i  ha nya mela l u i  Bu log, dan j uga pengatu ran kuota impor  daging sap i .  Seda ngka n  

u ntuk pajak  ekspor CPO d i ber lakuka n  sebesa r 9 %  pada tah u n  2013 seda ngka n  Ka kao 

berada pada a ngka 10%. 
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Seca ra kese l u ruhan  menu rut Sudaryanto, d u ku nga n keb ij aka n  pemerintah pada 

sektor perta n i an  dapat d i u ku r  dengan Producer Support Estimate16 ( PSE )  dan  Tota l 

Support Estimate (TSE ) .  Oa l a m  jangka pa njang t ingkat PSE tumbuh  3,9% d i  ta h u n  1995-

1997 menjad i  20,6% d i  ta h u n  2012-2014. Oukunga n tersebut d i ber ika n  seca ra eks l usif 

me la l u i  s ubs id i ha rga pasa r seperti  pupuk  dan  b ib it .  Ti ngkat PSE I ndonesia ta h u n  2012-

2014 sed i kit leb ih t inggi d a ri C ina  ya ng berada d i  a ngka 19,2% dan nega ra-nega ra O ECO 

pada 17,9%. Seda ngka n t ingkat TSE sebaga i j u m l a h  d u ku ngan berdasa rka n G O P  

men ingkat d a ri 0,8% pada 1995-1997 menjad i  3,6% d i  ta h u n  2012-2014. N i l a i  tersebut 

leb ih  t inggi d a ri Cina ya ng h a nya 3,2% dan l eb ih  t inggi  da r ipada rata-rata nega ra O ECO 

d i  k isa ra n 0,8%. Berdasa rka n kedua  ha l  tersebut menunj u ka n  bahwa d u ku ngan 

I ndonesia terhadap  sektor perta n i an  re l atif ti nggi ba i k  da l am t ingka PSE maupun  TSE .  

Ou kungan subs id i  ha rga pasa r d ituj u ka n  u ntuk  mencapa i  i su- isu yang te l ah  d i sebutka n 

d i atas, n a m u n  h a l  tersebut be l u m  dapat menyelesa i ka n  masa l a h  d itenga h mas ih  

ba nya knya masya ra kat misk in  ya ng bel u m  da pat mem pero leh  a kses panga n  ya ng 

masih t i ngg i .  Seh ingga d u ku nga n pemerintah t idak  ha nya d iperl u ka n  da l am ha l  subs id i  

me la i n ka n  per lu  d iti ngkatka n seperti  i nvestasi  i nfrastru ktu r, pene l it i an  dan  

pengemba nga n ,  pe lati han ,  sertifi kasi  d a n  promosi  pasa r .  

3.  Sektor UMKM 

Sektor U M KM mempu nya i  pera n pent ing da l am pembangu nan  ekonomi  

nas iona l .  Kontri bus i  U M KM terhadap  GOP men ingkat 57,94% d i  tah u n  2010 menjad i  

59,08% d i  tah u n  2012 (Sa l i m, 2013 ) .  Seh i ngga pemer i nta h h a rus  me l i ndungi serta 

mendu kung  sektor U M KM ya ng tertuang pada regu las i  dan  peratura n  pemer i nta h ;  

1 .  U U O  1945 Pasa l 3 3  

Pengem bangan daya sa ing  U M KM merupaka n  bag ian  da ri kegiata n perekonomian  

nas iona l .  H a l  terse but  je l a s  tertuang d a l a m; 

"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 

keke/uargaan. " 

16 Producer Support Estimate ( PSE)  merupakan i nd i kator dari n i l a i  moneter ta hunan  yang merupakan transfer kotor 
da ri konsumen dan pembaya r pajak  untuk mendu kung produsen perta n i an .  Sedangkan Total Support Estimate 

(TSE )  merupakan i nd i kator da ri kese l u ruhan  n i l a i  tra nsfer kotor n i l a i  moneter tahunan  dari pembaya r pajak  serta 
konsumen u ntuk  mendu kung kebijakan perta n ian  berupa angga ran subsid i ,  konsumsi  produk  pertan ian ,  dan  
produ ks i  pertan ian .  Li hat OECD, G lossa ry of  Statist ica l  Terms, https://stats.oecd .org/glossa ry/deta i l .asp? I D=2150 
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"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai 

hajat hid up orang ban yak dikuasai oleh negara. II 

"Bumi dan air dan kekayaan a/am yang terkandung di dalamnya dikuasai 

o/eh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 11 

"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi 

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan 

kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. II 

"Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam 

undang-undang. II 

2 .  UUD  1945 Pasa l 34  Ayat 1 

Seda ngka n  da l am pasa l 34 Ayat 1 U U D  1945, mengisya ratkan pemeri ntah 

mem berdaya ka n se l u ru h  kompononen masya rakat. Ber ikut kutipan  pasa l ; 

"Negara mengembangkan sistem jaminan sosia/ bagi seluruh rakyat dan 

memberdayakan masyarakat yang /emah dan tidak mampu sesuai dengan 

martabat kemanusiaan. " 

3 .  U U  No .  2 0  Ta h u n  2008 Tenta ng U M KM 

Da lam mendorong U M KM, pemeri nta h set ida knya mengacu pada 4 kom ponen i nt i .  

a .  l k l im usa ha  U M KM 

l k l im  usaha  ya ng d imaksudka n  da l am pasa l 1 Ayat 9 U U  No .  20 Ta h u n  2008 

ada l ah  kond is i  ya ng d i upayaka n Pemeri nta h dan  Pemeri nta h Daera h  u ntuk  

mem berdaya ka n U M KM seca ra s inergis me la l u i  penetapan berbaga i 

peratura n  peru ndang-u ndanga n dan  keb ij aka n  d i  berbaga i aspek keh i dupa n  

ekonomi  aga r Usaha ,  M ikro, Keci l d a n  Menenga h mem pero leh pem i h a kan ,  

kepasti an ,  kesem pata n,  perl i n d u ngan dan  d u ku ngan berusaha  se l uas­

l uasnya . 

b .  Pengemba ngan U M KM 
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Seda ngka n  terkait baga imana  penegemba nga n U M KM oleh pemer inta h  

d ije laskan pada pasa l 1 Ayat 1 0  U U  N o .  2 0  Ta h u n  2008 yaitu upaya yang 

d i l a ku ka n  o leh pemer intah ,  Pemeri nta h Daera h ,  Dun ia Usaha dan  

masya rakat u ntuk  memberdaya ka n Usaha  M ikro, Kec i l  d a n  M enenga h 

me la l u i  pem beri an  fas i l itas, b imb i ngan,  penda mp inga n dan  ba ntua n 



perkuatan u ntu k pendamp inga n dan  bantuan  perkuatan u ntuk  

men u m b u h ka n  dan  men i ngkatka n kemampuan  dan  daya sa i ng  U M KM .  

c.  Pr i ns ip  dan Tujuan  Pem berdayaan  U M KM 

Da l am pasa l 4 d a n  5 U U  No .  20 Ta h u n  2008 mem uat pr ins ip  dan  tuj uan  

· perm berdayaan  ya ng h a rus  d i a n ut o l eh  pemeri nta h da l am mengembangka n 

U M KM .  Pr ins ipnya send i ri berka ita n menggera ka n  kemand i r i an  U M KM 

dengan prakarsa send i r i .  Se l a i n  itu pengemba nga n usaha  d i h a ruska n  

berbas i  potens i  daera h  d a n  beror ientas i  pasa r. Pen i ngkatan daya sa ing  

U M KM serta d i perl u ka n nya penye lengga raan  perencanaan ,  pe laksa naan  

d a n  pengenda l i an  seca ra terpa d u .  Seda ngka n  da l am pasa l  5 menje laska n  

bahwa tujuan  pem berdayaan ,  perta ma mewuj u d ka n  struktu r  

perekonom ian  nas iona l  ya ng sei mba ng.  Ked ua mengembangka n 

kema mpuan  U M KM dan  te rakh i r  u ntuk  membantu pemerinta h  da l am 

pembangu n a n  daerah ,  penc ipta a n  l apa nga n pekerjaan ,  pertu m b u h a n  

ekonomi  serta pengentasa n kem iski n an  

d .  Pera n  pemeri nta h 

Da l am U U  U M KM, pera n pemer i nta h d iatu r u ntuk  men d u ku ng 

pengemba nga n U M KM ya ng tertuang  pada pasa l 7 ayat 1 .  

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan lklim Usaha dengan 

menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi 

aspek: 

i. pendanaan; 

ii. sarona dan prasarana; 

iii. informasi usaha; 

iv. kemitraan; 

v. perizinan usaha; 

vi. kesempatan berusaha; 

vii. promosi dagang; dan 

viii. dukungan ke/embagaan. 

Berbaga i peraturan  dan  ketentuan  da l am perj anj i an  FTA/PTA ya ng te l ah  

d isetuj u i  o leh  pemeri nta h seha rusnya da pat mengakomodas i  berbaga i kepent i nga n 

d ida l am neger i .  Kebij aka n  ya ng te l a h  d i i m p lementas ika n  d i  da l am negeri j uga ha rus  

sesua i  dengan ketentuan-ketentuan perj anj i an  FTA/PTA. Seca ra kese l u ru h a n  

pemer i nta h te l ah  sesua i  mengi m p lementas ikan ketentuan-ketentua n  FTA/PTA d i  

da l am negeri me l a l u i  P M K  (moda l itas ta rif) . Ha nya saja sektor perta n i an  dan  U M KM 

menjad i  d u a  sektor ya ng h a rus  d i perhat ika n  pemer inta h .  Mengi ngat ked ua  sektor 
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tersebut memil iki peran cukup besar bagi masyarakat. Sepertinya, dalam praktik akan 

terjadi kesulitan bagi pelaku di  kedua sektor. Mengingat dalam beberapa FTA terdapat 

ketentuan standarisasi produk, pengaturan keasalan, serta berbagai hambatan non 

tarif lainnya. Selain itu, kewajiban pemerintah untuk meliberalisasi kedua sektor tentu 

akan mendapatkan hambatan karena peraturan perundangan sebelumnya seperti 

dalam U U  No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, UU No 19 Tahun 2013 Tentang 

Perl indungan dan Pemberdayaan Petani,  dan UU No. 20 Tahun 2008 Tentang U MKM 

mengisyaratkan peran dominan dari pemerintah untuk melindungi kedua sektor 

tersebut. 

1. Kondisi Sektor Pertanian dan UMKM Nasional 

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas daratan mencapai 1.922.570 

km2 dan luas perairan mencapai 3.257.483 km2 ( Kementerian Pertan ian, 2015). 

Berdasarakan data BPS 2013, Indonesia memil iki luas daratan 191,09 juta hektar. Dari 

luas daratan tersebut, sekitar 95,81 juta hektar yang potensial untuk pertan ian, yang 

terdiri dari 70,59 juta hektar berada di lahan kering, 5,23 juta hektar di  lahan basah non 

rawa, dan 19,99 juta hektar di lahan rawa. Luasan daerah yang memil iki potensi 

ketersediaan lahan yang cukup besar dan sangat potensial pengembangan sektor 

pertanian.  

Sektor pertanian d i  Indonesia memainkan peranan sebagai salah satu basis 

perekonomian nasional, walaupun berdasarkan proporsi n i la i  tambahnya dalam 

membentuk PDB atau pendapatan nasional tahun demi tahun kian mengeci l .  Namun 

ni la i  tambah sektor pertanian dari waktu ke waktu tetap sela lu meningkat dengan 

peranan sektor ini dalam menyerap tenaga kerja. Hal tersebut d ikarenakan mayoritas 

penduduk Indonesia yang sebagian besar tinggal di daerah pedesaan masih 

menyandarkan mata pencahariannya pada sektor pertanian.  

Saat ini pemerintah sedang mengarahkan pembangunan nasional berbasiskan 

pertanian.  Hal tersebut tertuang pada Nawa Cita atau agenda prioritas Kabinet Kerja.  

Mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan 

pangan, agar I ndonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan 
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pangan ra kyatnya seca ra berdau l at .  Kedau l ata n pangan d iterjema h ka n  da l am bentu k 

kemampuan  ba ngsa da l am h a l :  ( 1 )  mencukup i  kebutuhan  panga n d a ri p rodu ksi da l am 

negeri ,  ( 2 )  mengatu r  kebij aka n  pa nga n seca ra mand i ri, serta (3 )  me l i ndu ngi dan  

menyeja htera ka n peta n i  sebaga i pe l aku  uta ma usaha  perta n i an  pa nga n .  Seh i ngga 

tuj uan  uta ma d a ri pemeri nta h saat i n i  ada l ah  mencapa i  kedau l ata n pa nga n ya ng h a rus  

d i m u l a i  da ri swasembada pangan seca ra berta hap  d i i kuti denga n pen i ngkata n n i l a i  

ta m bah usa ha  perta n i an  seca ra l uas  u ntuk  men ingkatka n keseja hteraan  peta n i .  

Berdasa rka n Renstra Kementer ia n Pertan i an  Ta h u n  2015-2019, da l am l ima  tah u n  

terakh i r  kontr ibus i  sektor perta n i an  terhadap  perekonomian  nas iona l semak in  nyata . 

Se l ama per iode 2010-20 14, rata-rata kontri bus i  sektor perta n i an  terhadap  PDB  

mencapa i  10,26  % denga n  pertu m b u h a n  sekita r 3,90 %. Sub-sektor perkebunan  

merupakan kontr ibutor terbesa r terhadap  PDB  sektor perta n i an .  Pada  per iode ya ng 

sama, sektor perta n i an  menyera p a ngkata n kerja terbesar  wa l aupun  ada kecenderu ngan 

men u ru n .  Pada ta h u n  2014 sektor perta n i an  menyera p  sekita r 35,76 j uta atau sekita r 

30,2 % d a ri tota l tenaga kerj a .  

Se l a i n  itu,  sektor perta n i a n  j uga meru paka n  sektor sens itif dan  sa ngat mudah  

terpenga ru h o leh  banya k  fa kto r  seperti cuaca, i k l im, kon d is i  l a han  serta berbaga i 

kebij aka n-keb ij aka n  ekonomi  atau perdaganga n d i  suatu nega ra . Saat i n i  sektor 

pertan i an  j uga da pat d i pengaru h i  teruta ma denga n  adanya l i bera l i sas i  pasa r ata u 

FTA/PTA u ntuk  komod itas-komoditas perta n i a n .  Bagi I ndonesia ,  FTA/PTA menjad i  

sebuah  ta nta nga n d a n  seka l igus  pe l uang u nt u k  mengemba ngka n p rod uk  da l am negeri  

aga r da pat bersa ing d i  pasa r regiona l  maupun  g loba l .  Da l am kaitan nya maka daya sa ing  

p rodu k  I ndones ia  khususnya sektor perta n i an  d itu ntut dan  d ipacu aga r mampu  

menghadap i  serbuan  berbaga i p rod u k  sejen i s  d i  pasar  bebas .  H a l  tersebut d i ka renaka n  

h a m p i r  sem u a  prod u k-prod u k  perta n i an  berasa l da ri beberapa anggota FTA/PTA 

men i kmati  ta rif impor  no l  pe rsen dan  memi l i ki kua l itas dan  sta nda r  ya ng leb ih  ba i k  

d i band i ngkan p rod u k  da l am negeri . 

Efek da ri perdaga nga n bebas dan  FTA/PTA terhadap  sektor perta n i an  dapat d i l i hat 

da ri ki nerja  perdaga nga n nas ion a l .  Berdasa rka n  data, seca ra kese l u ru h a n  neraca 

perdaganga n sektor perta n i an  mas ih  berada  pada posis i  su rp lus .  H a l  in i  ka rena 

sumbanga n surp lus  neraca perdaga nga n su b-sektor perkebunan  ya ng re lat if besa r, 
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sementara sub-sektor lainnya cenderung pada posisi defisit. Laju pertumbuhan ekspor 

selama periode 2010-2014 sebesar 7,4 % per tahun, sementara laju pertumbuhan impor 

lebih tinggi yaitu sekitar 13,1 % per tahun, walaupun demikian secara rata-rata 

pertumbuhan neraca perdagangan masih tumbuh positif dengan laju 4,2 % per tahun 

(Grafik 1) .  
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Grafik 1. Perkembangan Ekspor - lmpor dan 
Neraca Perdagangan Sektor Pertanian Tahun 2010-2014 

2010 2011 2012 2013 

32065 42673 34331 33680 

-12447 -18744 -13931 -13828 

19619 23928 20400 20852 

Sumber : BPS dan Kementerian Pertanian, 2015. 

2014 

39765 

-17365 

22400 

Berdasarkan sub-sektor pertanian, maka data menunjukan  kondisi perdagangan 

seperti tanaman pangan, holtiku ltura dan peternakan mengalami defisit atau dengan 

kata lain bahwa Indonesia menjadi negara net importer. Komoditas tanaman pangan 

menyumbang impor terbesar dengan komposisi komoditas gandum, kedelai, jagung dan 

beras. Komoditas holtikultura juga mengalami defisit walau tidak terla lu besar dan 

kinerja ekspor produk holtikultura mengalami peningkatan rata-rata sebesar 19,9% per 

tahun, sedangkan impornya tumbuh hanya 12,6% per tahun. Kondisi defisit neraca 

perdagangan hortikultura terutama terjadi pada kelompok komoditas buah dan sayur. 

Buah manggis dan mangga menjadi penyumbang ekspor terbesar. Sedangkan impor 

terbesar buah-buahan berasal dari komoditas durian dan jeruk (Renstra Kementan, 

2015). 
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Untuk komoditas peternakan utama Indonesia terdiri dari daging, ternak hidup, 

telur konsumsi dan susu. Laju pertumbuhan ni la i  ekspor sub-sektor peternakan rata-rata 

sebesar 43,8% per tahun, sedangkan laju pertumbuhan ni lai  impornya meningkat 33,9% 

per tahun (tabel 10). Kondisi ini mencerminkan defisit neraca perdagangan sub-sektor 

peternakan 
·
dan besaran defisit neraca perdagangan cenderung menurun. Secara 

keseluruhan, sumber defisit neraca perdagangan komoditas peternakan yang terbesar 

adalah impor susu, ternak sa pi dan daging sapi, dengan jumlah yang sangat besar. 

Tabel 10. Neraca Perdagangan Komoditas Pertanian Menurut Sub 
Sektor Tahun 2010 - 2014 

No Sub Sektor 
2010 

Ill Tanaman Pangan 

- Ekspor 478 

- lmpor 3.894 

- Neraca -3.416 

- Ekspor 391 

- lmpor 1.293 

- Neraca -902 

3 Perkebunan 

- Ekspor 30.703 

- lmpor 6.028 

- Neraca 24.675 

Petemakan 

- Ekspor 494 

- lmpor 1.232 

- Neraca -737 

Tahun {juta US$) 

2011 2012 2013 

585 151 967 

7.024 6.307 5.659 

-6.439 -6.156 -4.692 

491 505 784 

1.686 1.813 1.469 

-1 .195 -1.309 -685 

40.690 33. 119 30.687 

8.844 3 . 112 2.686 

31.846 30.007 28.002 

907 557 1.243 

1 . 191 2.698 3.015 

-284 -2.142 -1.772 

Sumber : BPS dan Kementerian Pertanian, 2015. 

2014 

560 

6.481 

-5.921 

752 

1.929 

-1. 176 

37.123 

5.926 

31 .197 

1.330 

3.029 

-1.699 

Sedangkan sub sektor perkebunan merupakan penyumbang ekspor terbesar di 

sektor pertanian.  Komoditas-komoditas utama di ekspor ke negara-negara la in .  

Sedangkan produk turunan yang menjadi mayoritas d i impor dalam bentuk raw sugar. 

Ekspor komoditas perkebunan hanya tumbuh 6,9 % pertahun, sementara impor tumbuh 

dengan laju sebesar 22,2% per tahun.  Laju pertumbuhan ni lai  ekspor sebagian 

komoditas perkebunan seperti kakao, tembakau dan teh mengalami percepatan, dan 

sebagian menga lami perlambatan yaitu kelapa sawit, karet, kopi, kelapa, dan tebu. 
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Seca ra kese l u ruhan  perkebunan  menjad i  sub-sektor ya ng cukup  mampu bersa i ng 

da l am sektor pertan i a n .  Berdasa rkan data maka dapat d i kataka ba hwa kesiapan  sub­

sektor l a i n  mas ih  d i rasa ku rang  optim a l .  Aga r su b-sektor l a i n  dapat bersa ing  d i  pasa r 

g loba l ,  pema ngku kepenti nga n d i  sektor pertan i an  khususnya Kementeri an  Pertan i an  

sa ngat berpera n mendorong pengembanga n  p rod u k  pertan i an  anda l an .  Ha l  tersebut 

ha rus  se i r ing denga n  berbaga i kemudahan  ya ng te l ah  d isepa kati da l am kera ngka 

perj anj ia n-perjanj i an  FTA/PTA ya ng te l a h  ada .  Produ k-prod u k  anda l an  tersebut 

d i h a rapka n  da pat berkontri bus i  seca ra nas iona l  da l am menggera ka n perekonomian  ba ik  

daera h  maupun nas iona l .  Berdasa rka n Renstra Ditjen  Pengo l ahan  dan  pemasara n Has i l  

Pertan i an  2010-2014, d i u ra i ka n  set idaknya terdapat 4 ke lompok komod itas uta ma, 

yaitu : 17 

1 .  Pa nga n uta ma : beras, jagu ng, kede la i ,  gu l a  dan  dag ing  sa p i .  

2 .  Komod itas perkebunan  (ekspor) : ka kao, kopi, sawit, rempah d a n  teh .  

3 .  Prod u k  potens ia l  (ekspor) : buah  tropi ka, b iofa rma ka, tanaman  h ias  tropi ka, 

boka r, beras specialty, mete, ats i r i  dan ke l apa .  

4 .  Su bstitus i  i m por : susu,  tepu ng, jeru k, dag ing ayam dan  te l u r. 

Em pat komod itas uta ma tersebut menjad i  fokus pemerintah u ntu k da pat menjaga 

kebutu han  domest ik .  Berbaga i FTA/PTA ya ng te la h berj a l an  saat i n i , apaka h  pemeri nta h 

da pat mema nfaatkan berbaga i skema u ntuk  kepent inga n nas iona l  dan  berhas i l  menjaga 

bebera pa komod itas unggu l an  tersebut .  Pada bagi an  ber i kutnya a ka n  menje laska n  

baga imana  perdaga ngan I ndonesia denga n  berbaga i m itra FTA/PTA ba i k  m u lt i l atera l d a n  

b i l atera l saat i n i  men d u ku ng kepenti ngan nas iona l  d a l a m  sektor pertan i an .  

U saha  M i kro Keci l dan  Menengah ( U M KM )  merupakan ke lompok usaha  ya ng 

memi l ik i  peranan  penting da l am membangun perekonomian  di I ndones ia .  Ha l  tersebut 

da pat d i l i hat da ri s u rvei ya ng d i l a ku ka n  Kementer ian  Koperasi  dan Usaha  Keci l dan  

Menengah,  j um l ah  U M KM pad  a tah u n  201 1  menca pa i  55 ,2  j uta u n it ya ng terbagi da l am 

54 .559 .969 u n it u saha  mi kro, 602 . 195 un it usaha  kec i l  d an  44 .280 u n it u saha  menengah .  

Pada tah u n  2012, U M KM m a m p u  menyu mba ng Prod u k  Domest ik  Bruto ( P D B )  sebesa r 

58, 1% dan  mampu menyera p tenaga kerja  sekita r 97,2%.18 

17 Di rektorat Jendera l  Pengolahan  dan Pemasaran  Has i l  Perta n ian, Kementer ian Pertan ian .  2011 .  Rencana Strategis 
Di rektorat Jenderal Pengo lahan dan Pemasaran Hasi l  Pertan ian ,  Kementer ian Pertan i an .  Jakarta .  
1 8  Kementerian  Perdagangan, "Ana l is is Peran Lembaga Pembiayaan Da lam Pengembangan UMKM", 2013.  
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Selain itu, UMKM di l ihat sebagai usaha yang memil iki potensi untuk terus 

dikembangkan karena mampu bertahan d itengah krisis ekonomi yang menimpa Asia 

pada tahun 1997, d ibandingkan dengan perusahaan besar yang terpaksa harus gulung 

tikar karena krisis ekonomi.19 Dengan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik 

terdapat tren ekspor yang meningkat di lakukan oleh UMKM pada tahun 1997-2012. 

Pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2012, UMKM berhasil meningkatkan ekspor dari 

US$ 2,9 juta menjadi US$ 15,4 juta, sekitar 10% pertahun.  Bahkan pada masa krisis 

ekonomi terjadi peningkatan ekspor yang cukup signifikan sekitar US$ 3,7 juta. Dari 

jumlah unit yang dimil iki oleh U M KM dan kontribusinya terhadap PDB, serta 

kemampuannya bertahan ditengah krisis ekonomi pada tahun  1997, UMKM memil iki 

posisi strategis dalam menunjang perekonomian ekonomi .  
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Sumber : BPS 

Grafik 2. Ekspor U MKM dan Total Ekspor (minyak dan gas), 
1997-2012 (dalam J uta US Dol lar) 

UMKM sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) d ijabarkan dalam beberapa kriteria sebagai 

berikut: 

19 Tulus Tambunan, "Promoting Small and Medium Enterprises with a Clustering Approach : A  Policy Experience 

from Indonesia", Journal of Small Business Management, April 2005;43,2, pp.138-139. 
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Ta be l ll .  Kr iter ia U M KM I ndones ia  

Kriteria 
No.  Jenis  Usaha 

A set O m  set 

1 .  Usa ha  M i kro M a ks 50 J uta Maks .  300 J uta 

2 .  Usa ha  Kec i l  >50 J uta - 500 J uta >300 J uta - 2,5 M i l i a r  

3 .  Usaha  Menenga h >500 J uta - 10 M i l ia r  >2,5 M i l i a r - 5 0  M i l i a r  

Sumber  : Undang- U ndang N o m o r  2 0  Ta h u n  2008 

Seda ngka n  men u rut Tu lus  Tambunan  j i ka d i l i h at da ri kha ra kter ist i knya U M KM d i  

I ndones ia da pat d i bagi d a l a m  4 ka ra kterist ik  20 : 

1 .  Artisinal: merupaka n  perusa haan  m i kro, dengan prod u ktifitas dan  upah  ya ng 

rendah ,  s ifatnya stagnan (t i dak  mem i l i k i perkemba ngan pasa r, pen i ngkatan 

investas i ,  dan  prod u ks i  tetap, t idak  ada  perkemba nga n da l am manajemen serta 

da l am organ isas i  usaha ), ta rget penjua l an  terbatas pada pasar domestik  (ya ng 

mem i l i ki penghas i l an  rendah ), menggu naka n  a l at-a l at ya ng sederhana dan  

trad is iona l ,  p rod usen nya b iasa nya t idak  mampu mem baca dan  sa ngat pasif 

da l am me lakuka n  pemasa ra n  ( produsen sa ma seka l i  t idak mem i l i ki ide kemana  

bara ngnya a ka n  d ij u a l ), pera n da ri perantara (middlemen) sa ngat besa r, 

rendah nya kerjasama dan  spes i a l isas i  (t i dak  ada kerjasa ma dengan perusahaan  

tertentu) ,  t i dak  ada  d u ku nga n da ri p i hak  l a i n  d i l u a r  prod usen .  

2 .  Active : menggu naka n  pekerja  ya ng s u d a h  ter lat i h dan  mem i l ik i  tekno log i  ya ng 

lebih ba ik, da pat memasa rkan barang seca ra nas iona l  bah ka n  dapat m u la i  

me laku ka n  ekspor, a ktif da l am pemasa ran ,  memi l i ki j a ri nga n da l am perusa haan  

maupun  d i l u a r  perusahaan .  

3 .  Dynamic: Memi l i k i j a ri nga n l u a r  negeri ya ng l uas, terdapat banya k  p i l i h an  

tekno logi serta me laya n i  pasa r ya ng l eb i h  l uas, perusahaan  i nduk  ata u leading 

firm memi l i ki peranan  besa r. 

4 .  Advanced: terda pat spes ia l isas i  d i a nta ra perusahaan  dan te rda pat i ntens itas 

kerjasama ya ng ti nggi d i a nta ra perusa haan  tersebut, terdapat j a ri ngan ya ng 

sa ngat kuat a nta ra perusa haan  dan supplier bahan  baku,  komponen,  pera l atan 

dan  berbagai i nput ya ng l a i n ,  menyed iaka n  jasa, me lakuka n  proses penjua l an, 

20 Tu lus  Tambunan, p .  143. 
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d istri bus i  da n ba n k  ya ng cukup berkemba ng, bekerjasa m a  denga n  pemeri ntah 

loka l ,  region a l, ata u bah ka n  pemerinta h  nas iona l ,  menyed i akan  pelati han  dan  

bekerjasama dengan u n iversitas u ntuk  riset, beberapa perusahaan  memi l i ki 

or ientasi  ekspor (me l a l u i  eksport i r ) .  

Da ri penjabara n  khara kterist ik  U M KM d iatas, jen i s  U M KM ya ng ada d i  I ndonesia 

d idominas i  o leh jenis Art is i n a l .  Menandaka n  ba hwa mayoritas U M KM d i  I ndonesia 

meru pa ka n  "U M KM bayi" ya ng masih da l am ta han  m i kro ya ng masih ha rus  berta h a n .  

U ntuk  jen is  U M KM ya ng pa l i ng maju  a d a l a h  advanced ya ng banyak d i kemba ngka n d i  

perusahaan  man ufa ktu r  d i  Braz i l ,  I nd i a  dan  Meks i ko . 21 Bebera pa U M KM d i  I n dones ia 

ya ng mampu  berkem bang dan menembus  pasa r i nternas iona l  b iasa nya ada l ah  U M KM 

ya ng memi l i ki h u b u nga n denga n perusa haan  i nduk/ leading firms. Ber ikut ada l ah  tab le 

U M KM yang berkem bang denga n ba ik  d i  I n donesia . 

Ta be l 12 .  U M KM U nggu l d i  l ndones ia22 

U M KM lokasi Perusahaan lnduk 

Wig dan  asesoris ra m but Pu rba l i ngga, Jawa Tenga h PT. Roya l Kori ndah ,  

PT .  I ndo Kores 

Keraj i nan  tanga n Kasonga n dan  S leman, PT Out of Asia 

Yogyaka rta 

Ka in  tenu n  Peka longan,  J awa Tenga h PT. P ismatex 

Me be l  Jepara, J awa Tenga h Duta Jepara, G rista M u lya, 

Sat in  Abad i  

Keraj i nan  da ri kun ingan J uwana ,  J awa Tengah Kr isna,  Samarinda  

Genteng Kebu men, J awa Tengah Mas  Sokka 

Su m ber  : Suprati kno, 2002a 

U ntuk  mengeta h u i  pertu m b u h a n  U M KM seca ra u m u m  da pat d i l i hat da ri ta b le 

perkembanga n  U M KM pada per iode 1997-2012 .  Da pat ter l i hat da ri ta b le  tersebut 

ba hwa j u m l a h  u n it d a ri U M KM se l a l u  bertu mbuh  d a ri ta h u n  ke ta h u n, h i ngga pada 

ta h u n  2012 mencapa i  53 .823 .732 .  Ya ng menar i k  da pat terl i h at bahwa pertu mbuhan  

n i l a i  ekspor U M KM sa ngat fl u ktuatif, n a m u n  n i l a i nya terus men i ngkat da ri Rp .39 .2777 

M i l i a r  menjad i  175 .894 M i l i a r  pada ta h u n  2012.  

21 Tu l u s  Tambunan ,  pp .  143-144. 
22 Suprat ikno, H, "The Development of SME Clusters in Indonesia", paper presented at the ASEAN Roundtable on 
"Entrepreneurship and Small and Medium-Sized Enterprises {SMEs) in Southeast Asia's Economic Development", 

I SEAS, Si ngapore, November 7-8. 
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Tabel 13.  Perkembangan UMKM pada Periode 1997-2012 

l.kl. hQ .• UQ/ 
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SOlin�: Bodail PIJsDI Stalistfl< 
Sumber : Badan Pusat Statistik 

Posisi UMKM yang begitu strategis dalam perekonomian Indonesia, tentunya 

mendorong pemerintahan Indonesia u ntuk mengembangkan kebijakan yang mampu 

mendorong UMKM.  Berikut adalah beberapa upaya kebijakan yang d ikeluarkan oleh 

pemerintah Indonesia guna mendorong U M KM ; 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan peraturan melalui Peraturan 

Menteri Keuangan (PMK) No. 135/PMK/.05/2008 yang disebut sebagai program 

penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memil iki tujuan mengembangkan UMKM 

dan  koperasi secara berkesinambungan. Pada September 2015, pemerintah 

mengeluarkan paket kebijakan yang bertujuan mendorong pemberdayaan U M KM 

dengan mela lu i  Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan program Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) pemerintah memberikan kredit dengan bunga lebih kecil, dimana kredit 

pada umumnya memiliki Bungan 22-23 persen menjadi 12 persen. Data dari Kementrian 

Keuangan menyatakan bahwa periode November 2007 sampai dengan November 2014, 

total jumlah KUR yang telah diserap sekitar Rp 159,2 tri l iun kepada 12.145.201 debitur. 

KUR merupakan program nonsubsidi bunga karena pelaksanaan program KUR 

sepenuhnya di lakukan oleh pihak ketiga (DBK) mi l ik perbankan.  Pemerintah 

memberikan jaminan sebagian resiko kredit sebesar 70-80 persen melalu i  lembaga 

penjaminan. Lembaga penjaminan mil ik pemerintah antara lain Jamkrindo, Askrido, 
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J amkrida Jat im,  dan  J amkr ida Ba l i .  Berbaga i macam regu las i  d iteta pka n o leh  ba n k  

pe lasa na,  pemerintah ha nya menetapka n  ketentuan  u m u m  sepert i  kred it per nasabah 

u ntuk  KU R M i kro sebesa r 0-20 j uta ru p iah  per deb itu r, sedangka n u ntuk  KU R Reta i l  

sebesa r 2 0  j uta- 500 j uta rup ia h . 23 

Ta bel 14. La ndasan H u ku m  Progra m Keb ij aka n  KUR  

Ta h u n  La ndasa n H u k u m  

2007 

• l n p res No .G/2007 tentang Keb ijakan Percepatan Sektor R i i l  dan  Pemberdayaan  

UKM .  

• MoU a nta ra p i hak  Pemeri ntah,  ba nk  penya l u r, dan  perusa haan  penja m i n .  

• Perpres 2/2008 tentang Lem baga Penjam inan .  

• Addendu m  I MoU terka it n i l a i  p i nj aman  KUR  maks ima l  5 j uta rup ia h dengan  

2008 t i ngkat suku bunga maks ima l  24 persen .  

2010 

• P M K  No.  135/PM K.OS/2008 terka it besa ran  l m ba l  Jasa P inja m a n  ( U P ) sebesar  

1 ,5 persen dan  besa r p i nj aman  sebesa r 70%. 

• Addendum I I  dan Addendu m  I l l  MoU terka it KUR  M i kro dengan p l afon 

p injaman  maks ima l  20 j uta rup iah, dengan  t i ngkat suku bu nga maks ima l  22%, 

dan KUR  Ritel dengan p lafon p i njaman  maks ima l  500 j uta rup iah  dengan  

t ingkat suku bunga maks ima l 14%, serta penjam inan .  

• KEP-07/M .EKON/01/2010 tenta ng penam bahan  bank  penya l u r  KUR  ( 13 BPD 

a nta ra l a i n  : Ban k  DK I ,  Ba nk  Nagar i ,  Ba nk  Jabar  Ba nten, Bank  Jateng, BPD  D IY, 

Bank  Jat im Bank  NTB, Bank  Ka lba r, BPD Ka lse l ,  Ba nk  Kalteng, Bank  Su l ut, Bank  

M a l u ku ,  Bank  Papua .  

• P M K  No. 189/PM K.05/2010 terkait penam bahan  besa ra n IJ P da ri 1,5% menjad i  

3,25%. 

• P M K  No .  99/PM K.010/201 1  tentang Peruba han  Moda l  D isetor dari 50 M i l i a r  

201 1  rup iah  menjad i  25 M i l i a r  rup iah  u ntuk  perusahaan  penj am in  kredit daerah .  

• KEP-07/M.EKON/01/2012 terkait penam bahan  2 perusahaan  penjam inan  

kred it  daerah da l am skema KUR, yaitu J amkrida Jat im dan  J am krida Ba l i  

Mandara .  

2012 • Kep-08/M . E KON/ _1/2012 terkait penambahan  ba nk  penya l u r  KUR  (13  BPD 

a nta ra l a i n  BN I  Sya r iah,  BPD Ka lt im,  BPD Bengku lu ,  BPD R iau -Kepri, BPD NTI, 

BPD  Su lse l ,  BPD Sumsei-Babe l ,  BPD Su lawesi Tenga h, BPD  Sum ut, BPD  Aceh, 

BPD J a mbi ,  BPD Su lawesi Tengga ra, BPD Ba l i .  

Sumber : Me ly  Damayant i  dan  Latif Adam, TN P2K Working Paper 

23 Mely Damayanti dan  Latif Adam, "Program Kred it Usaha Ra kyat (KUR)  sebaga i A lat  Pendorong Pengembangan 
U M KM di I ndonesia, TN P2K Working Paper, Apr i l  2015, p . 3 .  
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Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE) 

Pada bu l an  M a ret 2016 Pemeri nta h I ndones ia menge l ua rkan keb ijakan  Kred it 

Usa ha  Ra kyat Berorientasi  E kspor (KURBE )  ya ng bertuj uan  menyed i aka n  fas i l itas 

pem biayaan  ekspor ya ng lengka p  d a n  terpadu  u ntuk  moda l  kerj a  dan  i nvestasi bagi 

Usa ha  M i kro, Keci l ,  dan  Menenga h .  Penya l u ra n  ba ntu a n  kepada U KM a ka n  d i l a ku ka n  

me l a l u i  Lem baga Pembiayaan  Ekspor I n dones ia/ LPE I  { I ndones ia  Exi m Bank ) .  Ti ngkat 

suku bu nga sebesa r 9% dan tanpa su bsid i .  Pemerintah  j uga meneta pkan batas maks ima l 

pembiayaan  ya ng da pat d i ber ika n  kepada U M KM 24 : 

• KURBE  M i kro : maks ima l  p lafond  sebesa r 5 M i l i a r  Rup ia h 

• KURBE  Keci l : maksi ma l  p lafond sebesa r 25 M i l i a r  Rup iah  (dengan ketentua n  

maksi ma l  KMKE  sebesa r 15 M i l i a r  Rup ia h ) .  

• KURBE  Menenga h : Maksi ma l  p l afond sebesa r 50 M i l i a r  Rup iah  (dengan ketetuan  

maksi ma l  KMKE  sebesa r 25 M i l i a r  Rup iah ) .  

U ntu k jangka waktu KURBE  sen d i r i pa l ing l a m a  a d a l a h  3 ta h u n  u ntuk  KMKE  atau 

5 ta h u n  u ntu k K I E .  Men u rut Deput i  B idang Koord inasi  E konomi  Kreatif, Kewi ra usahaan  

dan  Daya Sa ing Koord i nas i  Ekonomi  Kreatif, pemer intah mencoba untuk  mem bedayaka n 

perusahaan  nega ra ( BU M N )  aga r mampu  berpera n memberdaya ka n U M KM .  Saat i n i  

terda pat PT  Sa ri nah ,  PT  Perusa haan  Perdaga nga n I ndonesia,  PT Mega E ltra, PT  Bhanda  

Gha ra Reksa dan  PT Pos . Pemer i nta h mendorong aga r BU M N  mampu  menyed iaka n  

s istem i nformas i  denga n  data ya ng terpusat, seh i ngga m a m p u  membuka kesem patan 

bagi para U M KM u ntuk  me lakuka n  ekspor .  

Ter lepas da ri berbagai  bantu a n  ya ng pemeri nta h te l ah  beri ka n kepada U M KM, 

da lam pra kti knya U M KM ser ingka l i  meme l i ki berbaga i kenda l a  da lam mengemba ngka n  

usahanya . U M KM d i  I ndonesia pada u m u m nya m a s i h  memi l i ki kenda l a  sepert i  masa l ah  

permoda l an ,  ka pasitas U M KM ya ng berka ita n dengan Sumber  Daya Man us ia ,  

pemasaran,  dan  peme n u h a n  sta nda risas i  internas iona l  ya ng ada .  Menurut data ya ng 

d im i l i ki o leh  Wholesale Private Banking di I ndones ia ,  da ri tota l semua  S M E  di I ndonesia 

ha nya sekita r 36% memi l i ki akun bank.  Ha l  in i  men u nj u kkan masih ku ra ngnya a kses 

24 Kementerian Koord inator B idang Perekonomian,  "Paket Kebijakan Ekonomi Minggu ke-V Maret 2016 (Tahap XI )", 
Jakarta, 29 Maret 2016. 
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U M KM terhadap skema fi na ns ia l .  Kebanya ka n dari U M KM d i  I ndones ia menganda l kan  

moda l  da ri pr ibad i  atau ke l u a rga u ntuk  menja l anka n  usahanya . 25 

Se l a i n  kenda la  a kses terhadap berbaga i skema fi na ns ia l ,  U M KM juga mem i l i ki 

kenda la  l a i n .  Dar i  data ya ng d i paparka n o leh  World Bank Enterprise, ha nya ada sekita r 

25% perusahaan  kec i l  ya ng seca ra lega l te reg istras i  keti ka mereka memu la i  b i sn i snya d i  

I ndones ia . Pajak  ya ng t inggi ,  b i rokras i  ya ng ru m it membuat perusa haan  kec i l  tersebut 

engga n memproses lega l usaha nya . 26 

2. UMKM dalam ASEAN FTA dengan Negara Mitra 

ASEAN mem i l i k i ceta k b i ru ya ng seca ra spes ifi k memba has mengena i  keb ij aka n  

U M KM ya ng d isebut sebaga i ASEAN Policy Bluerint for SME Development (APBSD) ta h u n  

2004-2014. APBSD i n i  mem i l i k i tuj uan  u ntuk  mem persemp it kesenjangan d ia nta ra 

nega ra anggota nega ra ASEAN . Seca ra u m u m  progra m i n i  d is ia pka n  u ntu k men i ngkatka n 

daya sa i ng, mempers iapka n  S M E  berkembang leb ih  d i n a m is denga n ca ra menyed iakan 

a kses terhadap i nformasi ,  pasar, su m ber  daya man us ia  {SDM), kea h l i a n, fi na ns ia l dan 

tekno log i .  Seh ingga d i ha ra pka n pada ta h u n  2015, APBSD mampu  mewuj u d ka n  U M KM 

ya ng kom petit if, i novatif, mem i l i ki kua l itas prod u k  ya ng mampu  bersa ing denga n prod u k  

l u a r  negeri ,  m a m p u  berpa rt is ipas i  d a l a m  ra nta i pasoka n g loba l serta m a m p u  mengamb i l  

keu ntu ngan dari i ntegras i  ekonomi  ASEAN .27 

Ta bel 15 .  Progra m ASEAN Policy Blueprint da l am mengemba ngka n U M KM 

P rogram Keg ia ta n 

Pengem banga n  sumber  

daya manus ia  dan  

pen i ngkatan kapasitas 

• Program u ntuk  mengembangkan kewi raswastaa n .  

• Men ingkatkan kemampuan  dan  kemand i ri an  U M KM 

da l am ma najemen dan  orga n isas i  usaha .  

• Men i ngkatkan kemampuan  U M KM guna men i ngkatkan 

jari nga n  anta r perusahaan .  

• Mene l it i  dan  me lakuka n  benchmarking untuk 

mempelaj a ri kepasitas U M KM, d i nam isme dan  daya 

sa i ng.  

25 Maya l rjayanti , Anton Mu lyono Azis, Puter i  And ika Sa ri, "Indonesian SMEs Readiness for ASEAN Economic 

Community", 2016, p. 32 .  
2 6  Annabe l le  Mourougane, "Promoting SME development in Indonesia", OECD Econom ics Depa rtment Working 
Papers No.995, OECD Pub l i sh i ng, http://dx .do i . org/10. 1787 /Sk9 18xk464f7-en, p . 1 1 .  
2 7  Rafae l ita M .Aidaba, "SME Development : Narrowing the Development Gap in the ASEAN Economic Community", 

Ph i l i pp ine Journa l  of Deve lopment, Number 71, F i rst and  Second Semester 2012, Volume XXXIX, Numbers 1&2, 
p . 144. 
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Men ingkatka n kemampuan  • Menyiapka n  j a ri nga n yang sa l i ng terhu bung d i  kawasan 

pemasaran U M KM regiona l  dan  subregiona l , b isn is  on l i ne  U M KM 

Akses terhadap  fi nans ia l  

Akses terhadap tekno logi 

Menc iptaka n l i n kungan yang 

kondus if 

Sumber : Rafae l ita M. A ldaba 

• Men i ngkatkan kemampuan  U M KM da l am 

menggu nakan tekno logi i nformasi  dan  kom un i kas i  serta 

e-commerce. 

• Mene l it i  dan me lakukan  benchmark ing guna 

mem pers ia pkan kema m puan  U M KM sebaga i 

subkontraktor dan  kepatuhan  terhadap  peraturan 

subkontrak serta berbaga i perm i ntaan .  

• Pen ingkatan kapas itas u ntuk  men i ngkatkan a kses 

U M KM terhadap fi nans ia l .  

• Ada nya i nstitus i  fi nans ia l  untuk men ingkatka n kapas itas 

fi nans ia l  U M KM 

• Memper luas  dan  memperbanyak a kses U M KM 

terhadap kred it .  

• Men i ngkatkan tekno logi ya ng d im i l i k i o leh U M KM dan 

transfer i novas i  tekno logi 

• Melakukan  s imp l ifi kasi , rasiona l isas i  prosed u r  registrasi 

yang harus d i l a ku ka n  oleh U M KM dan menyed iakan 

duku ngan bag i  U M KM .  

• Menc iptaka n  kerangka kerja  yang je las  bagi 

perkembanga n U M KM 

• Mempromosika n  s inergi antara sektor pub l i k  dan  

swasta u ntuk  mengembangkan i ntegras i  U M KM .  

U ntuk  dapat mengeta h u i  perkembanga n d a n  kenda la  ya ng d i hadap i  o leh  U M KM 

d i  kawasan ASEAN dan  beberapa patner  uta ma ASEAN ber i kut terdapat data ya ng 

menjaba rka n kenda la  uta ma U M KM d iberbaga i nega ra . D i ha rapka n dari data tersebut 

I ndones ia dapat me l i hat posis i  U M KM d ianta ra nega ra ASEAN l a i n  dan m itra dagang 

utama ASEAN l a i n nya . 
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Tabel 16. Kendala Utama UMKM Di berbagai Negara 

COUntry Main Constraints 

""ii c:: 
f 

!I 0 
_ 1  -i :!' -a > "i , . I!' � 

c:: . "I: � " .. E 2 =  -8 � j  j �  I I  
c:: .2 ti �  .!! i 

w i .. ! .so � ���� .E i ... !I .!!! 
Indonesia , , , , " 
Phllpplnes , , , 
VIet Nam , , , , 
cambodia " " , , 
laO PDR  , , " , 
Thailand " " " , " 
Malaysia , , , " 
Brunei , , , 
China , , " , 
India , , " , 
Paldstan , , " , 
a.n,ladHh " , , , 
...,.. , , , , 

S u m ber : Ta m b u n a n, 2009 

Apa b i l a  d i l i hat pada ta bel  d i atas, I ndones ia menga l am i  kenda la  terkait U M KM 

da l am kemampuan  dan  tekno logi ,  i nfrastru ktu r, pajak, sta b i l istas dan  i nflas i ,  

penyimpa nga n  pasa r serta isu- isu terkait ketenagakerjaa n .  Seh ingga per lu  ada nya 

kesi n a m b u nga n peratu ra n  dan  d u ku nga n  dari pemerintah da l am berbaga i u paya 

pen i ngkata n pada beberapa aspek kenda l a  terka it U M KM .  Kenda la  terbesa r U M KM 

mas ih  pada ta hapan mengena i  ketentuan  stada risasi  ekspor prod u k  tertentu dan  

pengeta h u a n  terka it pe la ksa naan  ekspor, sepert i  m isa l nya d i  Yogya karta Di  Daera h  

l st imewa Yogya ka rta ,hanya sekita r 1 2 0  U M KM ya ng mengeskpor seca ra mand i ri da ri 

400 eksport i r .  S isa nya menggunaka n  jasa peranta ra . J u m lah  pe laku U M KM berbas is 

ekspor ya ng meng i r im prod u k  seca ra mand ir i  kurang  dar i  50 persen da ri tota l U M KM di  

daera h  i n i .  D i  D IY terda pat set ida knya 600 r ibu u n it U M KM .  I a  mengata ka n pe la ku 

U M KM menggunaka n  jasa pera nta ra u ntuk  mengekspor prod u knya karena terkenda la  

kema mpuan  bah a sa dan  a kses ke  buyer  ya ng m in im .  28 

U ntuk  mampu  mempers ia p ka n  stra regi I ndonesia da l am persa inga n  U M KM 

da l am menghadap i  ASEAN Free Trade Area ata u saat i n i  berkembang menjad i  ASEAN 

Economic Community. Per l u d i keta h u i  ter leb ih  da h u l u  posis i  atau daya sa ing  I ndones ia 

d iband ingka n  dengan nega ra-nega ra ASEAN ya ng l a i n .  Ber ikut ada l ah  i ndeks daya sa ing 

I ndones ia d iband ingka n  denga n nega ra-nega ra anggota ASEAN pada tah u n  2013-2014. 

J i ka d i l i hat d a ri ta be l  d i bawa h i n i  I ndones ia mend u d u ki per ingkat ke 5 ( l i ma ), d imana  

28 Tempo, Standard Produk  Ketat, U M KM Gunakan Jasa Peranta ra E kspor, (daring) 
https ://m .tempo.co/read/news/2016/04/20/090764453/standard -produ k-ketat-umkm-gunakan-jasa-peranta ra­
ekspor, 10 Apri l  2016. 
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I ndones ia h a rus  bersa ing denga n  nega ra-nega ra sepert i  S ingapu ra, Ma l ays ia ,  Bru ne i  

Darussa l am dan  Tha i l and .  J i ka d i l i hat da lam persa i nga n g loba l  I ndonesia menempati 

u ruta n ke 38 (tiga p u l u h  de lapan )  da ri 148 nega ra di d u n i a .  

Ta be l 17 .  l ndeks Daya Sa ing Negara -Nega ra Anggota ASEAN Ta h u n  2013-2014 

No .  Nega ra Rangk ing  N i l a i  

1 .  S i ngapore 2 5 .61  

2 .  Ma lays ia 24 5 .03 

3 .  B rune i  Da russa l am 26 4 .95 

4.  Tha i l and  37 4 .54 

5 .  I ndones ia  38 4 .53 

6.  P h i l i p ines 48 4.08 

7. Vietnam 59 4 .29  

8 .  Laos 70 4 .18 

9 .  Ka m boja 88 4 .01 

10 .  Timor Leste 138 3 .25  

11 .  Myna mar  139 3 .23  

Sumber : World Economic Forum (2013)  

Da lam proses pe la ksa naan  ceta k b i ru  Masya ra kat Ekonomi  ASEAN ( M EA) 2015, 

I ndonesia menetapkan p rodu k  has i l  kayu dan otomotif menjad i  p rodu k  ya ng a ka n  

d i l i be ra l isas ika n  terleb ih  d a h u l u  ata u masuk  da l am progra m M EA ya ng d i sebut sebagai 

"fast-tracking" . 

Rekomendas i  yang berasa l  da ri McK insey ada l ah  me laku ka n  "fast-ta rcki ng" 

beberapa sektor ya ng per l u d i l i be ra l isas i  ya itu sebaga i ber i kut ba ra ng-barang hab is  

konsums i  dan  e lektron i k, sektor pa riwisata, agro-b iotechno logy, i nd ustri otomotif. 

Da l am ha l  i n i  AEM juga mengint ifi kasi  terda pat sebe las sektor ya ng per lu  

d i l i be ra l isas i ka n .  Sebaga i ber i kut 29 : 

1 )  I ndones ia : Has i l  kayu dan  otomotif 

2) Ma lays ia : Has i l  ka ret, tekst i l  dan a ppare l s  

3 )  Mynmar : Prod u k  pertan i an  dan  per i kanan  

4) Ph i l i p i na  : E l ektron i k  

5 )  S ingapura : e-ASEAN dan  kesehatan 

6) Tha i l and  : pa riwisata dan a i r l i nes 

29  H .  Soesastro, p .26 .  
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Indonesia diantara negara-negara anggota ASEAN yang la in memil iki jumlah SME 

yang pal ing besar, dengan jumlah penduduk yang paling besar juga. Mayoritas dari 

UMKM di Indonesia bergerak dalam sektor pertanian, menempati peringkat berikutnya 

adalah perhotelan dan restoran, kemudian disusu l  oleh sektor manufaktu r. Berikut 

adalah grafik prosentase dari sektor-sektor UMKM Indonesia. 

Grafik 3.  Presentase Sektor UMKM Indonesia 
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Tmnsport and c<mmunication 

Coostruction 0.34 

Finance, rent and services 0. 17 

Minning 0.03 

Electricity, gas and water 0.03 
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Source: National Agency of Statistics 

Sedangkan j ika di l ihat dari kontribusi UMKM terhadap GOP negara-negara 

anggota ASEAN , I ndonesia menempati peringkat pertama. Oimana sekitar 53,3 persen 

sektor U MKM menyumbangkan GOP Nasiona l .  Sedangkan untuk peringkat kedua 

diduduki oleh Thai land . Oari  tabel d ibawah ini  dapat terl ihat bahwa Indonesia memil iki 

potensi yang besar dalam sektor U M KM, Thailand menjadi saingan terberat Indonesia 

dalam sektor UMKM. 

Tabel 18. Potensi UMKM dalam GOP Negara ASEAN 

Negara 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

·
Brunei - - - - - - -

Darussa lam 

Kamboja 64,5 76,7 - - - - -

I ndonesia 54,7 54,8 57,0 56,8 55,4 53,5 53,3 
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M a laysia - - - 47,3 - 38,9 

S inga pore - - 34,7 - - -

Tha i l and  39,5 39,3 38,8 38, 1 37,8 38,3 

Ph i l i pp i nes - - 39,0 - -

Vietnam - - - - - -

Sumber : Tu lus  Tah i  Hamonanga n Tam bunan  (201 1)  

3.  Perdagangan Sektor Pertanian Indonesia Lingkup FTA ASEAN+dan Bi lateral 

ASEAN (ASEAN Trade in Goods Agreement) 

-

-

38,0 

-

-

Sektor perta n i an  da l am kera ngka ASEAN merupakan sektor sensit if seh i ngga 

pengaturan  da l am skema FTA ASEAN leb ih  fleks ibe l  dan  t ida k  terl a l u  ketat.  Ha l  tersebut 

d i ka renaka n  mayoritas nega ra-nega ra ASEAN mas ih  menganda l ka n  ekspor beru pa 

prod u k-prod u k  pertan i an .  Berbaga i skema dan  ketentuan da l am FTA ASEAN 

mensya ratka n bebera pa per l i ndunga n pada komod ita s perta n i an  yang merupakan  

komod itas uta ma seperti beras dan  gu la  m isa l nya ya ng tertuang pada Protocol Special 

Treatment on Rice and Sugar. Walau  j u m l a h  penu runan  ta rif da l am skema ASEAN Trade 

i n  Goods Agreement (ATIGA) merupaka n  ya ng terbesa r ya itu 98% gu la  dan  beras teta p 

mem i l i k i ta rif M F N .  99, 11  % tarif ASEAN-6 pada ta h u n  2010 te l ah  d itu ru n ka n  menjad i  0 

%, seda ngkan  98,86 % ta rif ASEAN-4 berkisa r anta ra 0-5 %. 

Pemer intah  te l ah  me l aku ka n  ratifi kas i  terka it perjanj i an  ATIGA me la l u i  beberapa 

peratu ra n domesti k sepert i  Keppres No. 85 Tah u n  1995 (AFTA), Perpres No. 2 Ta h u n  

2010 (ATIGA), Peratu ra n  Menteri Keuanga n No .  1 2 8  Ta h u n  2010 (ATIGA) dan  Peratu ra n  

Menteri Keua nga n N o .  208 Ta h u n  2012 (ATIGA) . Dar i  peratu ran -peratu ra n ya ng ada 

tersebut t ida k mem i l i ki pertenta ngan denga n ketentuan  ya ng ada pada skema ATIGA. 

Pemerintah me laku ka n  kom itmen ta rif sesua i  denga n kesepakata n ya ng ada 

sebe l umnya . N a m u n  tentu i m p l i kas i  da ri ATIGA terkait kond is i  nas iona l da pat d i l i hat da ri 

k i nerja perdaganga n sektor i n i .  
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Grafik 4. Perdagangan Sektor Pertanian Indonesia dengan 
Negara ASEAN Tahun 2005-2014 
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Secara keseluruhan selama periode 2005-2014 perdagangan sektor pertanian 

Indonesia masih mengalami surplus. Tren kinerja perdagangan sektor pertanian masih 

cenderung meningkat (grafik 4) .  Hanya saja seperti yang telah d i  jelaskan pada bagian 

awal, sub sektor perkebunan menjadi primadona ekspor Indonesia dan komoditas 

pangan menjadi komoditas impor utama Indonesia. Di sisi lain di  pasar ASEAN Indonesia 

harus bersaing dengan berbagai negara ASEAN la innya. 

Tabel 19. Market Share Ekspor Indonesia ke Intra ASEAN 

Komoditi Negara Pesaing Market Share Indonesia 

CPO dan 
Malaysia 89,94 % 

olahan lain sawit 

Biji Kakao Malaysia 94,9 % 

Kopra (Kelapa) Malaysia dan Fi l ipina 63,90 % 

Kopi Vietnam 37,18 % 

Lad a Vietnam 54,99 % 

Karet a lam 
Thailand, Vietnam dan 

12,26 % 
Singapura 

Gandum 
Thai land, Malaysia dan 

3,48 % 
Singapura 

Nenas Fi l ipina 57,89 % 
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Komoditi Negara Pesaing Market Share Indonesia 

Mete Vietnam, Singapura 8,61 % 

Manioc/Cassava Thailand dan Vietnam 3 %  

Sumber : Dit Pemasaran lnternasional, Ditjen PPHP 

Tahun 2014 komposisi kinerja ekspor perdagangan sektor pertanian Indonesia 

sebesar 34% menuju Ma laysia dan 24% ke Singapura. Indonesia mayorita mengekspor 

produk makanan olahan serta hasi l perkebunan. Sedangkan ke Singapura berupa sayur­

sayur sub sektor holtikultura (grafik 5 ) .  Apabila di l ihat dari potensi produk pertanian d i  

ASEAN, Indonesia masih memil iki pasar dan  potensi peningkatan. 

Grafik 5.  Komposisi Ekspor Perdagangan Pertanian Indonesia dengan 
Negara-negara ASEAN Tahun 2014 
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Grafik 6. Komposisi lmpor Perdagangan Pertanian Indonesia dengan 
Negara-negara ASEAN Tahun 2014 

Sumber : WITS 
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Saat in i  pemerintah terus berupaya melakukan upaya untuk mencapai ketahanan 

pangan .  Peratura n  domestik pendukung tersebut misalnya UU No.  · 18 Tahun  2012 

Tentang Pangan. Dimana perundangan tersebut menjelaskan dengan rind bagaimana 

pemerintah berkeinginan mewujudkan kedaulatan, kemandarian dan ketahanan 

pangan .  Perundangan tersebut nampaknya masih belum optimal .  Tahun 2014, Thai land 

merupakan dengan ekspor tertinggi ke Indonesia yaitu sebesar 51% (grafik 6). Ekspor 

dari Thai land didominasi komoditas tanaman pangan .  Secara mengejutkan data tersebut 

didukung pada grafik 6, yang menunjukan impor beras dari Thailang berada pada 

peringkat 2 setelah Vietnam.  

Pembatasan impor makanan pokok dan ekspor terkait UU Pangan hanya 

dimungkinkan jika pemerintah telah memenuhi kecukupan atau cadangan makanan dan 

kebutuhan konsumsi makanan pokok. Dengan kata lain, impor hanya dapat dilaksanakan 

jika produksi pangan dalam negeri tidak cukup atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri 

(Sudaryanto, 2015). Namun fakta nya lmpor beras salah satu komoditas utama yang 

dil indungi tetap tinggi. lmpor terbesar Indonesia berasal dari Vietnam dan Thai land (grafik 

6). Dengan kata lain, keinginan pemerintah mewujudkan ketahanan pangan masih 

terkendala pemenuhan produksi dari dalam negeri. 

Grafik 7. l mpor Beras Indonesia Tahun 2010-2014 
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• Vietnam 232,916 946,490 

• Thailand 109,134 533,002 

• cina 12,729 15,467 

• India 1,768 6,308 

• Pakistan 1,766 6,053 52,483 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015 
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Kesamaan keunggulan komparatif baik produk, geografis, budaya dsb di kawasan 

ASEAN membuat perdagangan di ASEAN relatif kompetitif. Sektor pertanian Indonesia d i  

kawasan ASEAN masih terbi lang cukup maju ketimbang negara lain, kecuali Malaysia, 

Thailand dan Vietnam. Namun untuk menghadapi dan mengambil keuntungan sebesar­

besarnya dalam setiap FTA, pemerintah hendaknya menentukan dan menyiapkan 

komoditas pertanian andalan yang mampu bertahan dan menyerang di  pasar ekspor. 

ASEAN China FTA 

Sejak tahun 2005 h ingga 2014 Indonesia mengalami surplus cukup besar d i  

sektor pertanian (grafik 8 ) .  N i l a i  surplus terbesar terjadi  di  sektor perkebunan, seperti 

minyak kelapa sawit dan turunannya, aneka produk karet, minyak dan lemak dari 

sayuran, minyak kopra, biji coklat (pecah, setengah pecah, dan mentah), kopi, teh, 

gaplek i ris dan kering. 

Sebali knya, impor terbesar terjadi pada subsektor hortikultura (seperti bawang 

putih segar, buah apel, pir dan kwini  mandarin segar, dan komoditas buah la innya ). 

sedangkan subsektor pangan berupa benih  gandum dan gandum la innya, gula kasar, 

kacang kupas dan subsektor peternakan. Berdasarkan hal tersebut sesungguhnya 

Indonesia memil iki daya saing di sektor perkebunan. Sebal i knya, Indonesia mengalami 

tekanan d i  sektor hortikultura, pangan dan peternakan. 

Grafik 8. Perdagangan Sektor Pertanian Indonesia dengan Cina Tahun 2005-2014 
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Keu ntu nga n daya sa ing tersebut t idak ter lepas da ri ada nya skema Program 

Pa nen  Awa l (Early Harvest Programme), E H P  ada l ah  suatu  progra m u ntuk  mempercepat 

imp lementas i  ACFTA d imana  tar if Most Favored Nation ( M F N )  sudah  da pat d i hapus  

u ntuk  beberapa kategori komod itas tertentu . l n i  mu la i  d i l a ksa naka n  tangga l 1 J anua ri 

2004, meru pa kan  kom itmen pemotonga n ta rif bagi p rod u k-prod u k  sektor perta n i an  

ASEAN ya ng masuk  ke  C ina .  Prod u k-prod u k  ya ng d itera pka n  da l am E H P  sepert i  

B indatang-b inata ng h i dup, dag ing ya ng da pat d imaka n, i ka n, p rod u k  susu ,  p rod u k  

hewa n l a i n nya, tanaman  h i d u p, sayu r-sayu ra n d a n  b u a h  buahan . 30 

Saat i n i  skema ASEAN-Ci na  (ACFTA) t id a k  begitu berpenga ru h negatif terhadap 

sektor perta n i an  nas iona l .  Ha l  tersebut da pat d i l i hat da ri k inerja perdaga nga n I ndones ia  

dengan Ci na .  Ha nya perl u d i pert i mba ngkan  o leh  pemeri nta h a pa ka h  surp lus d i  sektor 

perta n i an  da pat seca ra kons isten ata u t idak. Seh i ngga teta p per l u pembenahan  terka it 

kua l itas dan  p rod u ktivitas da ri beberapa produsen komod itas perta n i an  di I ndones ia . 

ASEAN Austral ia and New Zealand FTA 

Kema m puan  untuk  mem pergu naka n  kesem pata n pasa r 600 juta penduduk  

AANZFTA menjad i  ta nta nga n bagi i nd ustr i  I ndones ia . Sebe l u m  AN NZFTA efektif pada 

ta h u n  201 1, n i l a i  ekspor I ndonesia ke Austra l i a  dan Se l and i a  Ba ru da l am 2008-2010 

ha nya 3% d a ri tota l n i l a i  ekspor I n dones ia ke d u n i a  ata u sekita r $ 4,7 m i lya r dan t ida k 

menga l a m i  peru ba han  h i ngga imp lementasi nya satu ta h u n  kemud i an  n a m u n  n i l a i nya 

na i k  menjad i  $5,9 m i lya r. 3 1  Data tersebut meru pa ka n  n i l a i  kese l u ruhan  perdagangan  

I ndones ia  dengan ked ua  nega ra . E kspor utama  I ndones ia  ke  ked ua  nega ra tersebut d i  

dom inas i  sektor m igas dan  man ufa ktu r. Sedangka n  sektor perta n i an  menjad i  sektor 

ya ng pa l i ng d i rug i ka n  denga n  ada nya skema AANZFTA. Pen u l is  seca ra objektif h a rus 

mengata kan demi k ia n .  Ha l  te rsebut d idasa r i  pada ki ne rja perdaga nga n I ndones ia 

dengan Austra l i a  dan  N ew Zea l and .  

30 Li hat d a l a m  pasa l  6 ayat 3 Framework Agreement on Comprehensive Economic Co- Operation between ASEAN 
and the people's Repub l ic  of Ch ina .  
31 Kementeri an  Luar Negeri, Kaj i an  Pemanfaatan Asean - Austra l i a - New Zea land Free Trade Area (AANZFTA) Bagi 

Ekspor Pada Sektor Perindustri an  Di I ndonesia Dengan Menggunakan Metode Constant Market Share Ana lysis 
(CMSA), 2011 
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Ta be l  20.  Kom itmen I ndones ia  d i  Sektor Sens it if : Beef & Dairy Products 

# HS Code Descri pt ions  Ta r iff I m port from I m port from Com m itment 
Rate NZ AUS 

OS ( U S$ ;  2005) ( U S$ ;  2005 ) 

1 0201 .30 .00 .00 Meat, of bovi ne 5% 85,005 1,690 .884 0% by 2020 

an ima ls, bone less 

cuts, fresh or 

ch i l led-Bone less 

2 0202 .30 .00 .00 Meat, of bovi ne  5% 23, 1 18,261 16,727,210 0% by 2020 

a n i ma ls ,  bone less 

cuts, frozen-

Bone less 

3 0206 .22 .00 .00 Offa l ,  ed i b le, of 5% 478,487 1,293,670 0% by 2020 

bovi ne  an ima ls, 

l ive rs, frozen -

Livers 

4 0206 .29 .00 .00 Offa l ,  ed i b le;  of 5% 7,744,974 10,646,357 0% by 2020 

bovi ne an ima l s  

(other than  

tongues and  

l ivers), frozen -

Other  

5 0401 .30 .00 .00 Fresh m i l k  -Of a 5% 1, 116,899 649,224 0% by 2018 

fat content, by 

weight, exceed ing 

6% 

6 0402 . 10 . 11 .00 M i l k  powder --- 5% 28,599,846 28,957,791 0% by 2019 

Not conta i n i ng 

added suga r o r  

other 

7 0402 .21 .90 .00 M i l k  powder --- I n  5% 21,320, 184 1,644 0% by 2019 

other  form 

8 0402 .29 . 10 .00 M i l k  powder  --- I n  5% 123,818 36,696,087 0% by 2019 

powder  form 

9 0402 .99 .00 .00 M i l k  powder - 5% 1,861,981 1,226,276 0% by 2019 

Other  

10  0404 .10 . 11 .00 Da i ry p roduce; --- 5% 710,219 9,456,141 0% by 2017 

Whey 

11  0405 .90.90.00 Da i ry produce; 5% 1,554,381 1,055,946 0% by 2017 

fats and o i l s  

derived from mi l k  
(other than  butter 

or  da i ry spreads)  

-Other 
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# HS Code Descriptions Tariff Import from Import from Commitment 
Rate NZ AUS 
OS (US$; 2005) (US$; 2005) 

12 2004.10.00.00 Frozen French 5% 2,875,491 458,671 0% by 2017 
Fries 

Total of the 12 tariff l ines 89,589,546 108,859,901 

Sumber : Kementerian Perdagangan, 2010 

Walaupun Indonesia telah memberikan komitmen tarif untuk sektor sensitif yang 

kemungkinan akan diuntungkan oleh kedua negara tetap saja impor produ k  pertanian 

Indonesia dari kedua negara tersebut besar (tabel 20). Perjanjian AANZFTA apabila 

d ikaji, cukup merugikan sektor pertanian.  Australia dan New Zea land merupakan negara 

maju dengan kekuatan sektor pertanian yang tinggi. Kual itas dan standar yang baik 

membuat Australia dan New Zea land berhasil mengembangkan sektor pertanian 

menjadi sektor utama mereka di  pasar dunia .  

Grafik 9.  Perdagangan Sektor Pertanian Indonesia 
dengan Austra l ia Tahun 2005-2014 
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Grafik 10. Perdagangan Sektor Pertanian Indonesia 
dengan New Zea land Tahun 2005-2014 
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Apabila d i l ihat kinerja perdagangan Indonesia dengan Australia dan New Zealand 

mengalami pen ingkatan baik ekspor maupun ekspor setelah terlaksananya AANZFTA. 

Hanya saja sektor pertanian menjadi imbas dengan defisitnya lebih dari 40% dari total 

ekspor pertanian tiap tahunnya . Kesiapan sektor pertanian khususnya sub sektor 

peternakan dalam negeri yang masih rendah membuat persaingan pada kerangka 

AANZFTA d inilai kurang efektif. Rencana pemerintah untuk terus berupaya 

meningkatkan produksi untuk mencapai ketahanan pangan terbukti belum optimal  

dengan tingginya permintaan konsumsi daging dan produk  peternakan lainnya . Selain 

itu, standar dan kualitas komoditas dari Austral ia dan New Zea land membuat produsen 

domestik kalah bersaing. 

ASEAN India FTA 

Sejak pemberlakuan AIFTA tahun 2010 kinerja perdagangan kedua negara 

mengalami peningkatan. Khususnya sektor pertanian, FTA ini memberikan pengaruh 

positif karena memberika ni la i  surplus bagi neraca perdagangan Indonesia. Baik India 

dan Indonesia sama-sama memil iki potensi pasar yang cukup besar. Pada tahun 2011, 

Indonesia mengalami surplus perdagangan terhadap India sebesar US$ 9,4 milyar dari 

perdagangan non migas. Produk unggu lan asal Indonesia merupakan CPO. Sedangkan 

impor utama Indonesia d idominasi oleh peralatan telekomunikasi dari sektor pertanian, 
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Indonesia tidak memiliki angka yang signifikan terkait impor dari India.  Sehingga dalam 

hal in i, I ndonesia lebih d iuntungkan.  Hanya saja sejak tahun 2011 ekspor pertanian 

Indonesia ke India cenderung mengalami tren penurunan (grafik 11) .  

Grafik 11 .  Perdagangan Sektor Pertanian Indonesia dengan India Tahun 2005-2014 
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Dalam skema penurunan tarif dalam AIFTA cukup menguntungkan bagi Indonesia 

khususnya di sektor pertanian.  Ekspor utama Indonesia ke India didominasi oleh CPO 

berhasil menjadi primadona. Hal  tersebut dikarenakan India secara bertahap 

menurunkan bea masuk atas CPO dari 80% menjadi 37,5% selama periode 2009-2018. 

Selain India terdapat 5 negara lain yang menjadi ekspor utama komoditas minyak sawit 

yaitu, India, Cina, Pakistan, Singapura dan Malaysia (grafik 11. )  

Grafik 12 .  Ekspor Minyak Sawit Indonesia Tahun 2010-2014 
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2010 

81.2 

1866.5 

4340.2 

565.6 

1210.8 

2011 2012 2013 

296.8 714.3 814.4 

2109.5 2600 1794.1 

5256.4 4838.4 4281.6 

782.5 905.3 650.1 

1603 1320.8 372.8 

2014 

1353.9 

1789.8 

3635.3 

602.9 

403.6 
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Dikarenakan Indonesia dan India memiliki kemiripan dalam komoditas pertanian 

sehingga komitmen Indonesia dalam kerja sama dengan India sangat kecil yaitu hanya 

48,7%. Berdasarkan data-data tersebut maka sektor pertanian d ianggap kompetitif 

dalam persaingan AIFTA. 

ASEAN Korea FT A 

Perjanjian AKFTA yang berlaku sejak 2007 dan di implementasi penuh tahun 2010 

merdampak pula pada peningkatan volume perdagangan antara Indonesia dan Korea 

Selatan .  Indonesia akan mendapat manfaat dari akses pasar ekspor Indonesia ke Korea 

Selatan akan meningkat pada saat implementasi perjanjian ini .  Hal  tersebut disebabkan 

penghapusan tarif 70% pos tarif Korea Selatan dalam skema Normal Track. Produk­

produk yang akan dihapuskan tarifnya pada waktu implementasi, antara lain binatang 

hidup, ikan, sayuran, minyak sawit, produk kimia, produk kertas, tekstil dan produk 

tekstil, a las kaki, kulit, produ k  kayu dan sebagainya. Akses pasar ekspor Indonesia ke 

Korea pada tahun 2008 akan meningkat ± 95% pos tariff Korea dalam Normal Track akan 

dihapus. Sedangkan Tahun 2010, selu ruh pos tariff Korea dalam NT akan d ihapuskan, 

Sensitive Track AKFTA mencapai 464 pos tariff ( HS-6 d igit) antara lain perikanan, beras, 

gula, wine-alcohol, produk kimia, tekstil, baja, komponen dan sebagainya . 

:::1 

Grafik 13.  Perdagangan Sektor Pertanian Indonesia 
dengan Korea Selatan Tahun 2005-2014 
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Bagi sektor pertanian, kerangka perjanjian dengan Korea Selatan cukup 

menjanjikan. Hal tersebut dapat di l ihat dari kinerja ekspor-impor antar kedua negara. 

Sejak tahun 2005-2014 Indonesia sela lu  mengalami surplus di  perdagangan sektor 

pertanian (grafik 13).  Ekspor utama dari Indonesia masih berasal dari sub sektor 

perkebunan dengan komoditas ekspor yaitu minyak sawit, kopi dan karet. Walau neraca 

perdagangan Indonesia dan Korea mengalami surplus di sektor pertanian, namun 

pemerintah harus lebih sigap apakah neraca positif in i  akan terus konsisten. Posisi Korea 

Selatan sebagai negara maju akan lebih banyak d iuntungkan dengan terbukanya pasar 

regional Asia Tenggara khususnya Indonesia. Konsekuensinya adalah kemungkinan 

jumlah barang Korea akan lebih banyak masuk ke Indonesia khususnya komoditas 

manufaktur. 

lndonesia-Jepang EPA 

I JEPA telah berlaku sejak tahun 2007, terkait sektor pertanian Indonesia tidak 

mengalami pengaruh yang signifikan. Neraca perdagangan di  sektor pertanian sejak 

tahun 2005-2014 dengan Jepang mengalami surplus (grafik 13) .  Ekspor Indonesia yang 

memil iki daya saing di  pasar Jepang: kopi, pala, karet, kakao, lada dan kelapa. Atas 

permintaan Jepang, Indonesia segera menghapus tarif untuk komoditi anggur segar, 

apel segar, peach segar termasuk nektarines, persimon segar, d l l .  32 
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Grafik 14. Perdagangan Sektor Pertanian Indonesia 
dengan Jepang Tahun  2005-2014 
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32 Hermanto, Peluang dan Tantangan Kerjasama di Bidang Pertanian dalam Kerangka Indonesia Japan Economic 
partnership Agreement (IJEPA), Balitbangtan, Kementerian Pertanian, 2015. 
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Da lam IJ E PA, sektor perta n i an  cukup  menjanj i ka n .  Menu rut Kementeri an  

perta n ian ,  Jepang te l ah  membuka pasa rnya u ntuk  buah-buah  trop is sega r :  mangga, 

p isang, nanas, manggis, ra mbuta n,  a l p u kat, d u rian ,  be l i m bi ng, d l l .  Sepert i  m isa l nya 

peneta pa n TRQ beberapa komod itas buah-bua h a n .  

TRQ P isang Sega r : 

• Vol ume  TRQ pisang sega r sebesa r 1000 metr i k ton per ta h u n  dan  t ida k 

d i kenaka n  ta riff bea masu k (0%) 

• J i ka >1000 ton = tariff 10% u ntuk  pengi r iman per iode 1 Apr i l  - 30 September, 

dan  20% untuk  pengi ri man  per iode 1 Oktober - 3 1  M a ret . 

TRQ Nanas :  

• Vol ume  TRQ nan  as d i berikan  o leh  Jepang 1000 metr ik  ton da l am 5 ta h u n  

• Prod u k  nanas  sega r uku ra n  kec i l  dengan berat kurang da ri 900 gra m, utuh,  

t idak d i potong, dengan ata u ta n pa m a h kota nya . 

Dar i  beberapa pengecua l i a n  tersebut sayangnya pemeri ntah I ndones ia be l u m  

mampu memen u h i  permi ntaan  Jepang atas beberapa komod itas sepert i  Nanas  dan  

P isang.  Saat i n i  sebanya k  96% pasa r p i sang  d i  Jepang  mas ih  d i kuasa i  F i l i p i na, dan  

d ita rgetkan  I ndones ia a ka n  menargetka n 10-15 persen pangsa pasa r Jepa ng. Konsums i  

per ka p ita p i sang d i  Jepang rata-rata 7-8 kg per ta h u n  atau 50 buah seta h u n  dan  

sebanyak  80  persen d i konsums i  o leh  ru mah  ta ngga . 33 

Se l a i n  prod u ktivitas loka l ,  p rod u k  I ndones ia be l u m  le l uasa menembus  pasa r 

Jepang, ak ibat be l u m  mampu  memen u h i  standa r  ( ham bata n non-ta rif) dan  t idak 

kont inyu itas.  IJ EPA t idak seca ra spes ifi k membuat kua l ifi kasi  standar  ya ng menjad i  

ham bata n nonta rif d i  Jepang .  Ha l  tersebut j uga d itambah  ka ra kter masya ra kat Jepang 

ya ng leb ih  menyuka i  p rod u k  nas iona l  mereka . Wa l aupun  sektor pertan i an  I ndones ia 

cukup d i untu ngka n  denga n perjanj i an  IJ EPA, n a m u n  IJ EPA seha rusnya b isa leb ih  

men i ngkatka n a kses pasa r bag i  p rod u k  perta n i an  I ndones ia ke  Jepang seh i ngga mampu 

men i ngkatka n ki ne rja perdaga ngan ,  investas i ,  dan  transfer tekno logi d i  masa  a ka n  

data ng. 

33 Anta ra, Pisang Indonesia tembus pasar Jepang, http://www.anta ranews.com/berita/504109/pisang- indones ia­
tembus-pasa r-jepang 
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Indonesia-Pakistan PTA 

Penandatanganan kerangka bi lateral dengan Pakistan dikarenakan banyaknya 

kesamaan yang dimi l iki oleh kedua negara. Kepentingan Indonesia yang ingin 

meningkatkan ekspor CPO ke Pakistan sebelum tahun 2010 menunjukan angka yang 

kurang signifikan (grafik 15). Selain itu Pakistan juga ingin meningkatkan ekspor produk­

produk unggulannya. Perjanjian Indonesia dan Pakistan hanya membuka 103 pos yang 

tarifnya dihi langkan .  

Dalam daftar tersebut termasuk produk penting Pakistan yaitu buah-buahan 

segar, benang katun, kain katun, garmen siap pakai, dsb. I ndonesia juga menawarkan 

akses pasar untuk jeruk dari Republ ik Rakyat Tiongkok (RRT) dan jeruk dari Pakistan 

dengan tarif 0%, yang akan memungkinkan kompetisi yang adi l  antar produk tersebut di 

pasar Indonesia. Pakistan menawarkan Indonesia total keringanan 287 tarif l ines untuk 

akses pasar dengan tarif istimewa. Hal in i  termasuk produk minyak sawit yang bisa 

dimakan (minyak mentah, stearin sawit, minyak sawit RBD, Palm Olein, minyak mentah 

inti sawit), panganan gula, produk cokelat, dsb. 

Grafik 15. Perdagangan Sektor Pertanian Indonesia 
dengan Pakistan Tahun 2005-2014 
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Dia nta ra konsesi  Pa kista n ya itu perl akuan  i st imewa yang  sa ma a ntara p rodu k­

p rod u k  m i nya k  sawit yang data ng da ri I ndonesia dan  da ri Ma lays ia d ibawa h perjanj i an  

Pa kista n-Ma lays ia  Free Trade Agreement .  O leh  ka rena  itu, I ndones ia  a kan  mengekspor 

p rodu k-prod u k  m i nya k sawit ya ng bisa d i m a ka n  denga n marg in  15% leb ih  rendah  da ri 

tar if Most Favored Nation ( M F N )  ya ng berl a ku . Seh ingga ekspor prod u k  CPO da ri 

I ndones ia ke Pa kista n sejak  pem ber la kuan  I PPTA men i ngkat taj am (grafi k 11 ) .  U ntuk  

saat i n i  sektor perta n i an  mas ih  d i u ntu ngkan denga n  skema I P PTA ya ng ber laku 

d i ka renakan  su rp l usnya neraca perdaga nga n I ndones ia dan  Pak ista n .  
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Bab IV. Kesiapan dan Prospek Sektor Pertanian dan 

U M KM Terhadap Ketentuan FTA 

Sektor pertanian dan UMKM di  Indonesia merupakan sektor yang 

mempengaruhi hajat hidup masyarakat Indonesia. Kond isi sektor pertanian dan UMKM 

menjadi sebuah gambaran nyata apakah kedua sektor sensitif in i  telah memperoleh 

keuntungan dari berbagai FTA/PTA yang telah di laksanakan Indonesia saat in i .  Selain itu, 

kondi�i dan kesiapan kedua sektor ini juga dapat menjadi proyeksi bagaimana 

pemerintah mengambil kebijakan terkait negosiasi FTA/PTA di masa yang akan datang. 

I ndonesia saat ini telah bergabung dalam 7 FTA/PTA. Selama perkembangannya tentu 

berimplikasi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional .  lmpl ikasi tersebut 

dapat menjadi tantangan untuk Indonesia dan juga peluang. Saat in i  Indonesia tertari k 

untuk bergabung dalam TPP dan RCEP. Untuk menghadapi tersebut, Pemerintah harus 

secara cermat melihat kelemahan dan keunggulan Indonesia. Persiapan yang matang 

dari seluruh stakeholder maupun pelaku usaha sektor pertanian dan UMKM penting 

dalam memanfaatkan prospek dan menghadapi dampak FTA/PTA tersebut. Pada bagian 

in i  akan membahas anal isis kesiapan sektor pertanian dan UMKM berdasarkan hasil 

pengumpulan data pada FGD sebelumnya. Selain itu terdapat anal isis mengenai prospek 

dan dampak dari keterlibatan Indonesia dalam FTA/PTA maupun RCEP dan TPP di masa 

akan datang. 

A. Kesiapan Sektor Pertanian dan UMKM 
\. ., • • • � -..;. ... ...:'Z' "--� ,· _, 

Minimnya informasi dan pemahaman ketentuan FTA/PTA 

Mayoritas pelaku usaha tani I ndonesia masih menggunakan pola tradisional 

dengan statistik menurut usia menu njukkan bahwa 54,37% atau 14,21 juta rumah 

tangga petani berusia 35-54 tahun. Petani yang berusia lebih dari 54 tahun sebanyak 

32,76 persen atau setara 8,56 juta rumah tangga. Sementara petan i  yang berusia 

kurang dari 35 tahun hanya 12,87 persen.34 Sedangkan mengutip data dari Direktorat 

Pusat Kajian Strategis Kebijakan ( KSKP) IPB, fakta lain menunjukan bahwa pertanian 

34 Badan Pusat Statistik 
Pusat P2K-OI I 89 



ta naman  pangan merupakan su bsektor ya ng pa l i ng rendah  kom posis i  peta n i  muda .  

Padaha l  su bsektor ta naman  panga n merupakan komod itas vita l da l am sebuah  negara 

khususnya pemeri nta h saat i n i  ya ng berkom itmen mencapa i  keta hanan  dan  

keda u lata n panga n .  

D i  s is i  l a i n  t i ngkat pend id i ka n  ya ng mas ih  rendah dan  mayoritas peta n i  ya ng 

berusia tua membuat mayoritas peta n i  t rad i s iona l  ku rang mema ham i  denga n 

perkembanga n  peraturan maupun  persa ingan saat i n i .  Peta n i  se l ama i n i  mem i l i ki 

kesada ran  a kan  i nformas i  ya ng rendah .  Peta n i  t idak tah u  menahu  mengena i  atu ran  

FTA/PTA ya ng ada,  namun seca ra t idak  la ngsung peta n i  a ka n  merasa ka n dampak  da ri 

l i bera l isas i  perdaga ngan i nte rnas iona l  berupa ba ra ng as ing ya ng membanj i ri pasa r 

domest ik  ( l nformas i  FG D, tangga l 10 J u n i  2016) . 

Ku ra ngnya i nformas i  buka n  ha nya terjad i  pada leve l p rod usen yaitu peta n i, 

D inas  Perta n i an  sebagai stakeholder t ingkat daera h  sepert i nya ku ra ng mem beri kan 

pema haman  menda lam terka it peratu ra n  FTA/PTA ya ng te l ah  d i l a ksa naka n  o leh  

I ndones ia saat i n i .  Kura ngnya s inergi anta ra pemeri nta h pusat denga n daerah  

membuat i nformas i  FTA/PTA serta kesiapan  sektor ya ng a ka n  d i negosias ikan kura ng 

opt i ma l .  Sepert i  m isa l nya te rka it denga n  j um l ah  prod u ks i  dan  potens i  komod itas 

wi laya h tertentu . 

Persoa l an  sta nda r isas i  dan  sya rat tertentu da ri beberapa nega ra ku ra ng 

d isos i a l i sas ika n .  Ba l a i  Ka ra nt ina Perta n i an  sebaga i garda terdepa n da l am  menya r ing 

la lu  l i ntas prod u k-produ k  perta n i an  ya ng masu k dan  ke l u a r  da ri I ndones ia . Ruang 

l i ngku p Ba l a i  Ka ra nt ina  ha nya me lakuka n  i nspeksi  dan  menya m pa i ka n  sya rat-sya rat 

sta ndarisas i  ya ng d im i nta o leh  berbaga i nega ra . Se l ama peta n i  sudah  fa m i l ia r  denga n  

sta ndarisas i  proses ka rant ina a ka n  berja l an  denga n l anca r. ( l nformas i  FG D, tangga l 10 

J u n i  2016) .  N a m u n, se lama i n i  peta n i  loka l  mas ih  ku rang memahami  berbaga i 

kemuda han ,  persya rata n dan  berbaga i peraturan  l a i n  ya ng sebena rnya da pat menjad i  

pe l uang bagi p rodusen da lam me laku ka n  ekspor komod itas perta n i annya . Seh i ngga 

mas ih  ba nya k  ba ra ng tertentu ya ng terham bat d i  Ba l a i  Ka ra nti na .  
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Produksi Komoditas Pertanian Rendah 

FTA/PTA d ia ngga p sebagai sa l a h  satu pendorong t inggi nya i m por terhadap 

komod itas perta n i an  I ndones ia . Namun ,  l eb ih  jauh  per l u d icermati perba nd inga n 

produ ktivitas, kebutuhan  serta i m portas i  komod itas pokok I n dones i a .  Apab i l a  prod u ksi 

da l am negeri terbatas maka i m por terhadap kebutu han  komod itas da ri l u a r  akan leb ih  

besa r .  Set ida knya terda pat be berapa ba han  pokok ya ng d ia nggap sensit if 

mem penga ruh i  masya rakat l uas  ya ng akan  d i bahas  pada bag i an  i n i  ya itu beras, jagu ng, 

kede l a i , gu la  dan  dag ing sa p i .  

Beras merupakan  komod itas strategis da l am mendukung  sektor ekonomi  dan  

keta hanan  pangan nas iona l .  Sejak  dahu l u  h i ngga saat i n i  bahkan  pu l uhan  ta h u n  ya ng 

akan data ng, beras teta p menjad i  s umber  uta ma g iz i  dan energi l eb i h  da ri 90% 

pend ud u k  I n dones i a .  D i  a nta ra makanan  pokok l a i n nya, beras merupaka n  sa l a h  satu 

ta naman  ya ng pa l i ng strateg is denga n menyu m b a ng sekita r 18,8% dari tota l n i l a i  

p rodu ks i  perta n i an  d i  I ndones i a .  Beras ba i k  da l am negeri maupun  da l am skema 

FTA/PTA o leh  pemer intah seca ra je las  d i l i n d u ng i .  Se pert i  da l am UU Pa nga n dan  da l am 

skema ASEAN terda pat Special Treatment on  Rice and Sugar Protocol. Kebutu h a n  

da l am n egeri terhadap  komod itas i n i  terus men i ngkat set iap  ta h u n nya . Prospek 

pengemba nga n beras da l am negeri seha rusnya cuku p ce ra h meng ingat berpotens i  

mengis i  ke butu han  da l am neger i .  

Ta bel  21 .  P rod u ksi ,  Kebutuhan  dan  l m por Beras I ndones ia  Ta h u n  20 10-2014 

2010 37 .371 . 255 31 . 209.767 687 .583 2,2 

2011 36 .970.670 31 . 341 .085 2 .744 .261 8,76 

2012 38 .825 . 600 3 1 .461 . 684 1 .927 . 563 6, 13 

2013 40 .075 .771 31 .571 .283 472 .675 1,50 

2014 39 .823 .915 31 . 669 .570 230.241 0,73 

Sum ber : Badan Pusat Statisti k, 2014. 
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Pada tabel  2 1  men u nju kka n  bahwa I ndones ia mas ih  surp lus  beras rata-rata 8 

j uta ton per tah u n .  Apa b i l a  d iband ingka n  denga n nega ra l a i n  produ ktivitas pad i  

I ndones ia sekita r 5,3 juta ton/ha pada ta h u n  2015 leb ih  t i nggi da ripada Tha i l and  dan 

F i l i p inan  namun leb ih  rendah  dari C ina dan  Vietnam . 35 Meski pun  pertumbuhan  

p rod u ks i  beras menga l am i  tren pen ingkata n,  namun  b iaya prod u ks i  bera s  d i  I ndones ia 

leb ih t inggi da ri nega ra d i  Asia  Ti m u r  dan As ia  Sel ata n l a i n nya . Akibatnya peta n i  t ida k  

mener ima penda pat ya ng cukup .  

Fa kta d i  l apanga n men u nj u kan  bahwa ha rga beras terus  mera ngka k na i k  dan  

re latif t i ngg i .  U ntuk  kebij aka n  sta b i l isas i  ha rga dan  menutup i  kebutu han  pada  wa ktu 

tertentu I ndones ia mas ih  meng impor beras.  Ta h u n  201 1-2012 merupaka n  ta h u n  

d i mana  seca ra s ign ifi ka n I ndones ia me lakukan  i m por  terhadap beras sebesa r 2,7 j uta 

ton di ta h u n  2011 dan  1,9 j uta ton di ta h u n  2012 .  Ha l  te rsebut d i k a renakan  keker ingan 

ya ng pa ra h  d itambah  denga n  kr is i s  komod itas panga n  d i  pasa r i nternas iona l .  N a m u n, 

rata- rata ras io i m por  prod u ksi se l ama  15 ta h u n  terakh i r  relatif kec i l  ha nya sekita r 2,7% 

per ta h u n .36 Denga n kata l a i n ,  i m por  ya ng saat i n i  d i l a ku ka n  pemer inta h merupaka n  

u paya sta b i l isas i  ha rga dan  tentu mengis i  kebutuhan  domest i k  ya ng re latif t ida k sta b i l  

d i ka renakan  cuaca dan  wa ktu tertentu sepert i  ha ri raya . 

Se l a i n  beras, jagung merupakan  bahan  panga n a lternatif dan  sebaga i 

kebutu han  pa ka n  ternak. I n d ones ia meru pa ka n  l u m bung jagu ng d u n ia dan  menempati 

peri ngkat ke-8 denga n kontribus i  2,06% terhadap prod u k  jagung dun i a Y Berdasa rka n 

data ARAM-1  BPS ta h u n  2015, prod u ks i  jagung 20,67 j uta ton atau na i k  1,66 j uta ton 

(8,72%) d i band i ngka n tah u n  2014 dan merupakan  p rod u ks i  tert inggi  se lama l ima  tah u n  

terakh i r . Pen i ngkata n prod u ksi i n i  member i  n i l a i  ta mbah  ekonomi  5,3 tri l i u n  ru p ia h .  

35 T. Sudaryanto, PoliCy to Achieve Self Sufficiency on Rice Production in Indonesia, FTIC Agricultura l Pol icy P latform, 
2015. 
36 A. Suryana, The State of Indonesia Food Security and Nutrition, in E . Pasandaran  (eds) ."Toward a Susta inab le  Food 

Res i l ience i n  I ndonesia" .  I ndones ian Agency for Agricu ltura l  Research and Development, Jaka rta . 2015. 
37 Suwand i ,  Indonesia Lumbung Jagung Harga Tinggi Tidak perlu lmpor, Pusat Data dan  Sistem l nformasi Pertan ian, 
Kementer ian Pertan ian ,  2015. 
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38 1bid. 

G rafik 16. Perkembangan Produksi Jagung Tahun 2010-2015 
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Produksi Jagung mengalami tren peningkatan ( l i hat grafik 16). Namun perlu 

di l ihat produksi jagung dibandingkan dengan kebutuhan.  Neraca jagung surplus 813 

ribu ton, diperoleh dari produksi 20,66 juta ton dikurangi kebutuhan untuk industri 

pakan ternak 8,25 juta ton, pakan ternak lokal 6,61 juta ton (hasi l  survey 32%), 

industri pangan 4,09 juta ton {19,8%), konsumsi rumah tangga 0,39 juta ton (Susenas: 

1,56 kg/kap/tahun), ben ih dan lainnya tidak sampai 500 ribu ton.38 Adapun impor 

jagung lebih kepada pemenurhan bahan baku pakan ternak, misal pada tahun 2014 

d i lakukan impor jagung total 3,29 juta ton seni lai  US$ 857 juta . lmpor Jagung 

berkontribusi dalam perekonomian dengan ikut menstabi lkan harga. 

Kedelai merupakan salah satu sumber protein nabati yang banyak dikonsumsi 

oleh masyarakat Indonesia. Produk tempe, tahu dan susu kedelai sangat diminati 

masyarakat Indonesia. Selain itu kedelai dalam bentuk minyak kedelai banyak 

digunakan sebagai bahan pendukung dalam pengolahan produk industri. Seiring 

meningkatnya jumlah penduduk Indonesia maka semakin meningkatkan konsumsi 

kedelai dan produk turunannya. Namun hal tersebut tidak di imbangi dengan produksi 

kedelai dalam negeri. Kemampuan produksi kedelai Indonesia relatif rendah apabila 

dibandingkan dengan negara la in .  
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Ta bel  2 2 .  Prod u ks i  Kede la i  beberapa Nega ra Ta h u n  2009-2013 

No Nega ra 
J u m l a h  Produ ksi ( da l am ton )  

2009 2010 2011 2012 2013 

1 
Am er ika 

91 .417 . 300 90 .605 .460 84 . 191 .930 82 .054.800 89 .483 .000 
Seri kat 

2 Brazi l 57 .345 .382 68.756. 343 74 .815 .447 65 .848 .857 81 .699.787 

3 Argenti na 30 .993. 379 52 .677 .371 48 .878 .771  40 . 100 . 197 49.306 .201 

4 
Tiongkok 

14.981 .000 15 .083 .000 14.485 .000 13 .050.000 12 .500.000 
Darata n 

5 I nd ia  9 .964. 500 12 .736.000 12 . 214 .000 14.666.000 11 .948 .000 

6 Ka nada 3 .506.800 4 .345 . 300 4 . 246 .300 5 .086.400 5 . 198.400 

7 Bo l iv ia 1 .892 .619 1 .693 .048 1 .861 .038 2 .061 .430 2 . 347 . 282 

8 I ndones ia  974 .512 907 .031 843 .838 843 . 153 779.992 

Sumber : FAO, 2013 

Kede la i  menjad i  sa l ah  satu komod itas denga n  i m por ya ng pa l i ng t inggi 

d i band i ngka n prod u ks i  d a l am  negeri da l am bebera pa ta h u n  tera kh i r . Berdasarkan  

stat ist i k  FAO denga n nega ra -nega ra d i  d u n ia ,  p rod u ks i  kede l a i  I ndonesia ku ra ng da ri 1 

j uta ton ( l i hat tabel  2 2 ) .  D iband i ngka n  denga n nega ra -nega ra l a i n  I ndonesia menga l am i  

pen urunan  prod u ks i  kede l a i  sejak  ta h u n  2009-2013 .  Se l a i n  i t u  besa ra n produ ks i  

dengan konsu msi  kede l a i  d i  I ndonesia t ida k  sei m bang ( l i hat ta be l  2 3 ) .  

Ta bel  2 3 .  Prod u ktivitas Kede la i  I ndones ia Ta h u n  2009-2014 

I 
Ta h u n  Lu as  Panen  ( h a )  P rod u ks i  (to n )  Konsums i  (to n )  Keku ra nga n 

2009 727 .791 974.512  2 .020.528 -1 .046.016 

2010 660.823 907 .03 1 2 . 329 .041 -1 .422 .010 

2011  63 1 .425 843838 2 .000 .615 - 1 . 130 .547 

2012 568.000 843 153 2 .428. 100 -1 . 548. 100 

2013 5 5 1 .000 779992 2 .490.490 -1 . 710 .490 

2014 615 .000 954.000 2 .552 .890 -1 .598.890 

Sumber : Badan Pusat Statist i k  dan Renstra Pertan i an  2015-2019 

Dar i  data d iatas maka da pat d is impu l ka n  ba hwa, prod u ks i  kede la i  I ndones ia 

da ri ta h u n  2009-2014 t ida k  mampu memen u h i  konsums i  da lam negeri  ya ng rata -rata 

berada pada k isaran 2,3 j uta ton per ta h u n .  Keku ra nga n prod u ks i  kede la i  u ntuk  

memen u h i  konsu msi berada pada rata -rata 1 ,4  j uta ton  per ta h u n  da ri 2009-2014. 
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Seh ingga I n dones ia h a rus meng impor kede la i  set iap  ta h u n nya u ntuk  memen uh i  

konsu ms i  da l am negeri . FTA/PTA saat i n i  tidak  cu ku p menga komod i r  pen u ru nan  tarif 

komod itas i n i  kecua l i  denga n C ina .  Hal tersebut d i ka renaka n  i m por  te rbesa r I ndones ia 

berasa l da ri Amer i ka Seri kat ya ng pada ta h u n  2011 mencapa i  1,8 j uta ton .  Seda ngka n  

nega ra l a i n  sepert i Argent ina,  Braz i l  dan  Ci na  j uga sebaga i eksport i r  kede la i  ke 

I ndones ia .  

Gu la  menjad i  sa l ah  satu komod itas pangan pend u ku ng uta ma d i  I ndones i a .  

Gu l a  ya ng d ip rod u ks i  d i  I ndones ia  d i has i l ka n  da ri ta naman  tebu .  G u l a  d i  I ndones ia ya ng 

d igu n a kan  u ntuk  ru mah  ta ngga yaitu Gu l a  Kr ista l Put i h (GKP ) .  Seda ngka n Gu l a  Krista l 

Rafinas i  (G KR) d igu nakan  u ntuk  i ndustri makanan ,  m i n u man  ata u fa rmas i .  Da l am 

beberapa ta h u n  te rakh i r, konsu msi  gu l a  d i  I ndones ia te rus berkembang setia p  

ta h u n nya . 

Ta be l  24. Prod u ks i  d an  Kebutuhan  G u l a 

Ta h u n  
Produ ksi G u l a Konsums i  G u l a  

Defis it (ton )  
(ton )  (ton )  

2008 2 .668.428 3 .521 .000 852 . 572 

2009 2 .527 .374 4 .302 .000 1 . 774.626 

2010 2 .290 . 116 4 .091 .000 1 .800.884 

2011 2 . 228. 140 4 .503 .000 2 .274.860 

2012 2 .601 .258 5 . 335 .000 2 .733 .742 

Gu l a  yang d imaksud ada l ah  Gu l a  Kr ista l Puti h (G KP) ,  Gu l a  Krista l M entah 

(GKM), dan  Gu l a  Kr ista l Rafinas i .  

Sumber : Kementer ian Perta n ian ,  2013 

Data d iatas menunj u ka n  bahwa terjad i  pen u runan  p rod u ks i  gu l a  nas iona l  

se l ama  rentang wa ktu 2008-2012 dan  ha nya na i k  pada ta h u n  2012 .  Penurunan  

produ ks i  d i ka renakan  kura ng efes ien nya pabr i k  gu la  ya ng mayoritas meru paka n  

pen ingga l an  Be l anda .  Se l a i n  itu p rod u ktivitas g u l a  nas iona l  be l u m  maks ima l .  Ha l  

tersebut d ita m bah  denga n l uasan a rea perkebunan  tebu ya ng be l u m  memen u h i  

kebutu han  d a l a m  negeri .  P rod u ks i  gu l a  nas io n a l  ta h u n  2012 ha nya mampu  

menyed iakan 48,75 % da ri ke butu han  gu l a  nas iona l  ata u sebesa r 2 ,6  j uta ton .  l n i  

bera rt i  kebutu han  G KP send i r i  sudah  hamp i r  b i s a  d i pen u h i  o leh  pab r i k  gu la  d i  

I ndones i a .  H a nya I ndonesia be l u m  m a m p u  memen u h i  kebutu han  g u l a  G K R .  Seh i ngga, 
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kebutu han  G KR d i penuh i  me l a l u i  pabr ik  gu l a  rafi n as i  ya ng me laku ka n  i m por  G KM 

u ntuk  kemud i an  d io l ah  menjad i  G KR.  

Se l a i n  beberapa komod itas d iatas, Dag ing sa p i  meru pa ka n  sa l ah  satu komod itas 

pangan ya ng h i ngga saat i n i  mem beri ka n  perba i ka n  g iz i  masya ra kat terka it dengan 

prote in  hewa n i  ya ng d i butuhkan  o leh  setiap  man us ia .  Se l ama perj a l anannya, 

perm i ntaa n  a kan  daging sa p i  di I ndones ia  sema k in  men ingkat. Prote i n  hewan i  

memang  da pat d i pe ro leh  me la l u i  kebutu han  a ka n  dag ing aya m dan  tel u r  da l am negeri 

dan saat i n i  te l ah  d i pen u h i  oleh prod u ks i  loka l .  

Ta bel  25 .  Konsums i  dan  Prod u ks i  Daging Sa p i  Nas iona l  Ta h u n  2010-2015 

Ta h u n  
P rod uks 1  Ko n sums i  Konsums 1  pe r  

(ton )  ( to n )  ka p i ta/ta h u n  ( kg )  

2010 436.450 418 .249 1,76 

2011 485 .335 450.727 1,87 

2012 508.905 5 10.937 2,09 

2013 504.819 550.458 2,22 

2014 497 .669 593 . 517 2,36 

2015 523 .926 369.858 2,56 

Sumber : Badan  Pusat Stat ist ik  

Berdasa rka n data BPS, ta h u n  2010-2011  produ ks i  dag ing sap i  I ndones ia mas ih 

da pat menutup i  kebutu han  konsums i .  N a m u n  konsums i  daging sap i  me lonjak  d i  tah u n  

2012-2015 .  Ha l  te rsebut t ida k d i d u kung  o leh prod u ks i  dag ing sap i  nas iona l (ta be l  25 ) .  

Seh i ngga pada  akh i rnya kemba l i  ha rus  mener ima kenyataan  ba hwa per l u  ada nya 

i m por  daging misa l nya da ri Austra l i a .  Seca ra kese l u ruhan  dari beberapa komod itas 

pangan pokok perta n i an  I ndones ia ,  I ndonesia be l u m  cukup mampu memen u h i  

produ ks i  d a l a m  neger i .  Seh i ngga per l u adanya i m por  komod itas panga n sens itif 

kh ususnya . FTA/PTA bukan  menjad i  satu-satu nya a lasan i m por  tersebut.  Me la i n kan  

fa ktor  kes iapan domesti k  da l am pemenuhan  kebutu han .  Seba l i knya u ntu k su bsektor 

perkebunan ,  sepert i  yang te l ah  d ije laska n  pada l aporan  sebe l u mnya, mempu nya i 

peranan  yang besa r da l am mengis i  neraca surp lus  sektor pertan i an  I ndones ia denga n 

komod itas anda l an  seperti ka kao, CPO, dan  kop i .  
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Subsidi Pupuk dan Benih Bukan Solusi 

Subs id i  pertan i a n  h i ngga saat i n i  terus d i l a ku ka n  o leh  pemer inta h  ba i k  beru pa 

subs id i  pupuk  dan  b ib it ta naman .  Pupuk  dan  ben i h  meru paka n  dua  kom ponen ya ng 

menentu ka n  p rodu ksi perta n i an  panga n .  Da l am mengeja r  swasembada beras, jagu ng, 

d a n  kede la i  pemer intah menyia pka n  angga ra n ya ng cukup besa r u ntuk  s u bs id i  pupuk  

d a n  ben i h  m isa l nya pada  ta h u n  2015 su bsid i pupuk  da l am APBN-P  sebesar  9 ,5  j uta ton 

sen i l a i  Rp 28 tri l i u n  sedangka n untuk  subs id i  ben i h  sebesa r Rp 2 tri l i u n .  Adapun  se l ama 

i n i  s ubs id i  ben ih  d a n  pupuk  d i  d i stri b us i ka n  o leh  perusa haan  BU M N .  Pengadaan  ben i h  

ta h u n  2016, pemeri nta h me la ku ka n  pen u nj u ka n  l a ngsung kepada PT PT S a n g  Hya ng 

Ser i  dan PT Perta n i .  Seda ngka n d i stri bus i  pupuk  bersubs id i  d i l a ku ka n  oleh 3 BU M N  

pupuk, ya kn i PT P u p u k  I ndones ia  Ho ld i ng Com pa ny, PT Petrok im ia  G resi k, dan  PT 

Pupuk  Sr iwidjaja  Pa lemba ng .  

Se l ama  in i  subs id i  perta n i a n  berupa ben i h  dan  pupuk d i a ngga p kurang opti ma l .  

Skema subs id i  a ka n  l eb i h  berma nfaat j i ka me l a l u i  subs id i  l a ngsung ya ng tepat sasa ra n .  

ha l  tersebut d i ka renaka n  mayoritas peta n i  d i  I ndones ia  a d a l a h  pen i kmat prod u k  

pertan i a n  itu send i ri .  Seh i ngga denga n ada nya subs id i  l angsung peta n i  da pat membe l i  

a lat pertan i an  d a n  mengo l ah  pupuk  secara mand i r i .  Pada acara Kongres XVI 

Perh impunan  E konomi  Perta n i an  I ndones ia  ( P E R H E P I )  mengusu l ka n  untuk menghapus  

su bs id i  pupuk  sebaga i u paya mend u ku ng kema m puan  peta n i  menambah  n i l a i  

penghas i l an nya ya ng mas ih  terga ntung pada penjua l an  satu p rod u k  perta n i an  saja . 39 

penga l i h a n  subs id i  a ka n  l eb ih  ba i k  pada pemen u h u a n  prod u k  a lternatif perta n i an  

seperti kemasa n  prod u k  pertan ia n, tern a k  sap i  ya ng ter integras i  denga n  l a h a n  sawa h, 

l imbah  pertan i an  yang m u lt i  gu na,  progra m b ib it u nggu l .  

Penggu naan  pupuk  bersubs id i  beru pa pupuk  d a ri pabr ik  te lah  berta hap  d i  

daera h  kh ususnya Yogya ka rta te l ah  d i ku rangi d a n  d i imbangi dengan pupuk  organ i k  

buata n peta n i .  Pe rnyata a n  senada d i kem u ka ka n  perwa ki l a h  H i m p u n a n  Keru ku nan  Ta n i  

I ndones ia  Provins i  D IY  ya ng mengata ka n bahwa h a l  ya ng l e b i h  pent ing da ri su bs id i  

pertan i an  ada l ah  pemen u h a n  i nfrastru ktur  pen u njang guna pen i ngkatan p rod u ktivitas 

dan  kesejahteraan  peta n i  I ndones ia ( has i l  FG D, 10 J u n i  2016) . 

39 I nternationa l  Conference, Konferens i  Nas iona l  XVI I  dan  Kongres XVI PERHEP I  Ta hun  2014 
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l nfrastruktu r perta n i an  d i  I ndones ia se l ama  i n i  ku ra ng menda patkan perhat ia n .  

Sed i kitnya 3 ,21  j uta hekta re, atau 45% dari tota l j a ri nga n i rigasi d i  I ndones ia ,  

menga l am i  kerusa ka n .  Kerusa ka n  i rigasi in i  berkontri bus i  pada men u ru n nya p rodu ks i  

pertan i an .  Sementara itu, mas ih  ba nya k  j uga I a  han  perta n i an  d i  I ndones ia  ya ng be l u m  

tersentu h s ist im i r igasi ya ng ba i k. Da ri permasa l ahan  tersebut maka se l a i n  subs id i  ya ng 

kurang opti ma l ,  n a m u n  perba i ka n  i nfrastru ktu r perta n i an  a ka n  j auh  lebih berma nfaat .  

Daya Saing Produk Lemah 

Terga bung da l am kera ngka FTA/PTA men u ntlit setia p  sektor u ntuk  s i ap  

bersa ing  termasuk  sektor pertan i an  dan  U M KM .  Sektor pertan i an  nas iona l  

menghas i l ka n  komod itas dan  p rod u k  yang beragam .  Keberagaman  produ k  pertan i an  

I ndones ia d ia ngga p sebaga i ta nta nga n u ntuk  da pat men i ngkatka n kua l itas dan  

kua ntitas .  Komod itas perta n i an  I ndones ia ha rus  dapat d i  l i hat da ri keu nggu l an  

kom pa ratif dan  kom petitif setia p produ knya .  Se l ama  i n i  t id ak  semua  komod itas 

perta n i an  da pat bersa ing di pasa r g loba l .  

Daya sa ing produ k  ho lt i ku ltu ra I ndones ia saat i n i  d i n i l a i  mas ih  lema h .  Has i l  da ri 

pengo l ahan  data sebe l u m nya menunj u ka n  se l a i n  ka rena  kua ntitas (j u m l a h  

prod u ktivitas domesti k) me la i n ka n  j uga kua l itas .  Kua l itas ya ng ka l a h  bersa i ng dengan 

prod u k  i m por  d i l i hat da ri ke lemahan  sumber daya man us ia  dan budaya ya ng be l u m  

s iap  u ntu k menggunaka n  i novasi tekno logi pendorong produ ks i .  hort i ku ltu ra .  

Usa hata n i  horti ku l tura j uga be l u m  d i l a ku ka n  seca ra komers ia l ,  n a m u n  mas ih  

terpenca r-penca r, d i l a ku ka n  sebagai kegiata n samb i l an, dan  keb ijakan pemeri nta h 

be l u m  sepenuh nya berpi hak  kepada peta n i  hort i ku l tura .  P referens i  konsumen produ k  

horti ku ltu ra termasuk  b u a h  d a n  sayu ra n bel u m  sepe n u hnya d ipert imba ngka n u ntu k 

mem perkuat kema mpuan  daya sa i ng.4° Komod itas ta naman  pangan,  I ndonesia 

menjad i  komod itas denga n defisit perdaganga n terbesa r. l m por  terbesa r prod u k  

tanaman  pa ngan berasa l da ri komod itas kede la i, ga ndum dan  beras .  Daya sa ing pada 

p rodu k  in i  nampak  dari segi kua ntitas atas ke lema han  prod u ks i  da lam negeri dan 

su l itnya mengemba ngka n  prod u k  tersebut d i  da lam neger i .  Seh ingga kebutu han  

dengan supp l a i  t id ak  seim ba ng. 

40  Ha ryono, Memperkuat Daya Saing Produk Pertanian, IAARD Press, Badan Pene l it ian dan  Pengembangan 
Pertan ian ,  Kementerian Perta n ian ,  2014. 
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41 1 b id .  

Komod itas peterna ka n  I ndonesia merupakan komod itas dengan  defisit 

perdaganga n ked ua  terbesa r.  H a l  tersebut men u nj u ka n  ketid a k  mampuan  I ndonesia 

da l am berdaya sa ing dengan peternaka n  nega ra l a i n .  Ha nya komod itas tertentu ya ng 

mas ih  da pat bersa ing di pasa r g loba l seperti  ternak  bab i , tepung tu la ng, va ks i n  dan  

asam a mfno .41 Seda ngka n  komod itas perkebunan  menjad i  komod itas ya ng cukup  

mampu  bersa ing d i  pasa r g loba l .  Berdasa rka n data m a ka da pat d i kata ka n ba hwa 

kes iapan  sub- sektor l a i n  mas ih  d i rasa kurang opti ma l .  Aga r  su b-sektor l a i n  dapat 

bersa ing di pasa r g loba l ,  pema ngku kepent inga n di sektor perta n i an  kh ususnya 

Kementeri an  Perta n i an  sa ngat berpera n mendorong pengemba ngan prod u k  pertan i an  

anda l an .  

Seda ngka n  terkait U M KM,  daya sa i ng  U M KM d i  I ndones ia yang  mas i h  rendah  

(Su mart in i, D i nas  Pe ind ustr ia n dan  Perdaga ngan D IY da l am FG D, 10  J u n i  2016) . U M KM 

d i  I ndones ia be l u m  menggu n a ka n  tekno logi ya ng ti nggi da l am proses produ ksi nya . 

M isa l nya saja u ntu k menguk i r  sebuah  fu rn iture d ibutu h ka n  wa ktu 3 (tiga ) bu l an  u ntuk  

menyelesa ikan sebu h  prod u k, seda ngka n C ina dengan tekno logi ya ng leb ih  maj u  

mampu  menyelesa i ka n  da l am satu h a ri .  H a l  i n i  tentu nya mem penga ru h i  kuantitas 

p rodu ksi ya ng d i has i l ka n  o leh  U M KM . Se l a i n  itu kua l itas dan  sta nda risasi  prod u k  j uga 

ha rus d i perhati ka n me l i hat prod u k  ya ng d i has i l ka n  o leh  U M KM merupakan prod u k  

hand made ya ng d i buat o l e h  man us ia  terkadang t ida k  tersta nda risas i  dengan ba ik .  

N a m u n  d i l a i n  p ihak  p rod u k-produ k  hand made mas ih  banya k  d igemari o leh  pembel i  

as i ng, d i ma n a  ha l  in i  mas i h menjad i  keu nggu l a n  da ri p rod u k  hand made I ndones ia .  

Denga n perkemba nga n era g loba l isas i  dan perdaga nga n bebas d u n ia, konsep 

mengena i  daya sa ing menjad i  sangat pent ing bagi perusa h a n  ata u p u n  nega ra da l am 

memenangka n persa i nga n g loba l saat i n i .  Terdapat berbagai fa ktor ya ng 

mem pengaruh i  daya sa ing U M KM, a nta ra l a i n  ada l ah  kea h l i a n  dan t ingkat sum berdaya 

man us ia  maupun  pend id i ka n, a kses dan  ketersed ian  moda l, ma najemen pengelo laan  

d a n  organ i sasi  perusa haan  yang ba i k, t ingkat tekno logi ya ng d im i l i k i, a kses terhadap  

i nformasi  dan  berbaga i sumber pen d u ku ng l a i n  seperti  energi, bahan  ba ku, d l l .  Faktor 

l a i n  ya ng t idak  ka l ah  penti ngnya ada l ah  pa ngsa ekspor, pa ngsa pasa r domest i k  dan  
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j uga i nternas iona l ,  ha rga p rod u k, kepuasa n  konsumen terhadap prod u k, 

pengemba nga n  research and development (R&D) .42 

Bagan 1. Daya Sa ing  dan  Fa ktor-Faktor Utama Penentu 

I Daya Saing Produk I 

I Daya Saing Perusahaan I 
I 

I Faktor-faktor Penentu Daya Saing Perusahaan I 
1 _t 

I Keahlian Pekeija I Ketersediaan Ketersediaan 
modal infonnasi 

Keahlian 
pengusaha Organisasi dan Ketersediaan Ketersediaan 

manajemen yang teknologi 
input lainnya 

baik 

Sumber  : Tu lus  Tambunan  

Masa l a h  l a i n  ya ng d i hadap i  I ndones ia se l a i n  daya sa ing  U M KM ada l ah  u ntuk 

memu la i  b i sn i s  ba ru membutu h ka n  waktu ya ng cukup panjang  dan  b iaya ya ng t idak 

sed ik it .  M e n u rut s u rve i d a ri World Bank melaku ka n  su rvei d i  111 nega ra, 

menem patkan I ndones ia  da l am u rutan 110 ka rena  d ibutu h ka n  wa ktu sekita r 160 ha ri 

da l am mend i ri ka n  sebuah  b isn is  ba ru .43 

Sektor UMKM 

Da ri has i l  Forum Group Discussion ( FGD )  dapat d i s impu l ka n  bahwa sektor 

U M KM men i kmati keu ntu ngan dari adanya FTA dan PTA ya ng berj a l an  saat i n i .  N i l a i  

ekspor sektor U M KM D IY saat i n i  semaki n  men i ngkat, d i  l a i n  p i hak  impor  j uga 

men i ngkat (Su m a rt i n i, D inas  Pe industri an  dan  Perdaga ngan D IY da l am FG D, 10 J u n i  

2016) .  N a m u n  j u m l a h  i m por  ya ng men ingkat t idak  per l u d i khwati rka n ka rena i m por  

4 2  Tu lus  Tambunan ,  "Ukuran Daya Sa ing Koperasi dan  UKM", Pusat Stud i  l ndsutri dan  UKM, Un iversitas Trisakti, 
Kad i n  I ndonesia, p . l .  
4 3  Jan ter  Wengel dan  Edgard Rodriguez, "SME Export Performace in Indonesia After the Crisis", Sma l l  Bus iness 
Econom ics {2006) 26 :25-37, DOI 10. 1007/sll187-004-6491-y, Spr inger, 2006, pp. 26-27. 
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ya ng d i l a ku ka n  mayoritas merupaka n  ba han  baku dan  ba han  peno long serta s ifatnya 

t idak konsu mtif. Ba ra ng-ba ra ng impor  i n i  kemud ian  a ka n  d io l ah  kemba l i  o leh  U M KM 

menjad i  barang ya ng memi l i k i n i l a i  j u a l  yang leb ih  ti nggi . M isa l nya saja  D IY banya k  

me laku ka n  impor  ka pas, kemud i an  d i o l a h  menjad i  b a h a n  ga rmen yang d iekspor ke l u a r, 

contoh l a i n  ada l ah  impor mes in  yang banya k  d igu naka n  u ntuk  menghas i l ka n  prod uk­

prod u k  U M KM .  U ntuk  mengeta h u i  deta i l  data bara ng-ba ra ng ya ng d i  ekspor dan  impor 

o leh U M KM D IY, ber i kut ada l ah  data ekspor dan i m por U M KM D IY se l ama  ku run  wa ktu 

l ima  tah u n  terakh i r  mu l a i  ta h u n  2011 -2015 .  

Ta be l  26 .  Perkem bangan Komod iti Uta ma Ekspor D IY Ta h u n  201 1-2015 

2011 2012 2013 2014 2015 
Komoditi 

Vol N i lai Vol N i lai Vol N i lai Vol N i lai Vol N i lai 

Paka i an  j ad i  
1,78 47,07 1,87 54,44 2,37 74,96 4,02 49,77 3,95 56,88 

tekst i l  

Mebe l  kayu 6,97 16,38 1 1,7 29,91  9,26 28,56 14,7 37,45 18,8 54,52 

Sa rung 
0,39 21,75 0,45 23,37 0, 51  28,33 1,10 35,56 0,56 26,37 

tangan ku l it 

Keraj i n an  
4,96 4,49 1,59 4,54 1,81 4,68 5,07 12,25 6,48 10,65 

Kayu 

STK S i ntet is  0,46 16,21  0,44 18,79 0,37 15,34 0, 3 1  1 1,87 0,22 9,47 

Ats i ri Daun  
1,00 2,06 0, 19 3,21  0,27 4,01 0,38 7,29 1,00 15,00 

Cengkeh 

Ku l it 
0,32 2, 14 0,02 1,27 0,03 1,82 1,38 6, 16 0,20 9,20 

D isamak  

Keraj i n an  
1 ,31 3 ,93 4,45 3,33 5 ,31 3,94 8,28 5 ,13 6,94 5,59 

Batu 

Keraj i nan  
0, 21  1,74 0,54 7,82 0,88 10, 31  0,28 3,97 0,02 0,61  

Ku l it 

P rodu k  

tekst i l  0,56 1,34 0,22 1,66 0,96 4, 12 0,41 3, 14 0,63 3,23 

l a i nnya 

Keraj i n an  
0,34 6,9 1  1,39 4, 35 1 ,34 4,05 1, 11  2,62 1,03 3,76 

Kertas 
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2011 2012 2013 2014 2015 
Komoditi 

Vol N i lai Vol N i lai Vol N i lai Vol N i lai Vol N i lai 

Teh 
0,22 3,85 0,88 1 ,76 1,45 2,75 1,71  2,03 1,30 2,45 

H ij au/H itam 

Keraj i nan  
0,08 0,49 0,56 1,28 0,92 2,63 1,37 2 ,12  0,68 0,88 

Bambu 

Keraj i nan  
0,85 0,89 0,06 1 ,70 0,03 1,79 0,02 1,43 0,01 1 ,54 

Perak 

Keraj i nan  
0,98 2,48 0,39 6,08 0,35 5,37 0,05 1 ,37 0,20 0,24 

kena nga 

STK 
0,000 

Kom bina ns i  2 ,34 1 ,24 0,005 0,005 0,08 0,02 1,040 0,001 0,08 
4 

Po l i u retha n  

Arang Br i ket 0, 16 1,80 2,00 1 ,16 1 ,67 1,06 0,88 0,76 0, 13 0, 12 

Papan 
0,36 0,72 2,20 3,32 1,77 2,83 0,26 0,27 2,3 1  1,86 

Kemas 

Keraj i nan  
0,85 0,89 0,92 1,06 0,96 1,03 0,20 0, 19 1,33 1,29 

Ta nah  L iat 

Lam pu 0,008 0,05 0,02 0, 13 0,06 0,06 0,004 0,01 0,001 0,006 

Sub Tota l 24,15 136,43 29,88 169,19 30,32 197,72 41,57 184,43 45,77 203,75 

Komoditi 
2,52 7,98 3,66 7,88 3,71 14,04 14,12 51,79 11,13 38,72 

la innya 

Total 26,67 144,41 33,54 177,07 37,03 211,76 55,69 236,22 56,9 242,47 

Vo l u me : j uta kg, N i l a i  : j uta US$ 

Sumber : Dinas Perindustri an  dan Perdaga nga n D IY  

Dari data d i atas ter l i h at ba hwa n i l a i  vol ume  dan  n i l a i  ekspor D IY da ri tah u n  ke 

tah u n  semak in  men i ngkat, h a l  i n i  men u nj u kkan ba hwa PTA/FTA mendorong kegiata n 

ekspor U M KM .  Prod u k  mebe l  kayu dan  keraj i nan  kayu menjad i  p rod u k  ekspor tert i nggi 

da ri ta h u n  201 1-2015 .  Da pat d i keta h u i  bahwa prod u k  has i l  o l ahan  kayu banya k  

d im i nat i  o l e h  pasa r i nternas iona i . Seda ngka n  vo lume dan  n i l a i  i m por U M KM D I Y  da pat 

d i l i hat di ta be l  d i bawa h i n i .  
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Ta bel 27 .  Perkem banga n  l m por Berdasa rka n Komod it i  Tah u n  201 1-2015 

201 1  2012 2013 2014 2015 
Komoditi 

Vol N i lai Vol N i lai Vol N i lai Vol N i lai Vol N i lai 

Mesin 
0,58 55,34 0,82 4,25 0,085 0,09 1,56 19,97 0,61 3,02 

Pertan i an  

Tekst i l  1 ,15 12,74 1,02 7,69 0,40 4,79 0,45 4,62 0,87 2,54 

P lasti k 0,01 0, 18 0,007 0,05 0,00 0,04 0,32 0,38 0,001 0,007 

Aksesoris 0,03 0,69 0,03 0, 34 0,01 0, 18 0,009 0,27 0,004 0, 10 

82x1 
Ku l it D isamak 0,58 5,85 0,02 0,54 - -

o-6 
0,002 0,02 0,03 

5x1o- 85x1o-
Labe l  0,001 0,02 -

7 8 
- - - - -

Kapas 0,00 0,00 0,01 0, 10 - - - - - -

Logo 0,04 0,74 0,004 0, 19 - - - - - -

Mes in  Foto 
0,00 0,09 0,00 0,00 - - - - - -

Copy 

Sub Total 2,39 75,66 1,91 13,16 0,50 5,10 2,34 25,24 1,50 5,69 

Komoditi 
0,03 0,32 0,00 0,05 1,39 149,89 0,01 0,24 0,31 3,71 

la innya 

Total 2,42 75,98 1,91 13,21 1,89 154,99 2,35 25,48 1,81 9,40 

Vol u me : j uta kg, N i l a i  : j uta US$ 

Sumber  : D inas Per industr ia n dan Perdagangan DIY 

Da ri data D inas  Peri n d ustri a n  dan Perdaganga n D IY  da pat te rl i hat bebera pa 

produ k  i m por ya ng n i l a i  d an  vo l u menya na i k  da ri ta h u n  ke ta h u n  n a m u n  cenderung 

sta b i l  ada lah  mes in  perta n ia n, tekst i l ,  a ksesor is .  Seda ng terda pat bebera pa prod u k  

i m por  yang vo l u m e  d a n  n i l a i nya cenderung menurun  d a ri ta h u n  ke ta h u n  sepert i  l a be l ,  

ka pas, logo, mes in foto kopi ,  ba han  pembantu penya m a k  ku l it .  J i ka d i l i hat da ri komodit i  

im por meru pa ka n  prod u k-p rod u k  pembantu untuk prod u ks i  sepert i  mes i n  dan j uga 

barang-ba rang menta h seper i  ka pas, p lasti k dan  bahan  pem ba ntu penyamak  ku l it .  

Seh i ngga i m bas d a ri FTA/PTA terhadap  i m por U M KM bel u m  banya k  mem penga ru h i  

pen ingkata n i m por  U M KM DIY .  
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1. Prospek dan Dampak Keterlibatan Indonesia dalam FTA/PTA 

Indonesia telah bergabung dalam 7 FTA/PTA. Selama perkembangannya tentu 

berimpl ikasi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional .  lmpl ikasi tersebut 

dapat menjadi tantangan untuk Indonesia dan juga peluang. Saat in i  Indonesia tertarik 

untuk bergabung dalam TPP dan RCEP. U ntuk menghadapi tersebut, Pemerintah harus 

secara cermat melihat kelemahan dan keunggulan I ndonesia. Persiapan yang matang 

dari seluruh stakeholder maupun pelaku usaha sektor pertanian dan UMKM penting 

dalam memanfaatkan prospek dan menghadapi dampak FTA/PTA tersebut. Pada bagian 

in i  akan membahas ringkasan mengenai prospek dan dampak negatif dari keterlibatan 

Indonesia dalam FTA/PTA maupun RCEP dan TPP d i  masa akan datang. 

label 28. Prospek dan Dampak Indonesia dalam Keterlibatan FTA/PTA 

FTA Prospek Dampak 

ASEAN FTA + Mitra 

IJEPA 

IPPTA 

Sumber : Diolah oleh penulis 
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• Produk 
Indonesia 
surplus 

perkebunan 
mengalami 

dengan nilai ekspor yang 
tinggi khususnya ke 
negara-negara ASEAN+. 

• Indonesia memil iki 
potensi, daya saing UMKM 
berada 
di peringkat 5 dengan 
neg a ra-nega ra 
ASEAN 

anggota 

• Meningkatnya ni lai  
ekspor Indonesia ke 
Jepang sebesar 5,23% 

• Indonesia 
meningkatkan 
produk 

berpeluang 
ekspor 

CPO ke Pakistan 

• Kesiapan komoditas sub sektor 
pertanian lainnya masih belum 
optimal sehingga masih ka lah 
bersaing. Seperti subsektor 
peternakan, holtikultura dan 
tanaman pangan. 

• Masuknya produk Cina ke 
Indonesia lebih jauh dapat 
mematikan produsen lokal. 

• Indonesia kurang 
memaksimalkan kemudahan 
dalam skema 
IJEPA. Misalnya tarif buah 
tropis segar yang masuk ke 
Jepang dikenakan tarif 0%. 

• Berbagai penurunan tarif 
berakibat pada meningkatnya 
ni lai  impor produk otomotif 
dari Jepang. 

• Masuknya produk buah-buahan 
dari Pakistan perlu di antisipasi 
oleh pemerintah 



Seperti  ya ng te l ah  d i  d ipa pa rkan da l am ta bel  28, tentu FTA/PTA mem i l i ki prosek 

dan dampak  baik da l am sektor perta n i an  maupun  U M KM .  Seca ra r ingkas u ntuk  sektor 

pertan i an  I ndones ia  prospek terbesa r datang da ri sub sektor perkebu n a n .  Sektor U M KM 

memi l i ki prospek d i  ASEAN+ FTA d imana  daya sa ing U M KM I ndones ia berada  d i  per ingk 

at 5 dengan nega ra-nega ra a nggota ASEAN . Seda ngka n  dampak  bagi sektor pertan ian  

mas ih  berfokus pada  kemampuan  domest i k  ya ng bel u m  mencu kup i  seh i ngga i m portasi  

mas ih  cukup  t i ngg i .  Dampak  bagi sektor U M KM masih terka it pada masu knya p rodu k-pr  

od u k  m u ra h  da ri Ci na  da lam kera ngka ACFTA. Apa b i l a  prod usen loka l ti dak  mengant is ipa 

s i  dan berinovasi ,  p rod u k-produ k  m u ra h  da ri C ina leb ih j auh  berdampak  pada mati nya p 

rod usen loka l .  

2 .  Trans-Pacific Partnership (TPP) 

Kendati TPP ha nya me l i batkan 12 nega ra, n i l a i  perdaga nga n nya mencakup  26% 

seca ra g loba l .  Apa b i l a  d i l i hat da ri potens i  pasa r maka sesungguh nya da pat d ijad i ka n  

pe l u a ng u n t u k  I ndones ia . N a m u n  tentu, pe luang ya ng dapat d i pero leh  o l e h  I ndones ia 

per l u d i perjua ngka n u ntuk  me l i n d u ngi beberapa sektor sens it if saat i n i .  U ntuk  itu maka 

per l u me l i hat prospek dan  dampak  da ri TPP pada kedua  sektor ya ng meru paka n  sektor 

sens itif bagi I ndonesia . 

Sektor Pertanian 

Komod itas perta n i an  uta ma I ndones ia sebagi an  besa r ha nya d i  ekspor dan l m por 

ke Amer ika Seri kat. Sedangka n ekspor dan impor uta ma nega ra a nggota TPP l a i n nya 

mayoritas te l a h  memi l ik i  perj a nj i an  FTA/PTA dengan I ndones ia sebe l um nya seperti  

Austra l i a ,  M a lays ia ,  Jepa ng, New Zea l and  dan S inga p u ra .  Da ri ke 12 nega ra anggota TPP 

I ndones ia  ha nya be l u m  memi l i k i perjanj i an  FTA/PTA ba i k  d a l a m  kera ngka m u lt i l atera l 

dan  b i l atera l denga n Amer ika Seri kat, Meksi ko, Ka nada, Ch i l e  dan  Peru . Nega ra-nega ra 

tersebut tid a k  memi l i ki a ngka s ign ifi ka n  terkait perdaga nga n sektor perta n i an  I ndones ia . 

Wa l a u p u n  tentu itu da pat menjad i  pe l u a ng u ntuk  I ndones ia . N a m u n  sayangnya, apab i l a  

I ndones ia  berga bung da l am TPP maka ha rus  bersa i ng dengan nega ra TPP  l a i n nya ya ng 

mempu nya i keu nggu l an  di sektor pertan ian ,  seperti Ma l aysia, Jepa ng, Austra l i a  dan New 

Zea l and .  Berdasa rka n data da ri Kementer ian Perta n i an  ta h u n  2014, tuj uan  ekspor sektor 

pertan i an  I ndones ia mas ih  d idomi nas i  I nd ia ,  Cina dan  Ameri ka Seri kat. Seda ngka n  im por 

terbesa r berasa l  da ri Amer ika Seri kat yaitu u ntu k komod itas ga n d u m  (ta bel  29 ) .  
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Tabel 29. Negara Asal lmpor dan Ekspor Komoditas Pertanian Indonesia Tahun 2014 

lmpor  Ekspor 

N ila i  (100 Kontribusi Ni la i  (100 

No. Negara US$) (%) Negara US$) 

1 Amerika Serikat 2.685.951 16,93 India 4.388.977 

2 Austra l ia 2.175.387 13,71 Cina 3 .373.894 

3 Brazil 1.548.130 9,76 Amerika Serikat 2.542.942 

4 Argentina 1.397.939 8,81 Belanda 

5 Cina 1.366.845 8,61 Pakistan 

6 I ndia 996.599 6,28 Malaysia 

7 Thailand 637.522 4,02 lta lia 

8 New Zealand 581.233 3,66 Jepang 

9 Canada 536.218 3,38 Singapura 

10 Vietnam 343.486 2,16 Bangladesh 

11 Lainnya 3.598.780 22,68 Lainnya 

Total 15.868.090 100,00 

Catatan : 

Oranye = Negara yang tergabung dalam TPP 

Hijau = Negara yang tergabung dalam TPP dan RCEP 

Sumber : Kementerian Pertanian, 2015 

1.788.965 

1.535.010 

1.289.943 

1.195.664 

1.095.140 

1.086.749 

912.717 

11.817.941 

Total 31.027.942 

Kontribusi 

(%) 

14,15 

10,87 

8,20 

5,77 

4,95 

4,16 

3,85 

3,53 

3,50 

2,94 

38,09 

100,00 

Secara lebih rinci terdapat beberapa ketentuan  TPP yang berpotensi 

bersinggungan terhadap sektor pertanian domestik. Ketentuan TPP menghendaki 

pembukaan pos tarif yang sebesar-besarnya termasuk dalam sektor pertanian. Seperti 

pada Chapter 2 terkait Elimination of Custom Duties. TPP melarang subsidi ekspor 

barang-barang pertanian, safeguards measure yang lebih ketat serta ketentuan 

pembatasan ekspor terkait ketahanan pangan yang lebih ketat lagi. Sedangkan untuk 

melihat GAP antara ketentuan TPPA dan regulasi domestik, penulis menyusun analisis 

dalam tabel 30 yang membahas perbandingan ketentuan TPPA dan ketentuan domestik. 
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Ta be l  30. Ketentu a n  TPP dan  GAP dengan Regu las i  Nas iona l  

Terka it Sektor Perta n i an  I ndones ia  

No .  Ketentuan  TPPA Penje lasan  Regu las i  Nas ion a l  Terka it GAP dengan TPPA 

1 .  

2 .  

Article 2.3 National 

Treatment 

Cha pter 2 Natioona l  Treatment and  M a rket Access 

La ngka h- l angka h  National Treatment ya ng 

berdasa rkan pasa l I l l GATT serta beberapa 

persya ratan l a i n  sepert i  pada ayat 2 tid ak  _ U U  No .  13 Tah u n  2010 
ber laku j i ka n ega ra tersebut me l amp i rka n Tenta ng Ho lt iku ltu ra 
pada Annex 2-A terka it National Treatment - UU No. 18 Tah u n  2012 
and Import and Export Restriction . Tenta ng Pa nga n 

Pada ayat 2 set ia p p ihak  h a rus  p rogresif 1 - Peratu ran Menteri 
Article 2.  4 

I . . . . � I 
d a l a m  mengh i la ngkan bea pada barang  asa l 

f 1mmat1on o1 Custom 
sesua i  denga n jadwa l  ya ng d i l a m p i rka n pada 

Perdaganga n R l  No .  103/M­

DAG/PE R/12/2015 Tenta ng 

Ketentu a n  Ekspor dan Duties 
An nex 2-D ( Tariff Commitments ) .  

l m por Beras 
Ayat 1 dan 2 pe la ra nga n terhadap  p i hak- _ Peratu ra n Menter i  
p i hak  u ntuk  me laku ka n  pembatasa n kecua l i ; Perta n i an  R l  No .  

Article 2 . 10 Import 

3 .  I and Export 

Restrictions 

1 .  D i i z i n ka n  da l am rangka l a ngka h 18/Permentan/OT. 140/8/20 

penegakan countervailing d a n  anti 13 Rekomendas i  l m por 

dumping duty. Prod u k  Ho lt i ku ltu ra 

4 .  

2 .  Pemen u h a n  persya ratan ki nerja  ata u 

performance requirement. 

TRQ kons isten dan  sesua i  denga n  Pasa l X I I I  

Section D :  Tariff-Rate I 
GATT dan  Art ic le 2 . 12 l m por Licens ing .  

Quota Administration 
Sel u ru h  TRQ o leh  p i hak  ha rus  d i masu kka n 

ked a l a m  Sched u l e  Commitment pada Annex 

2-D Ta riff Com m itment.  

Peratu ra n Pres iden No .  71  

Ta h u n  2015 Tentang 

Peneta pan dan Penyi m pa n a n  

Ba rang  Kebutu han  Pokok dan  

bara ng Penti ng.  

Trade in Goods and Market 

Access TPPA menerapkan atu ra n  

a kses pasa r ya ng l uas  dan  

komp leks .  Penghapusa n  dan  

pengu ra ngan ham batan ta rif dan  

non ta rif. Saat i n i  I n dones ia mas ih  

me l i ndungi sektor pertan i an  

khususnya perta n i an  sesua i  

dengan peru ndanga n dan  

peraturan terka it .  

Pemer inta h a ka n  d ihada pka n  

dengan ketentu a n  T P P  d a l a m  

safeguard measure dan  import 

restriction. Da lam peru ndangan 

terka it, pemeri nta h mem berikan 
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Article 2.24 Export 

5 .  1 Restrictions - Food 

Security 

Article 2.26 

6 .  I Agricultural 

Safeguards 

Tetap kons i sten dengan Art ic le  X l : 1  GATT 

tenta ng Foodstuff dan  j uga Art ic le  1 2 . 1  AoA 

ya ng menje laskan ba hwa Export Restiction 

da pat d i l a ku ka n  u ntuk  mencega h atau 

mer i nga n ka n  keku ra nga n kr it is  ba h a n  

m a ka n a n .  Se l a i n  itu te rd a pat sya rat-sya rat 

bagi p i hak  ya ng menghada p i  per ist iwa force 

majeure u ntuk  memberi ka n  not ifi kasi  

terhadap  p i hak  i m po rt i r  set ida knya 30 h a ri 

sebe l u m  tangga l pen etapan  Export 

Restrictions berl aku .  N a m u n  per l u adanya 

konsu ltas i  atas perm inta a n  dsb terkait 

i nd i kator ya ng re levan sebaga i a lasan a ka n  

ti ndaka n  Export Restriction. 

Barang pertan i a n  d a ri sem u a  p i hak  t id a k  

d i kenaka n  b e a  apab i l a  sesua i  dengan ya ng 

te l a h  d iterapkan  d i bawa h  AoA. 

I 
Ba i k  pada ayat 1 d a n  2 menje laskan ba hwa 

Section 3 : Agriculture 

• 1 
para p i hak  menghendaki pengha pusan 

Art1c e 2.21 
7 .  

8 .  

Agricultural Export 

Subsidies 

Article 2.22 Export 

Credits, Export Credit 

Guarantees or 

Insurance 
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subs id i  ekspor u ntuk  bara ng-bara ng 

pertan i an  d a n  l a ra nga n  u ntuk  me l aku ka n  u u  No 19 Tah u n  2013 Tenta ng 
subs id i  ekspor .  Perl i n d u ngan d a n  

Persa i ngan ekspor tetap menjad i  p rioritas Pem berdaya a n  Petan i  

uta ma  da l am negos ias i  t ingkat m u lt i latera l  

u ntuk  mengembangkan d a n  mengatu r  

tenta ng penyed iaan  kred it ekspor, j am inan  

d a n  peneta pan khusus  pada 

komod itas uta ma  sepert i  

m a ka n a n  pokok, dsb .  

Perl i n d u nga n petan i  denga n  

pemberi an  su bs id i a ka n  d i batasi  

o leh ketentua n  TPP khususnya 

pada Art ic le 2 . 2 1  d a n  2 .22  terka it 

subs id i  ekspor .  Seh i ngga u paya 

perl i n d u nga n d a n  pemberdaya a n  

petan i  o l e h  pemeri nta h tera nca m 

t idak  opti m a l .  



9 .  

Programmes 

Article 2.23 
Agricultural Export 

State Trading 

Enterprises 

kred it ekspor dan  p rogra m asura nsi  ekspor 

serta te rka it transpara ns i .  

Sej a l an  denga n  kesepakata n WTO d i  masa  

a ka n  datang u nt u k  menghapus  dan  

mend i storsi pem batasa n perdaganga n da ri 

otoritas negara u nt u k  mengekspor bara ng­

barang  perta n i a n .  D ibutu h ka n  transpara nsi 

UU No. 19/2003 Tenta ng 
terkait operas i  perusahaan  perdagangan 

nega ra .  
----t----------+---------------------1 Bad a n  Usaha  M i l i k  Nega ra 

Da l a m  chapter i n i  berbaga i ru musan  seperti 

10. 
Chapter 17 State­

Owned Enterprises 

Chapter 7 Sanitary 

11 .  I and Phytosanitary 

Measures 

Commercial Consideration, Anti Competitive, 

non-discrimination d a n  non-monopolised 

market meru paka n  ru musan-ru m usan yang 

berpotens i  u ntuk  mem batasi  B U M N  da l am 

me laksa n a ka n  tugas d a n  fu ngsi nya . 

Chapter i n i  menje laskan SPS sebaga i 

ham bata n non  ta rif u ntu k me l i ndungi 

berbaga i p rodu k  termasu k p rodu k-prod u k  � - U ndang U n d a ng Nomor 16 
perta n i a n .  Ta h u n  1992 Tentang 

Ka ra nt ina  Hewan, l ka n  dan  

Tu mbuhan  
- Peratu ra n Pemeri nta h 

nomor 82 ta h u n  2000 

tenta ng Ka ra nti na  Hewa n 

Pera n B U M N  akan leb ih  d ituj u ka n  

u ntu k kegiatan komers ia l ,  

seh i ngga peran pen d u ku ng 

seperti B U LOG, Perhuta n i  dsb 

a ka n  menga l am i  kesu l ita n da l am 

mendu ku ng pemerintah da l am 

perl i n d u ngan dan  pengemba ngan 

sektor perta n i an .  

D i  khawati rka n ketentua n  SPS 

da l am TPPA leb ih  ketat 

d i band i ngka n denga n  peraturan 

SPS domestik .  Seh ingga akan 

berpotens i  kesu l itan u ntuk 

menghadap i  hambata n non ta rif 

ket ika barang da ri I ndonesia 

menuj u  negara-nega ra TPP .  

Namun  seba l i knya negara-nega ra 

TPP leb ih  d imudahka n  ka rena 

be l u m  ada penyesua ian  

ketentua n .  
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12 .  

13 .  

Chapter 18 

Intellectual Property 

Chapter 25 

Regulatory Coherence 
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Terka it sektor perta n i a n  d ije laska n  

mengena i  perl i n d u nga n terhadap  p rod u k  

kim ia  perta n i an  seperti p u p u k  d a n  

d i m u ngki n ka n  terka it ben i h  tertentu .  

Ketentu a n  pada chapter i n i  menje laska n 

bahwa se l u ru h  anggota d iwaj ibkan u ntuk  

segera me lakuka n  koherens i  terka it se l u ru h  

ketentu a n  T P P  k e  d a l a m  peratu ra n  

domesti k. 

U U  Nomor  28 Tah u n  2014 

Tenta ng H a k  C ipta 

U U D  1945 Pasa l  33 

Ketentu a n  da l am Cha pter 18 

I nte l l ectua l  P roperty mengatu r 

seca ra spes ifi k terka it Paten,  

Trademarks, Geographical 

Indications, Copyrights, Industrial 

Design, d a n  Trade Secret. 

Kese l u ru h a n  ketentua n  tersebut 

t id a k  sem u anya d iatu r da l am 

regu las i  nas iona l .  Seh i ngga 

memu ngki n ka n  u ntuk  d i l a ku ka n  

perubahan  regu l as i  nas iona l  

u ntuk  menyesua i ka n  dengan 

ketentua n  pada Chapter 18 

te rse but .  

Koherens i  ya ng h a rus  d i l a ku ka n  

I ndones ia  cukup  berat meng ingat 

is i  perj anj i an  TPP suda h t id a k  

da pat d i  negos ias ika n .  Seh i ngga 

ketentu a n  nas iona l  ya ng h a rus  

segera menyesua i ka n  denga n  i s i  

perj anj ia n .  Sela i n  i tu  da l am TPP, 

sebag ian  besa r h a k  negara da l am 

membuat regu las i  pro domesti k 

d i ku ra ng i .  Tentu i n i  akan  

bertenta ngan dengan dasar  

nega ra ya ng bertujuan  u ntuk  
m::IC:\/::I r::l kat l uas .  



Pada Cha pter 7 Sanitary and Phytosanitary Measures, TPP menerapkan standar  

ya ng leb ih  t inggi  da ri WTO. H a l  tersebut tentu a ka n  mengu ra ngi potens i  ekspor da ri 

nega ra berkembang seperti  I n dones ia .  SPS seo lah-o lah mem berika n perl i ndunga n pada 

konsumen atas prod u k  pertan i an  dan per ikanan  im por, pada kenyataan nya ma lah  

mem beri ka·n perl i ndunga n kepada prod usen eksport ir  prod u k  perta n i an  gu na 

mem u l uskan nega ra-nega ra khususnya negara maju  ya ng mem pu nya i  sta ndar  ya ng 

t inggi  terhadap kesehatan dan p rod u k-prod u k  pertan i an .  

Seda ngka n  terkait perta n i an  l a i n nya da l am Art ic le 17 .4  Commercial Consideration, 

pera n  BU M N  sepenuh nya u ntuk  mengeja r  keu ntu ngan pada ha l  h a l  te rsebut t ida k 

se laras baga imana  peran BU M N  menjad i  pent ing da l am mewuj u d ka n  kemakm u ra n  

rakyat .  Peran B U LOG da pat semak in  terancam d a l a m  menjaga sup l a i  nas iona l  d a n  

me l i nd u ngi  ra kyat. Wa l aupun  peran B U LOG saat i n i  t ida k  seopti ma l  masa orde baru,  

n a m u n  tentu mas ih mend u ku ng pemeri nta h u ntuk  menjaga ha rga dasar  pem be l i an  

gabah ,  h a rga bahan  pokok teta p stab i l ,  menge lo la  stok pangan,  dan  menya l u rka n beras 

u ntuk  wa rga m isk in  ata u raski n .  Denga n ketentuan TPP tentu a ka n  bertenta nga n ka rena 

BU M N  h a rus  berdasa rka n perti mba nga n komersia l  da lam me laksa naka n  kegiata n nya . 

Ketentua n  Hak  Kekayaan  l nte lektua l  pada TPP j uga a ka n  sangat berpenga ru h 

terhadap sektor perta n i an .  Perusa haa n-perusa haan  ben ih  dan  pest is ida as ing khususnya 

produ k  kim ia  pertan i a n  akan d i perkuat.  Seh i ngga prod u k-prod u k  pertan i an  nega ra maju  

ya ng d isokong o l eh  tekno logi t i nggi akan  membanj i r i nega ra -nega ra berkembang 

seperti  I ndones ia . Se l a i n  i tu  ben i h -ben ih  da ri nega ra as ing a ka n  menyu l itka n peta n i  

da l am membud idaya ka n nya . Seh ingga berpotens i  mengorba n ka n  kesejahteraan  d a n  

produ ktivitas peta n i .  

Bebera pa peratura n  domest i k  ya ng te l ah  a d a  saat i n i  be rpotens i  bertentangan 

dengan ketentua n  ya ng ada da l am TPP.  Seperti  d a l am  ta be l  30, te rda pat beberapa 

ketentuan  domest i k  seperti UU No .  13 Ta h u n  2010 Tentang Ho lt iku ltu ra ,  UU No .  18 

Ta h u n  2012 Tenta ng Pa ngan ,  UU No 19 Ta h u n  2013 Tenta ng Per l i ndunga n dan  

Pemberdaya a n  Peta n i , U U  No .  19/2003 tenta ng Badan  Usaha  M i l i k  Negara, Peratura n  

Pres iden N o .  7 1  Ta h u n  2015 Tenta ng Peneta pan dan  Penyi m panan  Ba rang  Kebutu han  

Pokok  dan  ba ra ng Penti ng, dan  UUD 1945 Pasa l  33 .  
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Pengecua l i an  da l am ketentu a n  TPP d i negos ias ika n  denga n  berbaga i p i hak  atau 

a nggota l a l u  kesepakata n d i masukka n d a l a m  Annexes. Seh i ngga pera n  An nex d a l a m  TPP 

sa ngat pent ing sebaga i has i l  d a ri negos ias i  set iap  p ihak .  Seperti contoh terkait sektor 

Perta n ia n, Jepang member ika n  pengecua l i a n  pada An nex 2-D Ta riff Com m itments, 

Jepang memi l i k i kepenti nga n te rba nya k terkait perl i n d u ngan sektor perta n i an  denga n  

memasu kka n beberapa notifi kas i  d i  An nex terka it Tariff elimination, TRQ, Agricultural 

Safeguard Measures, Forest Good Safeguard Measure, dan  Tariff Differentials . Annex 

menjad i  sa l a h  satu bagian da ri negos ias i  po l it i k  a nta r nega ra anggota d i l u a r  kesepakata n 

utu h fra mework TPP .  Jepang mengi kuti negos ias i  TP P sej ak  ta h u n  2013, se l a i n  itu 

sebaga i trade off atas kesepakata n a n nex mengena i  komod itas pertan ian ,  Jepang 

membuka i ndustr inya . 

F leksi b i l itas pem beri an  pengecua l i a n  pada ketentua n TPP  ha nya dapat ter la ksa na 

apab i l a  pemer i nta h da pat menegosias i ka n  sektor-sektor l a in  u ntuk  menjad i  sebuah  

trade off da l am rangka perl i n d u nga n sektor sens it if l a i n nya . H a l  tersebut terjad i  pada 

Jepa ng, d imana  pada beberapa annexes Jepang dapat memasukka n  bebera pa 

pengecua l i a n  pengu ra nga n ta rif d a n  kuota komod itas te rtentu sepert i  dag ing dan  beras .  

Se l a i n  i tu  tariff rate quotas pada komod itas tertentu j uga berhas i l d imasuka n  da l am 

pengecua l i a n  tersebut .  

Sektor U MKM 

Terkait U M KM, te rda pat Chapter khusus  ya ng membahas  mengena i  h a l  tersebut 

ya itu pada Chapter 24 Sma l l  and Med i u m -Sized Enterprises . Ha nya saja  ketentu a n  

te rsebut m a s i h  bersifat u m u m  dengan mengedepa n ka n  h a l -h a l  terkait capacity building, 

kemudahan  i nformasi ,  dan  j uga d i sya ratka n pembentu ka n  kom ite SM E da ri pa ra 

a nggota TPP .  U ntuk  I n dones ia beberapa peratura n  atau ketentu a n  i n i  be l u m  menjad i  

sebuah  kepast ian  bahwa U M KM I n dones ia  dapat bersa ing  d i  pasa r TPP .  

Sebaga i i nformasi ,  se l ama per iode 2010-2014, tren ekspor p rodu k  keraj i nan  

I ndones ia  ke  d u n ia menga l am i  pertu mbuhan  sebesa r 2,63 perse n .  Sementa ra 

pertu mbuhan  ekspor prod u k  keraj i n an  I ndonesia ke Hong Kong se l ama  per iode ya ng 

sa ma mencapa i  115,37 persen .  P rod u k  keraj i n an  I ndones ia  su kses mencatatkan n i l a i  

ekspor ke  dun i a  pada  2014 sebesa r US$ 694,3 j uta, d i  mana  perdaga nga n ke  Hong  Kong 
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mencatat a ngka US$ 39,5 j uta . H a l  i n i  menjad ika n  Hong Kong nega ra tuj uan  ekspor 

ketiga terbesa r sete l a h  Amer ika Seri kat (AS) dan Jepang. Se l a i n  ketiga ·nega ra tersebut, 

ta rget uta ma pasa r ekspor p rod u k  keraj i n an  I ndones ia  l a i n nya ada l ah  l nggris, Jerman,  

Austra l i a ,  Be la nda,  Repub l i k  Korea, P ra ncis, dan  S inga pura .  
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Ta be l  3 1 .  Ketentu a n  TPP d a n  GAP dengan Regu las i  Nas iona l  

Terkait Sektor U M KM I ndones ia  

No .  Ketentua n TP PA Penje lasa n  Regu l as i  Nas ion a l  Terka it ' GAP dengan TPPA 

Chapter 24 Smal l  and Medium-Sized Enterprises 

1 .  

2 .  

24.1 /nformation 

Sharing 

24.2 Committee on 

SMEs 
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Setia p  nega ra ya ng terga b u ng da l am TPPA 

berkewaj i ban  mem i l i ki webs ite sebagai  

s u m ber i nformas i  dan tra nspara ns i  s istem 

ya ng berka ita n dengan prod u k  U M K M .  

Set iap nega ra anggota berkewaj iban  u ntu k Be l u m  terda pat undang-u n d a ng 

mematu h i  berbaga i peratu ra n  d a n  h u ku m  ya ng mengatur  mengena i  

seperti : peratu ra n  kepabea n a n, peratu ran pengeloaa n  s i stem i nformas i  U M KM 

H KI ,  peratura n  berka itan denga n sanitary 

and phytosanitary measures, regu las i  

i nvestasi ,  regu las i  pekerja ,  regu las i  

perpajakan ,  d l l .  

Da l am kerangka kerjasama  TPPA a ka n  

d i bentu k sebuah  pan it ia  ya ng bertugas 

u ntuk  membantu memaj u ka n  sektor 

U M KM .  Beberapa tugas d a ri pan it ia  

U M KM tersebut ada lah sbb : 

• Membantu U M KM 

skema kerjasama TPPA. 

mema nfa atkan I U U  No .  20 Ta h u n  2008 Tentang 
U M KM 

• Diskus i  d a n  pertu ka ra n  a h l i  d a l am  

sektor U M KM d iantara negara anggota, 

mengadaka n  berbaga i program 

pe lati han, pend id i ka n, bantuan 

fi nans i a l , meng identifi kas i  partner  
b i sn i s .  

• M engadaka n  sem ina r  d a n  workshop 

M e m pers i apka n  i nfrastru ktur  

webs ite dan  pendata a n  khusus  

U M KM ya ng teri ntegras i  

seh i ngga dapat d i a kses o leh 

masya ra kat l u as .  Data terkait 

sektor U M KM di I ndones ia 

mas ih sa ngat terbatas .  

Berbaga i skema seperti  

pertu ka ra n  a h l i ,  pe lat i han ,  

workshop sam pa i  dengan  

ca pacity bu i l d i ng yang  d apat 

d i m a nfaatkan oleh U M KM 

I ndones ia  u ntuk  

mengemba ngka n U M KM .  



u ntuk  mendorong U M KM 

memanfaatka n skema kerjasama da l am 

TPPA. 

• M e njaj aki 

men  e ra 

kem u ngki n a n  
rnnnrit-u building 

u ntuk  

Chapter 4 Texti le and Apparel Goods 

3 .  

Article 4.2 : Rules of 

Origin and Related 

Matters 

Suatu ba ra ng a ka n  menda patka n 

pengu ra ngan ta riff j i ka d i kata kata n 

"originating good" ya kn i  ket ika t idak  leb i h 

d a ri 10% da ri tota l berat barang 

meme n u h i  persya ratan ya ng d itetapka n  

d a l a m  Rules of Origin and Origin 

Pricedures Chapter 3 .  

Suatu barang  yang d i impor  mendapatkan 

kebij aka n  duty-free atau preferential tariff 

treatment ( keti ka p i hak  eksport i r  a n d  

i m port i r  setuju ) ,  ba ra ng- barang yang 

d i m a ksud  ada l ah  : 

a .  Ba rang  ya ng d i buat d a ri i ndustr i  

ru mahan  menggu naka n  mes in  

ten u n  tanga n .  

b .  Po la  ka i n  tu l i s  tangan denga n  

tekn i k  tah a n  l i l i n .  

c .  Barang d a ri i ndustr i  ru mahan  ya ng 

mas ih  d i buat denga n  ha nd-made .  

d .  Ba rang  keraj i n an  ta ngan 

trad is iona l .  

Chapter 7 Sanitary and Phytosan itary Measures 

• Peratu ra n Menteri Peri ndustri an  

No .  15 tah u n  2012 

• Peratu ra n Menteri Perdaga nga n 

No .85/M-DAG/PE R/10/2015 

Mengkategori ka n produ k­

prod u k  U M KM ya ng dapat 

d i kategorika n da l am Art ic le 4 .2  

aga r mendapatka n kebij akan  

d uty-free d a n  preferential 

tariff treatment untuk  

memaksima l ka n  penggu naan 

kera ngka TP P .  

4 .  L _ ___ ----
- - I Chapter i n  menje laska n  da l am kera ngka I Kep utusan Menteri Agama R . l  I Penerapan  kera ngka SPS 
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SPS mem u ngki n ka n  d igunaka n  sebaga i I N o . 5 18 sertifi kasi  h a l a l  

h a m bata n non-ta rif u n t u k  me l i nd u ngi 

berbaga i p rodu k  termasuk  p rodu k  d a ri 

U M KM .  

seca ra ketat mampu  

mengh a m bat impor ya ng 

masuk  d a l a m  I ndones ia ,  d a l a m  

kera ngka T P P  j uga mengatur  

Penera pa n  sert ifi kas i  h a l a l  

seh i ngga dapat d itera pka n  

sya rat sert ifi kas i  h a l a l  bagi 

m a ka n a n  ya ng masuk  

I ndonesi a .  

Pemer intah saat i n i  be l u m  

mewaj i b ka n  se l u ru h  maka n a n  

ya ng masuk I ndones ia  

bersertifi kas i  h a l a l  mas ih  

bersifat suka re l a .  

Be l u m  terd a pat kerangka 

h u ku m  ya ng mend u ku ng 

kewaj i ban  sert ifi kas i  ha l a l  bagi 

rodu k  va ng masuk I n donesi a .  

Chapter 15  Government Procurement 

5 .  
Article 15.4 : General  

Principles 
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Tida k  d i perke n a n ka n  u ntuk  member ika n  

perl akuan  ya ng berbeda kepada 

perusahaan  loka l  atau as ing da l am  

pengadaan  bara ng d a n  jasa pemer inta h .  

• U U  No .  2 0  Ta h u n  2008 Tenta ng P a d a  T P P  penggu naan  

U M KM ka n d u ngan d a n  tekno logi l oka l  

• Peratu ra n P res iden N o .  9 5  Tah u n  b u ka n  meru paka n  sya rat 

2007 i nvestas i  dan  ker inga n a n  ta rif. 

• Peratu ran Menteri Peri ndustri an  N a m u n  d a l a m  Chapter 

No .  16 Tah u n  201 1  Government Procurement 

• Peratu ra n  Menteri Peri n d ustria n  menje laska n  ba hwa set iap  

No .  3 Ta h un 2014 Tentang anggota t ida k  bo leh 

Pedoman  Pen i ngkata n  meneta pka n peratu ra n  

Penggu n a a n  P rod u k Da l a m  N egeri d iskri m i nas i  terkait loca l 

d a l a m  Pengadaan  Ba rang/Jasa content m isa l nya u nt u k  



Pemer inta h a n  ya ng t idak  d i b iaya i  menguta maka n  produsen loka l  

da r i A P B N  dan  A P B D  d a l a m  set iap  pengadaan  
• Peratura n  M enteri  Peri ndustri an  bara ng dan  jasa  pemeri nta h .  

N o .  1 6  Ta h u n  2011 Tenta ng 

Ketentua n dan  

Perh itu nga n TKD N  

Tataca ra 

• Pe�atu ra n  Menteri ESDM No .  15 

Ta h u n  2013 Tenta ng Penggu naan  

P rodu k  Da l am N egeri pada 

iata n usaha h u l u  M "  

Chapter 1 8  I ntellectual Property 

6 .  

Article 18.16 : 
Cooperation in  the 

Are of Traditional 

Knowledge 

Article 18.55 : 
Protection 

M engatu r  mengena i  berbaga i H a k  • U n d a ng-U ndang Nomor  19 Tah u n  
Kekaya a n  l nte lektu a l, dan  j uga H K I  ya ng 2002 Tentang Hak  Ci pta 
berfu ngsi u ntu k me l i ndu ngi p rod u k 

• U n d a ng-Unda ng Nomor 14 Tah u n 
Traditional Knowledge (TK) ya ng banya k  

2001 Tentang Hak  Paten 
d igu n a ka n  o leh  U M KM .  

• U nd a ng-U ndang Nomor  1 5  Tah u n  

Set i ap  nega ra yang terga b u ng d a l a m  T P P  2001 Tenta ng Hak  Merek Daga ng 

d iwaj i bka n  memi l i k i  per l i ndu nga n • U nda ng-Undang Nomor  30 Ta h u n  
terhadap  desa i n  i ndustr inya .  2000 Tentang Rahas ia  Daga ng 

• U n d a ng-Undang Nomor  31 Tah u n  

2000 Tentang Desa i n  l ndustr i  

• U nda ng-U ndang Nomor  29 Tah u n  

2000 Tentang Per l i ndunga n 

Var ietas Ta naman  

Sta ndar  yang d i m i l i k i  da l am 

TPP leb ih  ketat b i l a  

d i band i ngka n  denga n TR I PS 

( Trade Related Aspects of 

Intellectual Property Rights ) .  

Beberapa peratu ra n  seperti 

traditional knowledge dan  

per l i ndunga n desa i n  i nd utri 

be l u m  d iatu r da l am peratu ra n  

domesti k  I n dones i a .  
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Bebera pa peratu ra n  dan  ketentua n  da l am TPP d a n  domesti k  t id a k  terda pat 

h a rmon isas i .  Apa b i l a  ing in  berga b u ng denga n  TP P tentu terdapat berbaga i trade off. 

Pada konteks pengadaan  barang  pemer intah (government procurement), keb ijakan 

penggunaan  Ti ngkat Ka n d u nga n Oa l a m  N egeri (TKON )  da lam l n d ustri M igas misa l nya 

a ka n  berta bra ka n  l a ngsu ng denga n  pri ns ip-pri ns ip  pengatu ra n  TPP terka it dengan 

pengada a n  bara ng pemer inta h .  Pad a h a l  kontri bus i  keb ij aka n  i n i  sa ngat s ign ifi ka n 

terhadap  perekonomian  I ndones i a .  Sebaga i i l u strasi ,  pada ta h u n  2014 keb ij aka n  TKON 

berkontri bus i  kepada perekonomian  I ndones ia sebesa r Rp .  209 Tri l l i u n .  Ha l  in i  te l a h  

member ika n  kesem patan kerja  kepada sebanyak 899 .400 Tenaga Kerja I ndones ia  d a n  

menyu mbang p a d a  penda pata n ru mah  tangga I n d ones ia sebesa r Rp .23,8 Tri l l i u n  

( La pora n  S K K  M igas, 2015 ) .  Se l a i n  itu, ketentu a n  T P P  tersebut j uga a k a n  berpotens i  

negatif pada p rod usen U M KM .  N a nti nya pemer i nta h t idak dapat mem berdaya ka n 

U M KM denga n skema TKO N .  Seh i ngga tentu akan  mengura ngi pasa r U M KM da l am 

negeri . 

3 .  Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) 

Kerjasa ma perdaga nga n bebas RCEP mem i l i ki potens i  pasa r 3, 3  m i lya r pen d u d u k  

dan  tota l  G O P  2 0  Tri l i u n  USO ( 28% G O P  d u n i a )  serta tota l perdaganga n  10, 1 tri l i u n  USO 

{28% perdaga ngan d u n i a ) .  P roses peru nd i nga n RCEP mas ih terus ber la ngsu ng.  Posis i  

ASEAN mempu nya i  pera n  ya ng leb ih  baik pada peru n d ingan RCE P .  Peru nd i ngan RCEP 

t ida k menyentuh  ke isu- isu sens itif. l su  da l am RCEP ha nya meneka n ka n  pada 

perdaga nga n prod u k, kem u ngki n a n  pen u ru n a n  bea-masuk, serta kom itmen terhadap  

ha rmon isas i  atu ra n-atura n  perdagangan bebas  denga n  m itra ya ng sebe l u m nya te l a h  

ada .  Seca ra geografis j uga, RCE P l e b i h  terbatas seh i ngga i s u  sepert i  H K I dan  perta n i an  

t idak  d i bahas  leb ih  menda l a m .  
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Grafik 17. Perdagangan Sektor Pertanian Indonesia dengan ASEAN dan RCEP 
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• Export ASEAN 5,969,676 7,609,508 7,394,597 6,012,012 6,755,798 
• Import ASEAN 2,174,124 4,161,214 3,704,628 2,456,134 2,632,142 
• Export RCEP 15,286,085 19,369,688 19,592,731 16,731,852 17,472,189 
• Import RCEP 6,693,064 9,943,577 9,304,213 8,695,782 9,186,186 

Sumber : WITS 

Dikarenakan RCEP merupakan kerangka menyatukan ketentuan yang telah ada 

sebelumnya dalam kerangka ASEAN FTA+ maka terkait dengan sektor pertanian, 

Indonesia masih dapat diuntungkan.  Apabila berdasarkan data ekspor dan lmpor 

pertanian Indonesia ke negara-negara ASEAN dibandingkan dengan negara-negara 

ASEAN+ (RCEP) menunjukkan surplus yang jauh meningkat (grafik 17). Sektor pertanian 

akan lebih diuntungkan  dalam hal ini, hanya seperti dalam penjelasan sebelumnya 

terbuka nya pasar RCEP Indonesia harus siap bersaing dengan negara-negara yang 

memil iki sektor pertanian yang mumpuni seperti Austral ia, New Zea land, Vietnam dan 

Thai land. Kurangnya informasi terkait fu l l  text dalam RCEP membuat ketentuan RCEP 

sul it untuk dibandingkan dengan ketentuan domestik. Penelitian ini menilai bahwa 

ketentuan dalam RCEP tidak akan berbeda jauh dengan ASEAN FTA+ lainnya secara 

keseluruhan. Sebelumnya 

4. Prospek TPP dan RCEP bagi Sektor Pertanian dan UMKM Indonesia 

Karakteristik TPP sebagai perjanjian perdagangan bebas yang modern dan 

komprehensif dengan pembahasan 29 bab yang telah disepakati dan mencakup isu-isu 

�ensitif. Dari sisi ekonomi Indonesia mempunyai potensi yang besar karena memasuki 

pasar yang lebih luas. Hanya saja pasar TPP yang didominasi oleh negara-negara maju 

akan menjadi hambatan bagaimana Indonesia bersaing didalamnya. Selain itu 

pertimbangan legal terkait TPP adalah harmonisasi peraturan TPP ke dalam peraturan 

domestik. Bagi Indonesia, harmonisasi standar ini dapat memberatkan terutama untuk 
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memen u h i  sta ndar  SPS ya ng h i ngga saat i n i  mas ih  menjad i  kenda l a  bagi prod u k-prod u k  

ekspor I ndones ia . D i  samp ing itu, I ndones ia juga mas ih  member ika n  perl akuan  khusus  

bag i  BU M N  da lam berbaga i bentu k su bs id i ,  kredit  r ingan ,  perl i n d u nga n daga ng, serta 

perl a kuan  preferens ia l  u ntuk  pengadaan  pemeri nta h .  Per l akuan  khusus semacam in i  

d i pred i ks i  da pat men i m b u l ka n  konfl i k  j i ka I ndones ia  terga b u ng da l am TPP teruta ma 

ka rena keb ij aka n  kom pet is i  j uga a ka n  d i h a rmon isas ika n  u ntuk  memuda h ka n  persa i ngan 

pasa r bebas .  

Terka it sektor sens itif ya itu pertan i a n, TPP mengi nd i kas i ka n  ba hwa Special and 

Differential Treatment t id a k  a ka n  d i ber l akukan u ntuk  me l i nd u ngi sektor sensit if negara 

berkembang .  Beberapa sektor sens itif I ndonesia seperti agri ku ltu r a ka n  terpenga ru h 

o leh  h a l  i n i  ka rena pemer i nta h I ndonesia t id a k  da pat lag i  menera pka n ta rif da n/ata u 

kuota terha dap  prod u k  ya ng termasuk  da l am dafta r sens itif (Sensitive List) . i su  sens it if d i  

TPP mas ih  terfokus pada sektor agri ku ltu r  dan  susu teruta ma bagi nega ra ya ng 

me l i ndungi sektor tertentu sepert i  Jepang u ntuk  beras d a n  ga nd u m  dan Ka nada  u ntu k 

produ k  susu .  Amer ika d i  satu s is i  j uga cukup proteks ion is  terhadap  sektor gu la nya 

sepert i  ya ng d itunju kka n da l am  perj anj i an  b i l atera l AUSFTA denga n  Austra l i a  ya ng 

merupakan eksport i r  gu l a  ya ng cukup besa r ( E l ms 2013, p .  377) .  E lemen l a i n  ya ng per l u 

d i perhat i kan  da l am l i bera l i sas i  agriku ltu r da l am konteks TPP ada l ah  e l im i nas i  Tariff Rate 

Quota ya ng se l ama  i n i  menjad i  p ra kti k daga ng seca ra b i l atera l maupun  d i  WTO. 

Ta be l  32 .  Prospek dan  Da mpak  TPP & RCEP bagi Sektor Perta n i an  I ndones ia 

FTA P rospek Da m pa k  

TPP 

RCEP 

- Prod u k  perkebunan  I ndones ia dapat bersa ing  d i  

pasar TPP 

- l m por komod itas gandum yang mayoritas berasa l  

dar i  Amer ika Serikat berpotens i  d ipermudah .  

- Pem bukaan  pasa r da ri nega ra-nega ra TPP l a i nnya 

yang bel u m  mempunyai  perj anj i an  FTA denga n  

I ndones ia .  

- Seca ra Po l i t ik  I ndones ia sebaga i traditional leader 

ASEAN memi l i ki pos is i  tawar yang leb ih  ba ik .  
- RCEP sebagai t indak l anjut ASEAN+l akan leb ih  

memudahkan  pe laku usaha domesti k  memahami  

aturan yang  sebe l umnya tumpa ng t i nd i h .  

- Ti ngkat l i bera l isas i  dan  pengaturan sektor pertan i an  
dan  U M KM re lat if leb ih  rendah da r i  TPP .  

- Tidak  mengikutsertakan B U M N  da lam proses 
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- Banyaknya peratura n p roteksi 

domest i k  yang ha rus di ruba h .  

- Sta ndar  ya ng t i nggi membuat 

komod itas pertan i an  dan  

U M KM berpotens i  a kan  l eb i h  

d i rugika n .  

- Su l itnya bersa ing dengan 

Jepang 

- Sub  sektor peternakan l ndone 

s ia  harus s i ap  bersa ing dengan 

Austra l ia ,  New Zea l and .  

- Sektor U M KM akan l eb i h  

d i rug ikan dengan  banyak 
masuknya produ k  C ina .  



FTA Prospek Da m pa k  

l i be ra l isas i . 

- RCEP akan menjad i  pasar terbesar  da lam t i ngkat FTA 
- Sub sektor perkebunan  I ndones ia akan memper luas  

pasa rnya dan  bersa i ng ha nya dengan Vietnam dan 

Ma lays i a .  

Sumber : D io lah  o leh  penu l i s  

Bag i  sektor perta n ian ,  TPP j uga dapat membuka pasa r potens ia l  khususnya produ k  

perkebunan  seperti CPO.  Keanggotaa n  I ndones ia d a l a m  T P P  seca ra teori a ka n  sangat 

mendorong ekspor CPO, te ruta ma dengan nega ra yang mas ih  be l u m  mem i l i ki perjanj i an  

perdagangan bebas denga n  I n donesi a .  Seba l i knya, Ma l aysia sebaga i eksport i r  kedua 

terbesa r da pat d i u ntu ngka n dengan kea nggotaa n  d i  TPP dengan e l im i nas i  ta rif 

p rodu knya u ntuk  nega ra -nega ra TPP dan  da pat menggeser I ndones ia  sebaga i eksport i r  

CPO terbesa r j i ka I ndones ia memang belu m  menjad i  a nggota da ri TPP .  

Bag i  sektor U M KM keanggotaan  da lam TPP tid a k  men i m b u l ka n  dampak ya ng 

s ign ifi ka n .  Apa lagi  ketentu a n  da l am TPP khususnya terka it government procurement dan  

BUMN a ka n  sed i kit mencedera i  baga imana  pera n pemer intah da l am mendorong dan  

mengemba ngka n  U M KM a ka n  l eb i h  d ibatas i .  Se l ama  i n i  peraturan  domest i k  ba i k  

peru ndanga n terka it U M KM dan  BUMN d ic ipta ka n u ntu k mendukung  U M KM ba ik  da l am 

skema kred it maupun  capacity building da ri t i ap  daera h .  D i  s is i  l a i n ,  pen i ngkata n potensi  

ekspor masih dapat d i kata ka n sebaga i pe l u a ng.  Ha nya saja,  kepast ia n  sektor U M KM 

berga b u ng ke da l am ra nta i n i l a i  g loba l d i  TPP menjad i  pertanya a n  l anjuta n .  

Seda ngka n  kea nggotaa n  RCEP l e b i h  tertuju baga imana  ASEAN da pat 

mengha rmon isas i  ketentu an  denga n  berbaga i mitra sebe l u m nya yang berpotens i  

tumpang t ind i h .  Noodle Bowl Syndrome te l a h  mengu ra ngi keu ntu nga n yang dapat 

d i pero leh  karena sektor b i sn i s  h a rus  memperhat i ka n atu ra n  yang berbeda di tiap FTA 

sementa ra d i  wa ktu yang sama juga men i ngkatkan penggu naan  preferential concession 

( Da m u ri 2012 ) .  Fokus ke RCEP a ka n  leb ih  memberi  keu ntu ngan bagi I ndones ia . RCEP 

merupaka n  t i ndak  l anj ut j a ring kerjasa ma ASEAN+l ya ng mencerm i n ka n  penguatan 

kerjasama d i  ASEAN ya ng sudah  l ama  d i pe rjua ngka n o leh  l ndones ia .44 

44 Wina nti , et. a l ,  Diplomasi Ekonomi Indonesia antara Regional Comprehensive Economic Partnership 

(RCEP) dan Trans-Pacific Partnership (TPP Pusat Stud i  Perdaga ngan Dun ia ,  2014 
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Sektor perta n i an  I ndones ia da l am  perdagangan bebas menjad i  sa l ah  satu sektor 

sens itif. Kurang efis ien ka rena  tekno logi dan pe l aku  kec i l  perta n i an  di I ndones ia yang 

menjad i  mayoritas mas ih  d a l a m  kond is i  terti ngga l seda ngka n  pe la ku besa r seca ra re latif 

l eb ih  d i u ntunga n ka n .  Keu ntu nga n kea nggotaa n  da l am  kerjasama e konom i  perdaganga n  

sa ngat tergantung pada daya sa ing  sektor yang d i perdagangka n .  J i ka d i band i ngkan,  

nega ra maj u  yang tergabung  da l am  RCEP re l atif leb ih sed i kit d i band i ngkan dengan TPP, 

seh i ngga I ndones ia per lu  l eb ih  mewaspada i  ekspa ns i  p rod u k  as i ng, wa l a u p u n  a kses 

pasa r ke nega ra maju j uga akan  terbuka .  Daya sa ing  perdagangan j uga terga ntung pada 

keu ntu nga n komparat if seh i ngga nega ra per l u mem i l i ki peta komod iti ya ng 

d i perdaga ngka n, d imana  suatu nega ra bisa berpa rt is ipas i .  

Mengamb i l  contoh d i  ASEAN, I ndones ia  t id a k  ter l a l u  d i u ntu ngka n ka rena produ k  

nega ra anggota m i ri p .  M a ka da r i itu,  perdaganga n l eb ih  i ntens  denga n  nega ra d i  l u a r  

ASEAN .  Terka it dengan ti ngkat l i bera l isas i ,  mas ih  a d a  keter l i bata n pemer i nta h, 

khususnya d i  perta n i an  me la l u i  UU Pangan serta Perl i n d u nga n d a n  Pem berdayaan  

Petan i  ya ng merupakan keter l i bata n pemerinta h ya ng d i perbo lehka n .  D i  sektor 

agri ku ltu r, kemand i ri an  dan ked a u l ata n panga n  I ndones ia  be l u m  d i ru muska n  dengan 

ba ik .  Da l am U U  Pangan,  te rca ntu m kewaj iban  pemeri nta h u ntuk  mengadaka n  stok  

pa nga n nas iona l  ya ng d i la kuka n  o leh  pemer intah pusat, provi ns i ,  ka bu paten, dan  desa . 

Terkait dengan h a l  i n i , sebena rnya l i bera l i sas i  t idak l ah  sepe n u h nya d ija l a n ka n  teruta ma 

u ntuk  nega ra-nega ra berkembang, m isa l nya u ntuk  masa l a h  pa ngan te rsebut .  U ntu k UU 

Perl i n d u nga n dan  Pemberdayaan  Peta n i, pemeri nta h memi l i k i kewaj iban  u ntu k 

menjam in  kebij aka n  ya ng suportif terhadap  petan i , sepert i  kredit ba n k, a su rans i  

perta n ia n, penjam inan  pengamb i l an  kred it, serta su bs id i bu nga . 

N a m u n  d i  s is i  l a i n , kerjasa ma ekonomi  i n i  j uga mengatur  mengena i  perl i n d u ngan 

H K I ,  padaha l  I ndones ia termasuk  sa l ah  satu nega ra dengan pe la ngga ran HKI  terbesa r .  

Oleh ka rena itu teta p d i pe rl u ka n  persiapan  ya ng t ida k  sed i kit bagi I ndones ia . Da l am 

RCEP isu seperti H K I  t idak  d ibahas  seca ra l eb ih  ri nci berbed a dengan  TPP ya ng te l ah  

memasu kka n da l am  cha pter .  Da l a m  konteks i n i , bagi nega ra-nega ra RCEP, i s u  mengena i  

perl i ndu ngan H K I  mas ih  sa ngat sens it if d a n  set iap nega ra mas i h  berkepent inga n  untuk  

menjaga keseja hteraan  masya ra kat. Hanya saja kedepan nya, pemer intah  memang  ha rus  

terus  me laku ka n  ha rmon isas i  te rka it ketentu a n  H K I  dan  mempers iapka n  sektor-sektor 

ya ng bers inggunga n  denga n  H KI sepert i  sektor perta n i an  dan U M K M .  
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RCEP ya ng d i p royeks ika n  sebaga i FTA ter l uas d i  d u n ia tentu a kan  menjad i  

keu ntu ngan besa r bag i  I ndones ia . Daya ta r ik pasa r domesti k yang konsu mtif ha rus 

d ima nfaatka n dengan opti m a l .  Pen i ngkatan kua l itas prod u k  I ndones ia  khususnya U M KM 

h a rus  terus d i l a ku ka n .  Da l a m  h a l  i n i , U M KM harus  mem pero l ah  per l i ndungan sesua i  

dengan kema mpuan  tersebut .  Per l i ndu nga n  i n i  d i butu h ka n  ka rena U M KM I ndones ia 

be l u m  s iap sepen u h nya . Mas ih ba nya k  usa ha yang mas ih da l am l i n d u nga n d i nas-d inas  

yang per lu  d i ber i  pe lat ihan  manajemen keua ngan dan  p romosi .  l n i  bera rti mas ih  ba nya k 

usaha  kec i l  menengah ya ng be l u m  cukup s ia p, berbeda dengan i ndustr i  ya ng 

berorientasi  ekspor .  Da l am maja l ah  Konta n ( Kr isna dan Utam i  2014) menyebutka n 

ba hwa i ndustr i  I ndones ia be l u m  s iap  menghadap i  Masya ra kat Ekonomi  ASEAN dengan 

ha nya 3 1% i ndustri ya ng memi l i k i daya sa ing .  

Berdasa rka n pene l it i an  sebe l u m nya, perdaga nga n bebas da l am sektor keraj i nan  

d i pandang leb ih  ba nya k mem bawa has i l  posit if ( Panzuri Am i r  Ketua AP I KR I  Yogya ka rta, 

wawancara,  10 J u l i  2014) . Da ri 14 sektor negos ias i  ya ng terdapat d i  ASEAN t idak  ada 

ya ng seca ra spesifi k mengatur  tenta ng ke raj i n an .  J ad i  M EA t idak terl a l u  berpenga ruh 

terhadap  e ks istens i  prod u k  AP I KR I .  Wa l a u p u n  M EA send i r i mengatu r i ndustr i  kreat if, 

maka i ndustr i  fash ion  ya ng a ka n  terda mpak  la ngsu ng.  Prod u k  keraj i nan  ya ng terda pat d i  

l i ngku p ASEAN h a m p i r  m i ri p  satu sa ma l a i n .  N a m u n, craftmenship peraj i n  I ndones ia 

leb ih berku a l itas t i nggi d i band i ng nega ra-nega ra d i  Asia ba h ka n  d u n i a .  dengan 

berga bung  RCEP tentu seca ra ekonomi  su bsektor U M KM ya itu keraj i n an  a ka n  sed i kit 

d i u ntu ngka n .  N a m u n  tentu berbaga i kenda l a  sepert i  kua l itas tenaga kerja,  kura ngnya 

keped u l i a n  terhadap  sta nda r  dan  ketentu a n  regu l as i  tuj uan  ekspor serta berbaga i 

kenda l a  l a i n  h a rus  menjad i  fokus bagi se l u ru h  stakeholder da l am  mengemba ngka n 

U M KM d i  I ndones ia  yang berdaya sa ing .  

5.  Potensi Komoditas Pertanian Indonesia 

Sebaga i bagia n  da ri penentua n  strategi di masa a ka n  data ng, pent ing u ntuk  

me l i hat potens i  komod itas sens it if da ri I ndones i a .  Pen u l i s  mer inc i  da l am tabe l  3 3  dan  

ta be l  34 .  Pada  ked u a  ta bel  tersebut d itemuka n  ba hwa potens i  bebera pa komod itas 

u nggu l an  mas ih  d a pat d it i ngkatka n khususnya sub  sektor perkebu n a n .  Terka it dengan 

potens i  komod itas sub  sektor perkebunan  me la l u i  skema TPP (j i ka I ndones ia  

berga bu ng), saat  i n i  ha nya menga l am i  su rp l u s  denga n  Amer ika Ser i kat. Apab i l a  d i l i h at 
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da ri 5 ba han  pangan uta ma I ndones ia  memang potens i  i m por  ter l i hat l eb ih  s ign ifi ka n .  

H a l  tersebut berka itan denga n  produ ktivitas domest i k  ya ng be l u m  mencu kupi ,  

kebutu han  u ntuk  penyimpanan  wa ktu te rtentu dan j uga berbaga i kemudahan  ya ng 

te l a h  d i  negos ias ika n  da l am FTA/PTA. 

Ta be l  33 .  Potens i  Komod itas Panga n  Uta ma I n dones ia da l am  FTA/PTA 

Perta n i a n  
FTA 

Beras Jagung  Ked e l a i  G u l a  Dag ing Sa p i  

l m por beras 
Potens i  

komod itas 
I ndones ia  

jagu ng P rodu ktivitas 
mas ih  t i nggi 

re latif t idak  loka l rendah  
khususnya da ri 

s ign ifika n .  
Perl i ndunga n 

menyebabkan 
ASEAN+ Vietnam, komd itas 

FTA Tha i l a nd, C ina  
l m por  yang n .a  

gu l a  mas ih  
i m por da ri 

rendah  Austra l i a  dan  
dan  I nd i a .  

ha nya 
t i ngg i .  

New Zea land  
Perl i ndungan 

berasa l dar i  cuku p t i ngg i .  
r i ce  and  suga r 

I nd i a  dan  
protoco l .  

Tha i l a nd 

IJ E PA n . a  n . a  n . a  n . a  n . a  

Pa kista n masuk  

I P PTA 
5 eksport i r  

n .a  n .a  n .a  n .a  
beras ke 

I ndones ia  

RCEP Kem u ngki nan  besa r sama dengan skema ASEAN+ FTA 

Men i ngkatny 

a i m por  

Amer ika 
kede l a i  da ri 

Am eri ka 
Ser i kat 

Ser i kat 
TPP n .a 

sebaga i 
sebaga i n . a  n . a  

eksport i r  

j agung ke 
nega ra 

I ndones ia  
produsen 

kede la i  

terbesar  d i  

Dun i a .  

Sumber : BPS  dan  d io l ah  pen u l is 
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Ta be l  34.  Potens i  Komod itas Perkebunan  I n donesia da l am FTA/PTA 

Market Share I ndonesia  

mas ih  89,94% d e ngan Tuj u a n  ekspor 

Market share I I ndonesia m a s i h  pesa i ng M a l aysi a .  
E kspor t e h  I ndonesia 

ka ret I ndonesia 

ASEAN+ FTA I 
I ndonesia 37, 18% 

menguasai  pasar ka kao I nd ia ,  C ina,  Pa kista n d a n  
mayoritas k e  Malaysia 

mayoritas ke Cina,  

denga n pesa i ng M a laysia M a l aysia m e njad i  tuj u a n  Jepang d a n  Korea 

ekspor uta ma CPO Selata n .  

I ndonesia .  

Ekspor ka ret 

Ekspor kopi  I ndonesia ke 

I ndonesia ke Jepang berada d i  

IJ E PA I Jepang berada n .a  n .a  n .a  u ruta n 

pada peringkat ketiga sete l a h  

ked ua sete l a h  AS. Amerika Seri kat 

d a n  C ina .  

E kspor CPO I n do nesia ke 

I P PTA I I I 
Pakista n berada d i  Ekspor t e h  k e  Pa kista n 

n . a  n . a  
peri ngkat ketiga setel a h  m e njadi  u rutan ked u a .  

I n . a  

I nd i a  d a n  C i n a .  

n s k e m a  ASEAN+ F T  A 

E kspor ka ret 

terbesar ke 

E kspor uta ma Amerika Seri kat m e njadi  
I ndonesia d a pat Amesika Seri kat 

m e m b u ka komod itas berpotensi  
TPP I I ndonesia a d a l a h  tuj u a n  uta m a  ekspor d a ri 

u nggu l a n  CPO 
n . a  

d i ber ika n  ta rif 0% 
Amerika Serikat. kakao I ndonesia .  

ke pasar TPP .  j i ka I ndonesia 

bergabung da lam 

TPP 

Sumber : BPS d a n  d io lah  pen u l i s  
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Bab V. Penutup 

Tidak dapat d ihindari bahwa menimbang perkembangan yang terkait dengan 

FTA/PTA saat ini, menuntut Indonesia bergabung didalamnya . Skema dan berbagai 

peraturan yang disepakati dalam l ingkup FTA/PTA juga menuntut Indonesia untuk 

meningkatkan kapabi litas berbagai sektor domestik. Keterlibatan Indonesia 

d iharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. 

Namun selama ini Indonesia masih dianggap belum siap dalam meraih keuntungan 

maksimal melalui skema FTA/PTA. Sebagai langkah antisipatif untuk menghadapai 

FTA/PTA di masa yang akan datang, pemerintah dapat memperhatikan beberapa 

strategi kebijakan guna melindungi sektor pertanian dan U MKM serta mampu 

meningkatkan kapasitas produktifitas perdagangan Indonesia. 

Perlindungan terhadap sektor pertanian dan U M KM telah tertuang dalam 

peraturan domestik baik dalam U ndang-undang Dasar, maupun secara spesifik dalam 

UU Pangan, Perlindungan Petani dan pemberdayaan petani, UU Peternakan dan 

Kesehatan Masyarakat Veteriner, Perpres Penetapan dan Penyimpanan Barang 

Kebutuhan Pokok dan barang Penting. Sedangkan terkait U MKM secara spesifik 

dijelaskan dalam U U  UMKM. 

Dalam perkembangannya peraturan perundangan domestik yang ada belum 

·secara optimal mengakomodasi kepentingan sektor pertanian khususnya sub sektor 

tanaman pangan, holtikultura, dan peternakan. Pada tahun 2012, Program kemitraan 

terpadu yang diusung oleh Pemerintah Indonesia, yang difasilitasi pelaksanaannya oleh 

Partnership for Indonesia's Sustainable Agriculture (P ISAgro) in i  telah berhasil 

menjangkau lebih dari 445 ribu petani pada 2015, dengan luas area mencapai lebih 
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da ri 350 r ibu hekta r .  Dar i  t ingkat part is ipas i  petan i  pada 2015, progra m i n i  menja ngkau 

83 r ibu petan i  dan tota l l ahan  mencapai  67 ri bu  hekta re .45 

Vis i  da ri P I SAgro se l a ras denga n  vis i  World Economic Forum (WEF)  dengan 

me lakukan t i ndaka n  nyata u ntuk  mem percepat peruba han  ya ng d i perl u ka n  da l am 

mengatasi masa l a h  ketahanan  panga n .  l n is iatif o leh  Pemeri nta h I ndones ia segera 

d i duku ng o leh tuj u h  perusahaan  swasta : Bayer CropSc ience, l ndofood, McK insey, 

Nest l e  I ndonesia,  S i na r  Mas, Syngenta dan  U n i lever u ntu k membentu k platform Public 

Private Partnership. Tuj u h  perusahaan  ya ng d i kena l  sebagai  pend i ri P I SAgro . P ISAgro itu 

bercita-cita menyed iaka n  p latform untuk  ko l a borasi  a nta ra berbaga i pema ngku 

kepenti nga n d i  sektor perta n i an  I ndonesia . P I SAgro d i d i ri ka n  u ntuk  memfas i l itas i  

d i a log, memobi l isas i  kom itmen dan kem itraan  ba ru ya ng mengh u b ungka n kekuata n 

mas i ng-mas ing pema ngku kepent inga n .  Tujuan nya ada l ah  u ntuk  menca pa i  ta rget 

pen ingkatan 20% da l am produ kt ivitas perta n i an, pen i ngkatan 20% da l am penda pata n 

petan i  dan  20% pen urunan  emis i  gas ru mah  kaca d i  setia p  dekade .46 

Sekreta riat P ISAgro d i d i ri ka n  sebaga i badan  koord inas i  u ntu k mendukung 

kegiata n kemitraan  ya ng me l i put i  kom ite operasi  t i ngkat kepemimp inan  dan  ke lompok 

kerja  berbas is  komod itas .  Ha l  in i  j uga memfas i l itas i  kese l a rasan da ri para pema ngku 

kepent inga n, termasuk  perusahaan  g loba l  dan I ndones ia ,  l em baga i nternas ion a l , 

masya rakat s ip i l ,  orga n isas i  peta n i ,  dan  depa rtemen pemeri nta h .  Sekreta riat juga 

bertanggung jawa b untuk  me l i batkan para pemangku kepent inga n  baru dan  

penanga n a n  komu n i kas i  dan  kegiatan med i a .  

Da l am pra kteknya ha s i l  d a ri negos ias i  pada  skema FTA/PTA tertua ng pada 

schedule commitment. Schedule commitment da pat d i angga p sebaga i keberhas i l an  

atau kerugia n  sebuah  nega ra da l am menegosias ikan efek da ri sektor tertentu . 

Set ida knya pen u l is menda pati 7 FTA/PTA ya ng te l a h  berj a l an  dan  d i rat ifi kasi  l a l u  

kemud i an  d i ke l ua rkan nya peratu ra n  menteri keu a nga n sebaga i acuan ta rif komd itas 

ya ng masuk  ke I ndonesia khususnya sektor perta n i a n .  Pen u l is meru muskan da l am  

ta be l  35 denga n i nd i kator beberapa komod itas sens it if I ndonesia . 

45 P ISAgro, History, <http://www.pisagro .org/h istory> 2016 
46 1b id .  
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Ta be l  35 .  Perl i n d u nga n Komod itas perta n i an  I ndones ia  d a l a m  FTA/PTA 

No .  FTA/PTA Ta rif da l am Schedule Commitment 
1.  Beras [10.06] ,Ta rif tu runan  beras tu ru n  da ri 30% {2013 & 2014) 

menjad i  25% (2015)  

2.  Jagung [10.05], Ta rif tu runan  jagung ada l ah  0% (2013 - 2015)  

3.  Kedelai  [12.01], Ta rif tu runan  kede l a i  ada lah  0% (2013 - 2015)  

4.  Gula  [17.01], Tarif turunan  gu l a  b it  dan  gu la  m u rn i  ada l ah  25% 

(2013 ) ,  20% (2014), dan  10% (2015) .  Tarif tu runan  gu la  tebu 

1 .  
ATIGA ( P M K  ada l ah  15% (2013) ,  10% (2014),  dan  5% {2015)  

20801 12012)  5.  Daging Sa p i ,  Tar i f  tu ru n a n  dag ing sa p i  ada lah 0% ( 2013 - 2015)  

6. Kopi [09.01], Ta rif tu runan  kopi ada l ah  0% (2013 - 2015)  

7.  Kakao [18.01] ,  Ta rif tu runan  kakao ada l ah  0% (2013 - 2015)  

8.  Kelapa Sawit [15 .18], Tarif tu runan  ke l apa sawit  ada lah 0% (2013 

- 2015)  

9. Rempah dan Teh [09.02] [09.03],  Tarif tu runan  rempah  dan teh 

ada l ah  0% (2013 - 2015)  

1.  Beras [10.06] ,Ta rif tu runan  beras ada l ah  MFN {2014 - 2020) 

2. Jagung [10.05], Ta rif tu runan  jagung ada l ah  0% {2014 - 2020) 

3.  Kedelai  [12.01], Tar if  turunan  kede l a i  ada l ah  0% {2014 - 2020) 

4. Gula [17.01], Ta rif t u runan  gu l a  bit, gu l a  m u rn i  dan gu la  tebu 

ada lah M FN (2014 - 2020) 

5.  Daging Sapi, Ta rif turunan dag ing sap i  ada lah 0% - 5% (2014 -

AANZFTA 
2020) 

2. 
( P M K20801 12013 ) 

6. Kopi [09.01], Tarif t u runan  kopi ada l ah  0% (2014 - 2020) 

7.  Kakao [18.01], Ta rif tu runan  ka kao ada l ah  0% {2014 - 2020) 

8. Kelapa Sawit [15.18], Ta rif tu runan  ke l apa sawit ada l ah  0% {2014 

- 2020) 

9.  Rempah dan Teh [09.02] [09.04], Tarif turunan rempah  dan  teh 

ada lah 0% (2014 - 2020) 

10. Dairy Product (susu},Ta rif turunan  susu ada l ah  5% - 0% (2014 -

2019) 

1 .  Beras [10.06] ,Ta rif tu runan  beras  ada lah  MFN {2013 - 2020) 

2. Jagung [10.05], Ta rif tu runan  jagung ada l ah  0% (2013 - 2020) 

3.  Kedelai  [12.01], Ta rif t u runan  kede la i  ada l ah  M FN {2013 - 2020) 

4. Gula [17.01], Tarif turunan  gula bit, gula m urn i  dan gu la  tebu 

ada l ah  M FN (2013 - 2020) 

A I FTA 
5.  Daging Sapi, Tarif turunan dag ing sa p i  ada lah M FN (2013 - 2020) 

3. 
( P M K2210112012)  

6.  Kopi [09.01], Tarif tu runan  kop i  mentah ada lah 4% - 4.5% (2013 -
2020); O l ahan  0% (2013 - 2020) 

7. Kakao [18.01], Ta rif turunan kakao ada l ah  0% (2013 - 2020) 

8. Kelapa Sawit [15.18], Ta rif tu runan  ke l apa sawit ada lah  0% (2013 

- 2020) 

9.  Rempah dan Teh [09.02] [09.03], Tarif tu runan  rempah  dan  teh 

ada lah M FN (2013 - 2020) 

1. Beras [10.06] ,Ta rif turunan  beras ada l ah  Rp450/Kg {2012 - 2015) 

2.  Jagung [10.05], Tarif tu runan  jagung ada l ah  0% {2012 - 2015)  

ACFTA 
3.  Kedelai  [12.01], Tar if  tu runan  kede la i  ada lah 0% {2012 - 2015) 

4 .  
( PMK11701 12012)  

4. Gula [17.01], Tar if  tu runan  gu la  b it, gu l a  m u rn i  ada lah Rp790/Kg 

(2012 - 2015) ,  dan  gu la  tebu ada l ah  Rp550/Kg {2012 - 2015)  
5. Daging Sapi ,  Ta rif tu runan  dag ing sa p i  ada l ah  0% {2012 - 2015) 
6. Kopi [09.01],  Tar if  tu runan  kopi mentah ada l ah  0% (2012 - 2015)  
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No .  

5 .  

6 .  

7 .  

FTA/PTA Tarif da l am Schedule Commitment 
7.  Kakao [18.0H Tarif turunan ka kao ada lah 0% (2012 - 2015) 

8. Kelapa Sawit [15.18], Tarif turunan  ke lapa sawit ada lah  0% (2012 

- 2015)  
9. Rempah dan Teh [09.02] (09.03], Tarif turunan  rempah dan teh 

ada lah  0% (2013 - 2020) 

1.  Beras [10.06] ,Ta rif turunan beras ada lah M FN (2012 - 2016) 

2. Jagung [10.05], Tarif turunan  jagung ada lah  0% (2012 - 2016) 

3. Kedelai [12.01] ,  Tar if turunan  kede la i  ada lah  0% (2012 - 2016) 

4. Gula [17.0H Tarif tu runan  gu la  bit, gu la  m u rn i  dan gu la  tebu 

ada lah  M FN (2012 - 2016) 
AKFTA 5.  Daging Sapi, Tarif turunan dag ing sa p i  ada lah 0% (2012 - 2016) 

( PMK1180112012)  6. Kopi [09.01], Tar if  turunan  kopi mentah ada lah 0% (2012 - 2016) 
7.  Kakao [18.0H Ta rif turunan kakao ada lah 0% (2012 - 2016) 
8. Kelapa Sawit [15.18], Ta rif turunan ke lapa sawit ada lah  0% (2012 

- 2016) 

9. Rempah dan Teh [09.02] [09.03], Tarif turunan  rempah dan teh 
ada lah  0% (2012 - 2016) 

1.  Beras [10.06] ,Ta rif turunan  beras ada lah MFN (2013 - 2018) 

2.  Jagung [10.05], Tar if  turunan  jagung ada lah 0% (2013 - 2018) 

3. Kedelai [12.01], Tar if turunan kede la i  ada l ah  0% (2013 - 2018) 

4. Gula [17.01], Tarif turunan gu la  b it, gu la  m u rn i  dan gu la  tebu 

ada l ah  MFN (2013 - 2018) 

IJ EPA 5 .  Daging Sapi, Tarif turunan daging sa p i  ada l ah  M F N  (2013 - 2018) 
( PM K20901 12012) 6. Kopi [09.01], Tarif turu nan  kopi mentah ada l ah  0% (2013 - 2018) 

7.  Kakao [18.0H Tar if  turunan kakao ada lah 0% (2013 - 2018) 

8. Kelapa Sawit [15.18], Tarif turunan  ke l apa sawit ada lah  0% (2013 

- 2018) 

9. Rempah dan Teh [09.02] (09.03], Ta rif turunan  rempah dan teh 

ada lah  0% (2013 - 2018) 

I P PTA 1.  Buah-buahan [08.04] ,Ta rif tu runan  ada lah 0% (2014) 
( PMK1160112014) 

Da ri tabel  35  da pat d i si m p u l ka n  beberapa komod itas sens itif seperti beras, 

gu la ,  dag ing sap i, kede la i  rata-rata d i beri ka n  ta rif M F N .  Ta rif M F N  terhadap komod itas 

tersebut tidak  ber laku pada ATIGA. Seda ngka n  komod itas perkebunan  I ndones ia 

seperti ka kao, ke l apa sawit, rem pa h  dan teh dan kop i  kese l u ru h a n nya d iber ikan ta rif 

0%. H a l  tersebut d i ka reka n a n  prod u k  unggu l a n  I ndonesia berasa l da ri sektor 

perkebunan ,  seh i ngga kekhawati ran masu knya produ k  asing pada komod itas te rsebut 

t idak ter l a l u  besa r ka rena I ndones ia  masih dapat bersa i ng.  
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Ta bel  36 .  Strategi Perl i n d u nga n Sektor U M KM I ndones ia  da l am  FTA/PTA 

FTA U M KM 

• Perl i ndungan H a k  Kekayaan  l nte lektua l  me la l u i  ASEAN Intellectual 

Property Rights Action . 

• Mema nfaatka n ASEAN Policy Blueprint for SME Development 
ATIGA 

• Mema nfaatka n peratura n  mengena i  RoO dan  berbaga i  sertifi kas i .  
• Mema nfaatka n ASEAN Trade Facilitation Work Programme u ntuk  
• men i ngkatka n transpa rans i  dan  memaks ima l ka n  penurunan  b iaya . 

A I FTA • Kerjasama AI FTA t idak  membahas  seca ra spesifi k  b idang U M KM .  

ACFTA • Kerjasama ACFTA t idak  membahas  seca ra spesifi k b idang U M KM 

• Memanfaatkan bantuan tekn is  yang d i beri ka n  kepada sektor 

U M KM khususnya per ikanan  I ndones ia .  

AANZFTA • Mema nfaatkan bantuan kepada U M KM da l am menggunakan 

electronic commerce. 

• Mema nfaatkan skema RoO . 

• Kerangka kerjasama AKFTA mem ber ika n kesem pata n u ntuk  

men i ngkatka n j a ri ngan U M KM dengan berbaga i p i hak  da l am 

ra ngka tra nsfer teknologi, berbagi i nformasi ,  men i ngkatka n kua l itas 

AKFTA 
produ k, tekno logi i nformasi ,  a kses terhadap  bantuan fi nans i a l , 

men ingkatka n supply-chain, fas i l itas i  i nvestas i ,  mendorong 

berbaga i i nst itus i  terka it u ntuk  bekerjasama  serta berd iskus i  da l am 

kebijakan yang  terka it denga n  U M KM .  
• Memanfaatka n skema RoO 

• Pemeri nta h Jepang mem beri kan bantuan Capacity Building bagi 

U M KM I ndonesi a .  Mendorong perusahaan  loka l l ndones ia mampu  

menembus  pasa r Jepang, men i ngkatkan tekno logi U M KM 

IJ EPA 
I ndones i a .  

• berbaga i jen i s  kegiatan da l am Capacity Building yang d i l akukan 

a nta ra l a i n  pertukara n  staf u ntuk  pe lat i han, pertukaran  dosen 

maupun  konsu lta n u ntuk  men ingkatka n keb ijakan  daya sa i ng, 
• Mema nfaatkan skema User Spesific Duty Free . 

• Kerjasama I PPTA t idak seca ra spesifi k  mem bahas mengena i  sekto r 
I P PTA 

• U M KM 

Sedangka n  pada ta bel  36, pen u l i s  mencoba me l i hat per l i n d u nga n pemer i nta h 

terh adap sektor U M KM da l am FTA/PTA ya ng te l a h  berj a l an  t id a k  terl a l u  spesifi k .  

Fu ngsi perl i n d u nga n ha nya terda pat pada skema ATIGA, AANZFTA, AKFTA dan IJ EPA 

saj a .  n a m u n  per lu  d i keta h u i , mayoritas perl i n d u nga n ha nya berupa capacity building 

ya ng bersifat normatif dan  t ida k  tepat sasa ran pada pe laku ata u p u n  prod usen loka l .  

Pada bagian  se l anj utnya pen u l i s  a kan  mencoba memband i ngka n strategi ya n g  

d i l a ku ka n  Vietnam dan  M a lays ia b a i k  da l am domesti k  maupun  h a s i l  negos ias i  d a l a m  

annexes d i  TPPA. 
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menandatangani perjanjian TPP. Kon'disi di ked,ua negara tersebut hampir mirip 

dengan kondisi yang ada di  Indonesia yang masih mengandalkan : sektor pertanian 

sebagaP komodita·s utama -pasar ekspor. Dalam · meHhat stra'tegi' perf.indungan Vietnam 

dan Ma laysia, perlu d i lakukan kajian komparasi dengan rnemasukkan beberapa 

ind ikator khususnya pada domestik. Tabel 37 merangkum beberapa kekhususan yang 

di lakukan pemerintah kedua negara dalam melakukan perl indungan sektor pertanian 

dan UMKM. Tabel 37 ditujukan untuk melihat apak;:�h telah terjadi penyesuaian 

peraturan domestik dengan komitmen di TPPA. 

Tabel 37. Strategi Perl indungan Sektor Pertanian dan U MKM Domestik 
Vietnam dan Malaysia47 48 

Jenis 
Negara 

Perl indungan 
Vietnam Malaysia 

Komoditas 

lnvestasi 

Kebijakan 
Pemerintah 

Domestik malaysia te lah 
Petani d iberikan akses luas berproduksi menggunakan regulasi yang ketat 
tanaman pangan .  dalam TPPA yang diatur dalam 

Chapter 28 untuk membatasi impor 
Kepemil ikan  saham asing terkait kontrak 
bisnis dan joint venture di sektor pertanian 
t idak lebih dari 51%. 
Pada tahun 2005, lnvestasi asing dalam 
UMKM sekitar 2,6%. 
Untuk bisnis kepemil ikan  asing 
sepenuhhya sekitar 2,0%. 
Pemerintah secara gradual membuka 
pasar domestik bagi investasi asing. 
Pemerintah mendukung pengembangan 
varietas unggul melalui Bank of Agriculture 
Micro Biological Genes terkait padi h ibrida. 
Pendirian kantor Agriculture and Trade 
Office di negara potensia l .  
Pemerintah menyedikan lahan pertanian 
tanpa pungutan sewa dan p injaman dana 
untuk produksi. 

Perlindungan mela lu i  peraturan 
fasilitasi dan investasi yang lebih ketat 
dalam TPP 

Dalam melindungi komoditas turunan 
padi Malaysia melakukan kebijakan 
Guaranteed Minimum Price (GMP), 
Price Subsidy dan Input Subsidies. 

Mengeluarkan sekitar 400 program 
untuk mengembangkan daya saing 

47 Tran Cong Thang and Dinh Thi Bao Linh, The Frame Of Agricultural Policy And Recent Major Agricultural Policies In 

Vietnam, Division of Strategy and Policy Research- Institute of policy and strategy for agriculture and rural 
development of Vietnam, 2016. 
48 Rosnani Harun, Policies and Economic Development of Rice Production in Malaysia, FTIC Agricultural Pol icy 
Platform, 2015. 
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J . Nega ra 
e n 1 s  

Per l i n d u nga n  V ietn a m M a lays i a  

Pera n 

Perusa haan 

B U M N  d a n  

Swasta 

Penja m i n a n  h a rga u nt u k  komoditas beras 

Menge l u rka n kebij a ka n  Pro-SMEs legal 

frameworks and policy. 

M e ngel u a rka n berbaga i progra m pelati h a n  

d a n  pen i ngkata n ka pasitas b a g i  U M KM 

Sem e nj a k  ta h u n  2006, terda pat one-stop­

shop model u nt u k  registras i  b isn is  yang 

leb ih  cepat. 

Kebijakan pemeri nta h u ntuk m e n d u kung 

sistem ya ng tra n s pa ran,  menc iptakan 

l i ngku nga n  b isn is  ya ng ra m a h  bagi kegiata n 

ekspor d a n  i m por . .  

Se l u ru h  perusa haan  ( B U M N  d a n  Swasta ) 

memegang iz in  perdaga nga n komod itas 

panga n  orientasi  ekspor. 

Pengadaan kontra k ya ng mewaj i bka n 

perusa haan  menyed iaka n  modal ,  ba h a n  

b a k u ,  ba ntua n  t e k n i s  d a n  p e m b e l i a n  

prod u ksi  has i l  perta n i a n .  

P a d a  ta h u n  2005, Kepe m i l i ka n  U M KM 

sektor swasta mencapai  94,9%. Seda ngka n 

Pemeri nta h ha nya m e m i l i ki prosentase 

U M KM sekita r 2,4%. 

U M KM 

Pemeri nta h mengem bangkan 

sta nda risasi  pro d u k  h a l a l  

n . a  

Da lam konst itus i  Vietnam,  ha nya n ega ra ya ng berhak  memi l i ki tan a h .  Seh ingga 

pemerintah dapat mengatu r pen ingkatan p rod u ks i  khususnya ta naman  panga n .  

l nvestasi  as ing terhadap a kses laya n a n  a i r  terka it da l am pertan i an ,  perb u ru a n  d a n  

keh uta n a n  t ida k da pat d i ber ika n  kecua l i  me la l u i  kontra k kerjasama b isn is, u saha  

patu nga n a tau  pembe l i an  sa h a m  d i  perusa haan  Vietna m .  Da l am kasus  joint venture 

ata u pem be l i an  sa ham d i  suatu perusa haan ,  sah a m  as ing t idak  me leb ih i  5 1  persen . 49 

Apa b i l a  d i l i hat pada ta be l  37, pera n pemeri ntah mas ih  sangat dominan  da l am 

pengatura n  dan  perl i n d u nga n sektor pertan i an  dan  U M KM .  

H a l  ya ng sama j uga d itu nj u kan  o leh  Ma l ays ia,  khusus  da l am sektor U M KM 

Ma l ays ia te l ah  me lakuka n  kontro l  kuat da l am perl i n d u nga n sektor terseb ut.  Seperti 

penge luara n  sertifi kasi ha l a l  bagi p rod u k-prod u k  maka n a n  dan pertan i an  sebaga i 

hambata n non ta rif. Guaranteed minimum price (GMP) merupa ka n  keb ij ka n  ya ng 

d iterapkan u ntuk  memasti ka n petan i  pad i  menerima penda pata n m i n ima l  dan  waja r. 

49 Anne)( I Schedu le  of Vietnam under TP PA 
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Ta h u n  2014 l a l u ,  pemer intah men i ngkatka n t i ngkat G M P  u ntk R M  1 . 200 per ton .  

Sementa ra itu, subs id i  ha rga d i ber ikan u n t u k  men i ngkatka n penda pata n peta n i .  Sej ak  

ta h u n  1990 h i ngga saat i n i  mas i h  ber l a ku denga n t i ngkata n RM 248, 10 per  to n .  Subs id i  

ha rga in i  d i l a ksa nakan  u ntu k men i ngkatka n ha rga pasa r gabah  dan men i ngkatka n mata 

penca har ian  peta n i .  Sedangka n I n put subs id i  berdasarka n  kepada  dua kategor i  ya itu 

pupuk  dan bahan  ki m ia  pertan i an .  Tuj uan  da ri i nsentif in i  a d a l a h  u ntuk  mengu ra ngi 

b iaya pen i ngkata n prod u ks i  khususnya fa ktor  bi aya . Se l a i n  u ntu k mengu ra ngi b i aya 

produ ks i ,  i nsentif i n i  j uga d i m a ksudka n  u ntu k mendorong peta n i  u ntu k me nggu n a ka n  

p u p u k  sesua i  dengan rekomendas i  i n stans i  pemer intah seperti Depa rtemen Perta n i a n  

atau MARD I .  Pa ra peta n i  j uga mener ima k u p o n  u ntuk  i n put ki m i a  sen i l a i  RM 200 per 

hekta r u ntuk  membel i  gu lma  dan  pengenda l i a n  h a m a .  

Ta bel  3 8 .  Perba nd i nga n Strategi Vietn am dan  Ma l ays ia  d a l a m  Annexes TPPA 

Nega ra 

Vietnam Ma laysia 

Unmanufactured Tobacco d i beri ka n TRQ ja ngka 

waktu se l ama 21 ta hun .  (Annex 2-D Vietnam )  

Memasukkan beberapa produ k  sens it ive 

List Vietnam,  d ia ntaranya; 

Cocoa {7 tahun) 

Sugar {10 tahun) 

Beras {0% di tahun pertama) 

Pepper (3 tahun) 

Coffee (3 tahun) 

Daging ayam,  bab i ,  sap i  beku {5-9 tahun) 

Buah  buahan  {3 tahun) 

Sektor U M KM 

Radio equ ipment tariff 27% (3  tahun )  

Motor veh ic les o f  Cha pter 87 ta riff 24% 

(5 tahun )  

Wooden fu rn iture ta riff 27% (3  tahun )  

Motor ca rs ta riff 30% ( 10 ta hun )  

T R Q  se lama 16 ta h u n  u ntuk  p rod uk-prod u k  

tertentu (An nex 2 - D  M a lays i a )  ; 

Live Poultry, Fowls of the Species Gallus 

Domesticus 

Meat of Swine, Fresh or Chilled 

Meat of Swine, Frozen 

Milk 

Fertilised Eggs for Incubation (ducks, Fowls) 

Produ k  Sensit ive List : 

Beras (36,3% - 0%) se lama 10 ta h u n  

Sugar (0% dari ta h u n  pertama)  

Cocoa (tarif 0% d i  tah u n  pertama)  

Pepper (ta rif 0% d i  ta h u n  pertama )  

Coffee (ta rif 0% d ita h u n  perta ma)  

Daging ayam, bab i ,  sap i  beku  (0%) 

Buah  buahan  ( rata-rata 4% - 0%) se lama 10 ta h u n .  

Khususnya b u a h  b u a h  trop is .  

Palm Oil (ta rif 0% dari ta h u n  pertama)  

Kede la i  (tarif 0% da ri ta h u n  pertama)  

Teh  (ta rif 0% dari ta h u n  perta ma)  

Dairy Product ( susu dan  te l u r) d i kenaka n  TRQ 

sampa i  ta h u n  ke 15 .  

Sektor U M KM 

Pengawet kayu tar i f  20% ( 5  ta h un )  
Art i c l e  of appa re l  & c lot h i ng accsesor i s  ta r i f  20% 
(5 ta h u n )  

------------------------------------�-M u lt i-p ly  paper & paper  boa rd tar i f  10% ( 2ta h u n )  
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l nvestasi  d i  Sektor perta n i a n  t idak  leb ih  d a ri 5 1% 

(An nex I Sched u l e  of Vietnam u nd e r  TPPA) 

Pera n BU M N  (Annex IV SOEs)  Pem biaya a n  

Agri ba n k  Vietnam d a pat menyed iakan jasa 

keu a nga n ( kec u a l i  a s u ras in  dan seku ritas)  ke pada 

masya ra kat d a n  perusa h a a n  d i  Viet n a m .  

S u m ber : Annexes TPPA 

Ca rtons, corrugated paper or  pa perboa rd ta rif 

25% (2 ta h u n )  

Wood ta rif 30% ( lOta h u n )  

n . a  

Pera n  BUMN (An nex IV SOEs) 

Lem baga Keu a nga n Pem bangu n a n  

Ta be l  38 men u nj u ka n  beberapa keberhas i l a n  negos ias i  pemerinta h Vietnam 

dan  M a laysia da l am me lakukan  perl i n d u ngan terkait sektor perta n i an  d a n  U M KM .  

Perta ma terka it sektor perta n i an  da l am Annex 2-D Tariff Rate Quotas ya ng d iaju ka n  

o l e h  Vietnam,  terda pat sa l a h  satu nya te rka it denga n unmanufactured Tobacco ya ng 

d i ber ikan batas wa ktu  se l ama  2 1  ta h u n  d i m u la i  da ri ta h u n  perta ma sebesa r 500 Metr ic 

ton nes dengan pen ingkata n per ta h u n  sebesa r 25 M etr ics ton nes.  

Vietnam d i ke n a l  sebagai  sa l a h  satu nega ra pengekspor komod itas beras, l ada ,  

sayu r-sayuran dan  buah-buahan ,  ka kao, kop i  d a n  ka ret. U ntuk  komod itas tersebut 

Vietna m  berhas i l  memasukan ke da l am  pengatura n  ta rif d i  TPPA dengan ja ngka waktu  

rata-rata pengh a pusan  se l ama  3-7  ta h u n .  Vietnam j uga memi l i k i komod itas khas ya ng 

d i i m por d a ri negara-nega ra TPP.  Komod itas tersebut d i anta ra nya kede la i ,  dan daging 

beku (babi ,  sap i ,  dan aya m ) .  Komod itas tersebut memi l i ki ta rif i m por  rata -rata 20-

40%.50 Penghapusan ta rif yang te l a h  d ijadwa l ka n  pada An nex TPPA u ntuk  rata -rata 

prod u k  i m por  tersebut se l ama  5-9 ta h u n .  

M a l aysia berhas i l  me l i ndu ngi komod itas beras d a n  dairy products . U ntuk  beras 

pengh a pusan  ta rif 36,3% - 0% se l ama  10 ta h u n .  Seda ngka n  dairy products d i kenaka n  

TRQ se l ama 1 5  tah u n .  M a l aysia sebaga i nega ra produsen sub  sektor perkebunan  

memb ia rkan ta rif masuk  beberapa komod itas perkebunan  0% h a l  tersebut berband ing  

terba l i k  denga n  Vietnam ya ng me l i nd u ngi  komod itas perkebunan  tetap i  menghapus  

ta rif masuk  u ntuk  beras.  

Se l a i n  itu da l am An n ex SOEs, Ma l aysia memasu kkan pe ra n  BU M N  ya ng 

d i ber ikan pengecua l i a n .  Lembaga Keuangan Pembangunan merupaka n  l embaga ya ng 

5 0  Dang K im Kho i ,  Vietnam Joins Trans-Pacific Partnership (TPP): Challenges And Opportunities For Agricultural 

Production, Centre of Agricu ltura l  Pol icy - Institute of Agricu lture and  Rura l  Deve lopment, 2015 .  
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melaku ka n  a ktivitas apa p u n, ba ik  u ntuk  keu ntunga n  ata u seba l i knya denga n ata u 

tanpa pendanaan  Pemer inta h  yang bertuj uan  mempromosika n  pemba ngu nan  d i  

sektor ekonomi  keuanga n,  i nd ustri , pertan ia n, komers ia l  atau l a i n nya, termasuk  

penyed iaan  moda l  atau  fas i l itas kred it l a i n nya; dan  untuk  keper l uan  defi n is i  i n i , 

pembangunan termasuk d imu l a i nya set iap usa ha ekonomi  i nd ustri, perta n ia n, 

komers ia l  atau l a i n nya baru atau per l uasan atau pen i ngkatan set iap usa h a  ya ng ada  

tersebut .  Pengembangan Lembaga Keuangan termasuk  namun t idak  terbatas pad a :  

bebera pa lembaga keuanga n m i l i k  pemeri nta h seperti Ba n k  Pemba ngu nan  Ma laysia 

Berhad, Ba n k  Perusa haan  Keci l dan Sederhana  Ma l ays ia Berhad ,  d l l  ( l i hat An nex TPPA ­

Ma l aysi a ) .  

Vietnam j uga memasu kkan a n nex terkait pera n BU M N  ya ng da pat 

mempert imba ngka n faktor-fa ktor l a i n  se l a i n  pert i m banga n  komers ia l  dan  

menyed i aka n  j a sa  keuanga n ( kecua l i  asurans i  dan  seku ritas) semata-mata u ntuk  atau 

mem beri ka n perl akuan  ist imewa kepada wa rga Vietna m  ata u perusa haan  d i  wi l aya h 

VietNam .  Laya nan  i n i  t idak  d imaksudka n  u ntuk  mengham bat pembiaya a n  swasta . 

M isa l nya Agri bank  Vietnam dan  bebera pa entitas l a i n nya ya ng d i sebutka n da l am 

a n nex ( l i hat Annexes TPPA) . 

Da ri bebera pa penje lasa n  strategi per l i ndunga n domest i k  d a n  a n nex da l am 

TPPA, ked ua  nega ra mas i h  me lakuka n  per l i ndunga n ya ng ketat khususnya d i  domest ik .  

Pemberi an  subs id i  dan  kemudahan  a kses menjad i  t ip i ka l  kedua  nega ra .  Ha l  tersebut 

cuku p d i d u ku ng dengan keberhas i l a n  ked ua  nega ra da l am memasu kkan a n n exes pada 

TPPA.  Peraturan domesti k  ya ng d i berl a ku ka n  ked ua  nega ra berdasa rka n bebera pa 

temuan  tersebut mas ih  tid a k  sesua i  denga n  komitmen pada TPPA. I ndonesia sebagai 

nega ra ya ng terta r ik  masuk  ke da l am TPP mempu nya i t ip i ka l  yang hamp i r  m i r ip  dengan 

ked ua  nega ra tersebut .  N a m u n  kemud i an  menjad i  perta nyaa n, apaka h  I ndonesia 

dapat berhas i l  memasu kka n bebera pa pengecua l i a n  j i ka ingin berga bu ng, mengingat 

Vietnam dan Ma l ays ia te l ah  leb ih  d u l u  mengi kuti puta ra n  perund i nga n .  Da l am konteks 

i n i , tugas negosiator I n dones ia akan semak in  berat, ka rena ha rus me lakukan  negos ias i  

b i l atera l dengan semua nega ra anggota yang te l ah  leb ih d u l u  berga bung da l am TPP .  
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Pernyataan Presiden Joko Widodo secara terbuka terkait ketertarikan Indonesia 

untuk bergabung dalam TPP tentu mempunyai berbagai alasan. Sa lah satunya adalah 

potensi pasar TPP dengan Jumlah total produk domestik bruto (PDB) negara-negara 

anggota mencapai $28 ribu tri l iun atau 40 persen dari total PDB dunia.  Namun tentu 

pi l ihan untuk bergabungnya Indonesia ke TPP akan mempunyai konsekuensi la in .  

Sehingga sebelum menentukan strategi kebijakan yang akan d i  ambi l  o leh para 

stakeholders, penting untuk memahami impl ikasi secara komprehensif j ika Indonesia 

bergabung dalam kerangka TPP. Berdasarkan hasil dari temuan-temuan dalam 

penelitian ini  penul is merumuskan beberapa implikasi, diantaranya : 

a) Perubahan Regulasi Nasional 

Salah satu impl ikasi pal ing nyata ketika Indonesia bergabung ke TPP adalah 

adanya perubahan regulasi nasional yang harus segera mengacu pada ketentuan 

TPPA. Berbagai regu lasi yang harus diubah terkait sektor pertanian dan U M KM 

diantaranya telah dibahas sebelumnya pada tabel 30 dan 31  (halaman 104 dan 

110) yang menjelaskan GAP terkait ketentuan TPPA dan ketentuan nasiona l .  

Perubahan regulasi nasional diharuskan mengingat full text perjanjian TPPA telah 

disepakati oleh seluruh anggota pada 16 Februari 2016 la lu dan menunggu di 

ratifikasi. Sehingga kemungkinan Indonesia bergabung ke TPP untuk 

menambahkan kepentingan Indonesia dalam ketentuan perjanjian TPP akan sul it 

untuk di lakukan .  Kecual i  d i lakukan mela lui  proses negosiasi Annexes dalam TPPA. 

Namun secara keseluruhan, dikarenakan ketentuan perjanjian telah disepakati 

maka harus ketentuan nasional yang harus mengikuti ketentuan tersebut. 

Perubahan regu lasi nasional tentu akan menimbulkan multiplier effects. 

Multiplier effects yang d imaksud adalah ketika Indonesia memutuskan untuk 

bergabung dalam TPP maka hal pertama adalah merubah regulasi-regulasi yang 

bertentangan dengan ketentuan TPPA. Langkah selanjutnya adalah membuat 

kerangka regulasi baru. Proses yang akan dihadapi ketika merubah atau 

menambahkan regulasi baru akan panjang. Hal penting lain ketika membentuk 

kerangka regulasi baru adanya melihat kebutuhan Indonesia dan penyesuaian 

dengan obligasi Indonesia pada TPP. Ketika ada keharusan untuk melakukan 
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perubahan  maka I ndonesia ha rus  mempersiapka n  infrastru ktur  dan  suprastuktur  

da l am mend u ku ng regu las i  ya ng d i m u ngki n ka n  sesua i  denga n  ketentuan  TPPA. 

Se l a i n  itu per l u nya membentu k pera ngkat kebij aka n  pend u ku ng regu las i  seperti 

pembentukan t im kerja  dan pe lati han  SDM ya ng berkua l itas da l am menghadap i  

TPP .  

b)  Kesul itan Negara Berkembang da lam Negosiasi Annexes TPPA 

Sa l a h  satu kesu l ita n ya ng akan d i hadap i  I ndonesia ket ika berga bung da l am 

TPP ada l ah  negosi as i  a n nex. An nexes da l am TPPA merupakan ha l  yang sangat 

pent ing .  Seh i ngga u ntuk  mencapa i  kepent inga n nas iona l nya set ia p nega ra a nggota 

da l am TPP berhak  member ika n  pengecua l ia n  terhadap  ketentua n  tertentu da l am 

i s i  perj anj i an  ya ng d i masuka n  da l am a n nex. N a m u n  menjad i  ha l  ya ng su l it untuk  

I ndones ia khususnya nega ra berkembang ya ng akan masuk  ket i ka ketentuan  i s i  

perj anj i an  te l ah  d isepa kat i .  l m p l i kas i nya ada lah  kem u ngki n a n  mens is ipka n  

kepent inga n pada a n nex ha nya dapat d itempuh  denga n me lakukan negos ias i  

b i l atera l dengan ke-12 anggota TPP .  

c) Kompensasi Terhadap Sektor yang Berpotensi Dirugikan 

Berga bu ngnya I ndonesia da l am TPP membawa imp l i kas i  ya ng cukup 

s ign ifi ka n pada bebera pa sektor khususnya tekst i l .  P res iden Joko Widodo 

mengata kan p rodu k-produ k  nega ra anggota TPP l a i n nya berbeda dengan 

I ndones ia . I a  mencontohka n, I n dones ia a ka n  u nggu l da l am i ndustr i  teksti l .  Ia  

mem perki ra ka n,  berga bung  dengan TPP da pat men i ngkatka n ekspor I ndones ia 

h i ngga 20-30 persen .51  N a m u n  ya ng menjad i  perhat ian  ada l ah  sektor la in tentu 

akan menghadap i  keadaan  ya ng berbeda .  M isa l nya sektor pertan i an  kh ususnya 

sub  sektor ta naman  panga n, ho l t iku ltu ra dan  peternaka n  yang a ka n  ka l a h  bersa ing 

d i  pasa r TPP yang mempu nya i sta nda risas i  yang leb ih t inggi . Seh i ngga pent ing 

u ntuk  men imbang sektor la in yang h a rus  menjad i  trade off sepert i  sektor 

pertan i an  m isa l nya . Ha l  ya ng di khawati rka n ada l ah  pera n  dan  fu ngsi da ri dec is ion 

maker  ha nya concern pada aspek atau ketentuan  d a ri chapter by chapter.  

51  Repub l i ka On l i ne, Presiden Jokowi Terbujuk Rayuan TPP (da ring), 28 Oktober 2015,  
<http ://www. repub l i ka . eo . id/berita/koran/ha l aman-1/15/10/28/nwwz8833-pres iden-jokowi-terbuju k-rayuan-tpp> 
, d i akses pada 27 J u l i  2016. 
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Seh ingga pert imba nga n kes iapan  dan  ca ra pandang  be l um secara menye l u ru h  

pada semua sektor. Pemer intah per l u mengant is ipas i  kompensas i  a p a  yang h a rus  

d i ber ika n .  Kemampuan  tersebut h a rus  d i d u ku ng dengan  pengeta h u a n  pemeri nta h 

ya ng komprehensif terhadap  keu nggu l an  d a n  ke lema h a n  setia p  sektor. 

d)  Akses Pasar TPP 

Bergab u ngnya I ndones ia  da l am TPP tentu men ingkatka n a kses pasa r 

khususnya n ega ra-nega ra ya ng be l u m  seca ra s ign ifi ka n mel a kuka n  perdaga ngan 

dengan I n dones ia  sepert i  Meks i ko, Ch i le,  Peru dan  Ka nada .  Pe l u a ng terseb ut h a rus  

d i i ri ngi  dengan  kes iapan  I n dones ia  da l am menghadap i  sta nda risas i  yang t inggi 

seh i ngga da pat bersa i ng denga n n ega ra-negara TPP l a i n nya . N amu n,  sepert i  yang 

te l a h  d i pa pa rka n da lam bab  sebe l umnya ( h im. 103) ,  terdapat fakta men a rik .  

Kon d is i  pasa r TPP yang d i a nggap besar dan  potens ia l  khusus  u ntuk  komod itas 

pertan i an  utama I ndones ia  sebagian besa r ha nya d i  ekspor d a n  lmpor ke Amer ika 

Seri kat. Seda ngka n  ekspor d a n  impor utama n egara anggota TPP l a i nnya mayoritas 

te l a h  memi l i k i  perj anj i an  FTA/PTA denga n I n dones ia  sebe l umnya seperti  Bru nei, 

Austra l ia ,  Ma l aysia, Jepang, New Zea l and  d a n  S inga p u ra .  

e) Pemanfaatan Maksimal Skema TPP dalam Chapter SMEs 

Skema kerjasama TPP seca ra spesifi k  membahas  sektor U M KM da l am 

perj anj i an  kerjasama nya, d imana  tercantum da lam Chapter 24 Small and Medium­

Sized Enterprises .  Da lam cha pter tersebut d ije laska n  baga ima n a  n ega ra ya ng 

terga b u ng da lam TPP d i sya ratka n u ntu k memi l i ki website yang kh usus  u ntuk  

member ika n  berbaga i i nformas i  mengena i  kegi ata n ,  jen i s, peratu ran ya ng 

berka itan denga n  U M KM .  J i ka pemer intah I ndones ia  bergabung  da l am skema TPP, 

ma ka pemer inta h  ha rus  mempers iap ka n  sega la  i nfrastru ktu r  ya ng men u njang 

u ntuk  terbentu knya webs ite khusus  bagi U M KM ya ng dapat d i akses seca ra l uas .  

Se l a i n  website terda pat bantuan ya ng a ka n  d i pero leh  da ri skema kerjasama 

i n i  sepert i  pertuka ra n  a h l i, d i skus i ,  workshop, pe la ksanaan  berbaga i macam 

pe lat ih a n  h i ngga capacity building. TPP j uga menyed i aka n  skema pengu ra ngan 

ta rif khusus sepert i  duty free atau preferential tariff treatment bagi ba rang atau 

ka i n  tekst i l  ya ng d i buat  o leh  i ndustr i  rumahan  dan  mas ih  d ibuat denga n  hand­

made (se lama import i r  dan  eksport i r  menyetuju i ) .  D ima n a  mayoritas U M KM 
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I ndones ia ya ng merupakan i ndustri ru mahan  da pat mema nfaatka n skema i n i  

u ntuk  mengemba ngka n ekspor keberbaga i negara a nggota TPP .  Pemeri nta h j uga 

ha rus  tu rut mendu kut denga n  ca ra mensos ia l i sas ika n kebijaka n  da l am TPP kepada 

berbaga i U M KM ya ng mayoritas merupa ka n  i nd ustri ru mahan  dan  be l u m  memi l i ki 

a kses terhadap  i nformasi  ya ng ba ik .  Pemer intah j uga ha rus  je l i  membantu 

mengkategor ika n  U M KM ya ng da pat masu k da lam skema TPP ya ng d iatu r da l am 

Chapter 4 Textiles and Apparel Art ic le 4 .2 .  

f) lsu HAKI dalam TPP Terhadap Sektor UMKM 

Bebera pa isu ya ng juga ha rus d i perhat ika n j i ka I n dones ia berm inat u ntuk 

berga bung da lam TPP ada lah  peratura n  da lam TPP ya ng mengatur  mengena i  Hak 

Kekayaan  l nte lektua l  ( HAKI ) .  D imana  menggu naka n  standa r  World Intellectual 

Property Organization 's Performance dan  Phonogram Treaty, ked ua perj anj i an  

tersebut memi l i k i sta ndar  ya ng leb ih  t i nggi j i ka d i band i ngka n  dengan TRI PS ( Trade 

Related Aspects of Intellectual Property Rights)  pada WTO. HAKI  send i ri d i a nggap 

menggu ntu ngka n bagi para pebisn is  ka rena d ia ngga p mampu me l i ndungi hak  

kekayaan  i nte lektua l  dan  me l i n d u ngi i novas i  ya ng d i c i pta ka n .  N a m u n, pada 

kenyataa n nya ha nya sed i kit dari U M KM I ndones ia ya ng memi l i ki a kses terhadap  

penggu naan  HAKI . Seh i ngga j i ka I ndones ia  a ka n  masuk  da l am skema TPP ya ng 

memi l i ki standar  HAKI  lebih t inggi, I n dones ia  ha rus  mampu  menyesua ikan  dengan 

berbaga i sta ndarisas i  HAKI  ya ng ada.  Per l u d i perhat ikan j uga ba hwa I ndones ia 

merupakan sa l a h  satu nega ra dengan pe langga ran HAKI  terbesa r .  Da lam TPP, 

regu las i  HAKI  d i buat leb ih  ketat m isa l da l am pema l suan  merek  dagang dengan 

segaja dan  pembajaka n  hak ci pta pada "ska la  komersia l "  a ka n  menda patka n 

h u kuman  p idana .  Terdapat peratura n  paten khusus  bagi traditional knowledge 

ya ng banya k  d igu naka n  o leh  U M KM ya ng meru pa ka n  ind utri ru mah  ta ngga 

ata u p u n  i nd ustri keci l .  Seh i ngga per lu  memast ika n  ba hwa pemerintah memi l i ki 

sta ndar  HAKI  ya ng d i sya ratka n da l am TPP dan  U M KM juga memi l i k i a kses u ntuk  

menggu naka n  berbaga i sta ndar  H K I ya ng d imaksud . 
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Hasi l  dari penelitian dan pengambi lan data baik literatur maupun FGD 

menghasilkan beberapa rekomendasi a rah kebijakan bagi pemerintah. U ntuk itu, a rah 

kebijakan dalam laporan ini  d ibagi menjadi dua yaitu rekomendasi umum dan 

rekomendasi khusus untuk Kementerian Luar  Negeri. 

1. Rekomendasi Umum 

a) Koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga Terkait 

Koordinasi penting di lakukan khususnya dalam menentukan  apa yang perlu 

diperjuangkan dalam perundingan. Apabila perundingan telah mencapai 

kesepakatan, hal yang penting lainnya adalah koordinasi antara negosiator, 

pemerintah pusat, pemerintah daerah dan produsen loka l .  Perlu pendekatan yang 

berbeda pada setiap level dikarenakan isu yang diangkat relatif kompleks dan 

bukan tidak mungkin setiap K/L maupun stakeholders terkait memiliki 

kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan. Namun apabila antar level telah 

terjal in sinergi maka kemudahan dalam mencapai keuntungan dalam FTA/PTA 

dapat di lakukan oleh pemerintah.  

b) Sosial isasi regulasi FTA/PTA terhadap produsen lokal 

Berbagai FTA/PTA yang ditandatangani oleh Indonesia berlaku secara 

efektif sekitar tahun 2000, namun informasi terkait dengan regulasi dan aturan 

main dalam FTA/PTA tidak banyak dipahami oleh pelaku usaha dan dinas terkait 

baik dalam sektor pertanian maupun U MKM.  Pelaku sektor pertanian dan U MKM 

memil iki kesadaran politik yang rendah dalam berbagai isu perdagangan 

internasional yang ada saat in i .  Oleh karena itu diperlukan adanya sosialisasi 

kepada pihak-pihak terkait terutama petani  yang secara langsung maupun tidak 

langsung akan merasakan dampak dari berbagai FTA/PTA yang berjalan. 

Kurangnya sosialisasi terhadap berbagai pihak in i  mengakibatkan minimnya 

informasi adanya berbagai skema kerjasama PTA/FTA yang dapat dimanfaatkan 

untuk mengembangkan usaha pertanian dan U MKM. Pemerintah dapat 

memberikan sosialisasi mengenai berbagai FTA/PTA yang berjalan saat in i .  

Pemerintah dapat memberikan pengertian dan arahan bagaimana peran 
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pemer intah a ka n  banya k  d i ku ra ngi  da l am mem ber ika n  berbaga i bantua n  dan  

sektor pertan i an  maupun  U M KM d i ha ra pka n mampu berja lan  seca ra mand i ri 

da l am menembus pasa r i nternas ion a l .  Seh i ngga skema FTA/PTA yang ada  mampu 

men i ngkatka n kapas itas dan  produ ktifitas perdaganga n I ndones ia  secara 

kese l u ru h a n .  

c )  Meka n isme i m portas i  komod itas 

Sebe l um me laku ka n  i m portasi terhadap  komod itas perta n i an  dan  p rodu k  

ya ng d i has i l ka n  U M KM, pemeri nta h per lu  me lakuka n  beberapa t i ndakan  a nta ra 

l a i n , h a rus  mengu kur  t i ngkat besa ra n konsums i  pangan atau kebutu han  domest ik, 

me lakukan  u paya perl i n d u nga n berbaga i komod itas u nggu l an  I ndones ia dan  

memasti ka n i m portas i  merupaka n  u paya pen i ngkatan n i l a i  ta mbah prod u k  ya ng 

beror ientas i  ekspor buka n  sebaga i ba ra ng konsu mtif. 

d )  Pem beria n kepastian  ha rga bagi para peta n i  

Denga n ha rga prod u k  perta n i an  yang ser ing n a i k  turun ,  peta n i  menga l a m i  

kes u l itan u ntu k menyesua i ka n  d i ri d an  ser ing menga l am i  kerugi a n .  Petan i  

mengha rapka n  pemer inta h m a m p u  mem beri ka n kepast ian ha rga seh i ngga para 

petan i  t ida k terus merugi ket ika pa nen t iba . Skema public stockholding dapat terus 

d i perjua ngka n oleh pemeri nta h I ndonesia,  d imana  pemerintah dapat mem i l i ki 

pera n untuk  membe l i  pangan da ri peta n i  sebagai persed i aan/ stok pangan dengan 

Ha rga Pembe l i an  Pemeri ntah ( H PP)  dengan tujuan  untuk memba ntu petan i  

m isk i n .  Berbaga i d i l ema ya ng ser ing d ihadap i  o l e h  petan i  ket ika h a rga produ k  

perta n i an  t idak  menentu ada l ah  b iaya p rodu ks i  produ k  perta n ia n  terkadang leb ih  

maha l  da ri pada ha rga jua l  saat  panen,  dan  dengan berbagai FTA/PTA 

mempermudah  berbaga i i m por  prod u k  perta n i an  masuk  keda l am negeri dengan 

ha rga ya ng jauh m u rah  d a ri pada ha rga petan i  loka l .  Pemeri nta h j uga h a rus  

mem perhat ika n  t idak  ha nya member ikan ha rga ya ng m u ra h  bagi konsu men 

domest ik, n a m u n  j uga teta p memperhat i ka n keseja hteraan  peta n i .  

e )  Pem bentu ka n Trading House 

U ntuk  sektor U M KM, pemeri nta h mampu membentu k trading house yang 

berguna sebaga i pusat pemasa ran ,  i nformasi ,  data domest i k  bara ng-barang 
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mentah,  koord i nas i  da ri berbaga i d i n as, serta mera ngku l u n iversitas d a n  berbaga i 

i n sta ns i  da l am mengemba ngka n riset. D i ha rapka n  trading house i n i  mampu  

menjad i  l em baga khusus  ya ng menanga n i  mengena i  kegiata n ekpor dan  i m por 

berbaga i U M KM .  Trading house mampu  menjad i  med ia  d ia log ya ng dapat tercipta 

di a nta ra perusa haan ,  pemer i nta h,  berbagai i n st itus i  sepert i  seko lah ,  u n ivers itas 

dan  fas i l itas u m u m .  Denga n adanya l em baga khusus  ya ng mampu  memberikan  

i nformas i  ya ng je las  kepada pe laku  b i sn i s  U M KM u ntu k mamptt>memanfaatkan 

skema da l am FTA/PTA ya ng ada  dengan ba ik . Strategi i n i  dapat d igun a ka n  o l eh  

pemer inta h a n  I ndones ia u ntuk  terus mengemba ngka n U M KM ya ng ada  d i  

I ndones ia . S a l a h  satu faktor  terpent ing da l am menghadap i  FTA dan  PTA ada l ah  

peme rintah h a rus  mampu  mempe rs iapka n  U M KM u ntuk  menghadap i  persa i ngan 

daga ng i nternas iona l, mentransformas i ka n  mayoritas "U M KM bayi" menjad i  

U M KM advanced. Se l ama  i n i  keb ijakan  yang d i m i l i k i  o l eh  I ndones ia t idak  

tersentra l i sas i  seh i ngga i nformasi ,  bantu a n  dan  fas i l itas i  ya ng d i ber ikan d i rasa 

ku rang  efektif. 

Dengan adanya berbaga i berbaga i j a ri nga n ya ng so l id  da l am trading house 

mampu  mendorong U M KM memi l i ki daya sa ing  i nternas iona l  seh ingga t i d a k  

ter l i bas  denga n persa i nga n p rod u k  i nternas iona l  da ri berbaga i nega ra . Da ri 

penga l aman  berbaga i nega ra ya ng menera pkan trading house mampu  seca ra 

efektif membantu U M KM u ntuk  me la kuka n  ekspor dan  mem i l i ki j a ri ngan denga n  

berbaga i pembe l i  d i  l u a r  negeri .  Se l ama i n i  pe laku  b i sn i s  U M KM berhas i l  

me la ku ka n  ekspor seca ra l a ngsung (direct export) namun mas ih  da l am ska l a  ya ng 

sa ngat keci l .  D i  la in  p ihak p rod u k  U M KM I ndones ia  mem i l i ki potens i  ya ng sa ngat 

besa r d i m inati  oleh pasa r i nternas ion a l .  Pemer intah da pat mend i ri ka n  trad i ng  

house d i beberapa lokasi  d i  I ndones ia ya ng d i a ngga p sebagai sentra U M KM, 

seh i ngga na nti nya d i ha ra pka n mampu mend ukung U M KM tersebut u ntuk  mem i l i ki 

pasa r ya ng leb ih  l uas  da l am me lakuka n  ekspor.  

f) Memperkuat berbaga i sert ifi kas i  u ntuk  menembus  pasa r i nternas iona l  

Se l a i n  mengemba ngkan trading house u ntuk  mem perbesa r a rus  i nformasi  

terhadap berbaga i pasa r ekspor, per l u d i perhati ka n  da l am berbaga i FTA/PTA ya ng 

te l a h  d itandatangi  o leh I ndones ia menu ntut p rod u k  U M KM mampu  memenuh i  
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berbaga i standar  yang te l ah  d itetapka n  o leh  masi ng-mas ing nega ra tujuan .  Maka 

perl u ada nya pen ingkata n sta ndarisas i  atau sert ifi kas i  ya ng d i kemba ngkan o leh 

berbaga i U M KM I ndones ia .  Sa l ah  satu contoh sepert i  S istem Verifi kas i  Lega l itas 

Kayu (SVLK) .  Sert ifi kas i  ya ng berfu ngsi u ntuk  memast ika n  p rod u k  kayu dan bahan  

baku kayu ya ng d i  p rodu ks i  d i  I ndones ia berasa l  da ru sumber-su m ber  ya ng lega l 

dan  da pat d iverifi kas i .  Sert ifi kasi i n i  berguna  bagi U M KM ya ng menghas i l ka n  

berbaga i p rodu k  o l a h a n  ya ng menggu naka n  kayu . Denga n adanya SLVK, I ndones ia 

sebaga i nega ra yang banya k  mengekspor fu rnitu re atau mebel  mampu menembus 

berbaga i pasar  mancanega ra denga n sertifi kasi kayu i n i .  

I ndonesia sebaga i nega ra denga n  popu las i  beraga ma mus l im  terbesar j uga 

se laya knya mengembangka n sert ifi kasi produk  ha l a l  bagi ba ra ng-barang ya ng 

masu k ke da l am neger i .  Strategi sert ifi kasi prod u k  ha l a l  j uga te l ah  d itera pka n dan  

d i kem bangka n  o l eh  Ma laysia ya ng memi l i ki popu las i  wa rga mus l im  ya ng besa r. 

I ndones ia send i ri te l ah  mengem ba ngka n  sert ifi kasi logo ha l a l  U U  NO. 33 tah u n  

2014 mengena i  j am inan  p rod u k  h a l a l  o leh Badan  Penye lengga ra J am inan  Produ k  

Ha l a l .  Menurut U U  tersebut pada ta h u n  2019 a ka n  d iberl a ku ka n  p rod u k  ha l a l  bagi 

p rodu k-prod u k  I ndones ia .  N a m u n  sa mpa i  saat i n i  bel u m  ada peratura n  tu runan  

yang seha rusnya d i ke l ua rka n o l eh  Kementri an  Aga ma .  Seh i ngga sert ifi kas i  logo 

ha l a l  mas ih  bersifat suka re la  bagi p rod u k-produ k  makanan  ya ng d i konsu msi  o leh 

warga nega ra I ndones ia . 

Menu rut keputusa n Menteri Aga ma R . I .  nomer 5 18 sertifi kasi ha l a l  p rodu k  

pangan d i ke l ua rka n o leh Lem baga Pengkaj i an  Pangan,  Obat-Obatan dan 

Kosmet ika M aje l i s  U l a ma I ndones ia  ( LPPOM M U I ) .  M U I  memi l i ki otoritas u ntu k 

menyata ka n suta u p rodu k  te l ah  lo los tes uj i ha l a l .  P rodu k  ya ng te l ah  lo los tes uj i a  

ha l a l  a ka n  menca ntumka n  logo ha l a l  da l am kemasa n p rod u ks i .  U ntuk produ k  

maka n a n  nas iona l  logo h a l a l  d i ke lo la  o l e h  Kementri an  Aga ma, LPPOM M U I  d a n  

M U I  ya ng bekerjsa ma u ntuk  me laku ka n  uj i tes ha l a l .  Sertifi kasi h a l a l  seharusnya 

terus d i kemba ngka n bagi prod u k-prod u k  ya ng masuk  keda l am wi laya h I ndones ia 

u ntuk  me l i ndu ngi konsumen I ndonesia ya ng mayoritas beraga ma mus l im .  

Sertifi kasi i n i  j uga seka l igus dapat berfu ngsi u ntuk  mem batasi i m por  p rodu k  

panga n  yang t ida k memi l i ki sertfi kas i  ha l a l .  
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U ntuk  terus mengem ba ngkan usaha U M KM mampu  menembus  pasa r 

ekspor pemeri ntah dapat memperba nya k  membe ri ka n  pe lat i han  kepada pe l aku 

U M KM .  D i  da l am peratu ra n  FTA/PTA t idak  terd a pat peratu ra n  ya ng mem batasi  

pemberi an  pelat ih a n  ata u p u n  u paya menge m bangka n  resea rch and deve lopment 

( R&D) .  Seh i ngga pemer intah dapat mengi nvestas ika n  d a n a  guna  mengemba ngka n 

R&D serta mampu men ingkatka n daya sa ing U M K M .  Pemer intah j uga harus  leb ih  

je l i  da l am member ika n  jen is  pe lat i han  dan  bantua n kepada para U M KM, 

d i h a rapkan pelat ih a n  dan bantu a n  kepada U M KM mampu  men i ngkatka n 

kemand i ri a n  U M KM da l am menembus  pasa r i nternas iona l  dan  ti dak  menjad i ka n  

U M KM keterga ntungan terhadap  bantu a n  ya ng d i ber i ka n  o l e h  pemer i nta h .  

g)  D iperl u ka n  data ya ng aku rat dan terba ru ka n  

Se l ama i n i  data ne raca perdaga nga n d a n  prod u ktivitas komod itas 

pertan i an  dan  U M KM mas ih  ser i ng berbeda .  Ba i k  BPS sebagai  pusat data dan  

kementeri an  terka it sama-sa ma me laku ka n  pene l it ia n ya ng sa ma n a m u n  denga n 

has i l  ya ng cenderung berbed a .  Aga r t ida k  terjad i perbedaan d a n  d i perl u ka n nya 

data ya ng aku rat maka seba i knya pemer i nta h memusatka n data terkait ha nya 

pada satu i n sta ns i .  

2.  Rekomendasi Kepada Kementerian Luar Negeri 

a) Da l am menghadap i  berbaga i FTA/PTA ya ng ada,  khususnya yang mas ih  terus 

berja l an  p roses perund inga n nya, pemer inta h  I ndones ia  dapat terus mem perkuat 

t im negos ias i  ka rena  t im negos ias i  terse but per l u me lakuka n  negosias i  seca ra 

b i l atera l denga n be,rbaga i nega ra u ntuk  menda patka n beberapa fleks ib i l itas 

perdaganga n yang nant i nya da pat d ica ntu m ka n  da l am annex perj anj i a n  

perdaganga n .  Ti m negoas ias i  I ndones ia ha ru s  mema ham i  betu l  kond is i  domest ik  

ya ng d ia l ami  o leh  peta n i  dan  U M KM,  seh i ngga keti ka bernegos ias i  d a pat 

mengeta h u i  prod u k-prod u k  perdaga nga n ya ng per l u d i l i n d u ngi  d a n  prod u k-prod u k  

yang dapat d i buka pasa rnya bagi perdaga nga n i nternas iona l .  

b )  I ndonesia sebaga i negara berkembang mas i h  mem butu h ka n  tra nsfer tekno logi  

da ri nega ra maj u  u ntuk  da pat men ingkatka n kua l itas p rod u k  da l am negeri ya ng 

na nti nya a ka n  bersa i ng da l am pasa r i nternasion a l .  Seh ingga pa ra negos iator dapat 
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terus memperjua ngka n ada nya transfer teknologi da ri berbaga i nega ra maj u .  Dar i  

berbaga i penga l aman  FTA/PTA ya ng menca ntu m ka n  kerjasa ma da l am capacity 

building dengan I n donesia,  mas ih  per l u d ipertegas kemba l i  k l ausu l  b idang 

kerjasama ya ng a ka n  d i l a kuka n .  J i ka sudah  terdapat k lausu l  kerjasa ma yang tegas 

dan  je las  da pat memperm udah proses imp lementasi  kerjasa ma ya ng a ka n  

d i l a ksa naka n .  

c) Negosiator perlu memperjua ngka n a kses Technical assistance da ri negara-nega ra 

maj u .  Ha l  tersebut d ituj uka n  u ntuk  ked ua sektor sens itif mas ih  per lu  d i ber ika n .  

d )  U ntu k terus m a m p u  mendorong kegiata n impor j uga ha rus  d idorong denga n daya 

sa ing dan  kes iapan  prod u k  da l am negeri I ndones ia . Pen i ngkatan daya sa ing 

menjad i  kunci da lam memena ngka n  persa i ngan g loba l saat  in i  ket i ka berbaga i ta rif 

dan  fleks ib i l itas perda nga n te lah  d i hapuska n .  Berbaga i fa ktor ya ng per l u d i  

perhat ika n u ntuk  mend u ku ng daya sa i ng prod u k  loka l  ada l ah  sumberdaya 

man us ia maupun  pend id i ka n, a kses dan  ketersed ian  moda l ,  manajemen 

penge lo l aan  dan  orga n isasi perusahaan  yang ba ik, t ingkat teknologi ya ng d i m i l i ki ,  

a kses terhada p informasi  dan berbaga i su m ber pen d u kung  l a i n  seperti energi ,  

ba han  baku, d l l .  

e )  Keme nterian  Luar  Negeri per lu  koord i nas i  denga n  K L  tekn is  Terkait (Kemta n, 

Kemdag, Kernen perind ustrian ,  Kementeri an  Koperasi dan U M KM )  da l am set iap 

perund inga n .  Terdapat perbedaan  penafs i ra n  peratu ra n  dan kebutu han  da ri leve l 

produsen loka l  d i  daera h .  

f) Koord inas i  d ia nta ra Kementr ian terka it seperti Kementri an  Perta n ian ,  Kementria n 

Perdaganga n, Kementri an  Peri ndustr ia n,  Kementri an  Koperasi U KM,  Kementria n 

Koord inator B idang Perekonom ian  sangat d iperl u ka n  da l am berbaga i perund i ngan 

u ntu k memper la nca r  pers iapan berbaga i strategi ya ng a ka n  d iterapkan bagi sektor 

perta n i an  dan U M KM,  serta memba ntu da l am proses sos i a l isas i  berbagai regu las i  

dan  atu ra n  ma in  da lam FTA/PTA kepada pe laku usah a  dan  d inas  terka it .  

g) Membuka a kses pasa r yang sudah  m u m p u n i, sebaga i trade off atas perl i ndungan 

sektor perta n i an  dan  U M K M .  Seh ingga negosiator memerl u ka n  data atau kaj i an  
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terkait dari beberapa sektor lain yang kemudian dapat di l ihat sektor mana saja 

yang telah siap untuk menghadapi FTA/PTA. 

h)  Perlu dikaji u lang menyusun sensitive list terhadap produk pertanian yang
. 
akan 

atau tidak di l ibera lisasi. 

i )  J ika tertarik masuk dalam TPP hasi l dari kaj ian dan masukan beberapa 

kementerian terkait perlu di lakukannya perl indungan beberapa sub sektor lain 

dengan melakukan safeguard measures. 

Sumbangan surplus neraca sektor pertan ian, selama ini  disumbang dari sub 

sektor perkebunan yang memil iki daya saing yang tinggi dengan ni la i  ekspor terbesar 

ke beberapa negara. Sedangkan sub sektor lain seperti tanaman pangan, holtiku ltura, 

dan peternakan mengalami defisit neraca perdagangan.  Tingginya impor produk 

pertanian tidak dipengaruhi kuat oleh bergabungnya I ndonesia dalam FTA/PTA. Hal  

pendukung tingginya importasi produk pertanian d isebabka n  oleh kemampuan 

domestik yang rendah. 

Bergabungnya Indonesia dalam FTA/PTA memil iki peluang dan keuntungan 

yang besar. Seperti dalam kerangka IPPT dengan Pakistan, setelah melakukan 

perjanjian Indonesia dapat meningkatkan ekspor produk  CPO ke Pakistan berkali l ipat. 

Berbeda dengan kerangka IJEPA, Jepang memberikan kemudahan kepada Indonesia 

dengan membuka pasarnya untuk buah-buah tropis segar. Namun sayangnya 

kemampuan domestik dalam pemenuhan permintaan dari Jepang seperti komoditas 

nanas dan pisang. Selain produktivitas lokal, Indonesia masih belum mampu 

memenuhi standar (hambatan non-tarif). 

N iat bergabungnya Indonesia kedalam kerangka RCEP dan TPP perlu d ikaji lebih 

mendalam. Saat ini  I ndonesia masih mengikuti perund ingan RCEP. RCEP menjadi 

sebuah kerangka ASEAN FTA+ yang kemudian d ibentuk dalam satu wadah. 

Perundingan RCEP berbasis ASEAN dan tidak menyentuh isu-isu yang sensitif. Potensi 

RCEP dapat meningkatkan kerjasama perdagangan Indonesia dengan negara-negara 

ASEAN FTA+ dan menghindari adanya peraturan yang bersinggungan satu sama lain.  
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Sedangka n TPP te l ah  d ita ndata nga n i  pada awa l  2016 yang l a l u, agreement 

da l am TPPA set ida knya memba has 30 chapter ya ng d ida l amnya memasu kkan i su- i su  

sensit if sepert i  pengatura n  da l am National Treatment dan  Market Access, B U M N, 

Government Procurement, SPS, Intellectual Property dan  Regulatory Coherence. Da ri 

beberapa peraturan  da l am chapter TPPA, I ndonesia mas ih  be l u m  mampu ba i k  da l am 

kes iapan sektor perta n i an  maupun  koherens i  dengan peraturan domest ik .  Seh ingga 

ket i ka I ndones ia  ing in  berga bu ng denga n TPP maka kemud ian  ba nya k peratura n  

domest i k  yang ha rus  segera d i u bah  gu na penyesua ian  dengan TPPA. 
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